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Dari Redaksi

Dari Redaksi

JURNAL ¥
KONSTITUSI

Final dan mengikat. Inilah Karaktén, putusan yang dimiliki
Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimanayyan§ diatur dalam Pasal
10 Undang-Undang Nomo6r 24 tahunh\2003. Melalui putusan yang
dijatuhkannya, MK"pun ‘berupaya untuk menegakkan keadilan
substantif, dan bikan Keadilan prosedural semata-semata. Dengan kata
lain, sebagai lembagaypengawal'dan penafsir konstitusi, MK tidak akan
terpaku pada uhdang-undang jika undang-undang itu sendiri dinilai
keluar daritjian hukunSejatinya, semua putusan MK tidak lepas
darigvisinyatuntuk meWwujudkan negara hukum dan demokrasi demi
kehidupan kebangsaan¥dan kenegaraan yang bermartabat.

Dalam Jugnal Konstitusi edisi ini, yaitu Volume 8 Nomor 2 Tahun
201 pembaca‘akan disuguhkan sejumlah tulisan yang secara khusus
mengkaji sekaligus menganalisa beberapa putusan MK yang dinilai
telah, mémbawa perubahan terhadap sistem politik dan demokrasi
di Indenesia.

Mengawali bahasan pertama Abdul Wahid melalui tulisan yang
berjudul “Tafsir Misoginisme dan Inkonsistensi Birokrat” mengupas
tentang Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010. Dijelaskan bahwa
putusan tersebut dapat dibaca sebagai vonis yang menutup peluang
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencalonkan diri jadi pucuk
pimpinan eksekutif di daerah seperti gubernur, walikota, bupati, dan
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lainnya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), karena
salah satu syarat pencalonan dari PNS ini harus diikuti surat pernyataan
pengunduran diri. Persyaratan tersebut tidak berarti sebagai bentuk
diskriminasi dan ketidak-adilan terhadap PNS, tetapi sebagai bentuk
perlindungan terhadap peran strategis PNS. Kalau PNS tetap berada
di jalur pekerjaannya, seperti sebagai abdi birokrasi atau pelayam
publik, maka rakyat akan terpenuhi hak-hak publiknya.

Analisa berikutnya disajikan oleh Lutfhi Widagdo Eddyono yang
berjudul “Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawaslu: Analisa Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010”. Dalamitulisan tersébut
secara khusus menelaah tentang Putusan MK¢/yang membatalkan
ketentuan mengenai rekrutmen anggota pengawas pemilillan umum
yang harus diusulkan oleh Komisi Pemilihan?Umtim Proyissi untuk
pengawas pemilihan umum Provinsi secta Koffiisi PemilihapUmum
Kabupaten /Kota untuk pengawas pemilthan umum Kabupaten /Kota.
Dalam ulasannya, disimpulkan bahiwa Putusan MK mengandung dua
makna hukum. Pertama, pandangan‘baliwa peinsip ehecks and balances
tidak hanya dihubungkan dengam pemisahan cabang kekuasaan
melainkan hubungan anfaga “pengawastdangyang diawasi”. Kedua,
perkara tersebut sebenarnya mengandung tthsur sengketa antara dua
lembaga negara, yditu,KPU dan Bawaslu.

Tema jurnalsemtakin diperkaya dengan analisa yang diurai
oleh studi tethadap, putusan WK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang
dibahas dalam'kaitannya dengan repsentasi perempuan dalam Pemilu,
Mohamad, Faisol mengtlas‘hal tersebut dalam tulisannya “Vonis
Makkamah "Konstitusid Mengeksaminasi Keterwakilan Perempuan”. Hal
yang dielaborasi Mghafmmad Faisol adalah putusan yang dijatuhkan
oléh"MK dalam bentuk pembatalan sebagian isi Undang-undang
Pemilihafy, Umum yang mengatur penentuan wakil yang memiliki
hak whtuk menduduki kursi dewan. Menurutnya, putusan tersebut
sesunggubhya bukanlah putusan yang mendiskriminasikan dan
ienghalang-halangi hak perempuan dalam meraih kursi legislatif,
akan tetapi justru memberi peluang lebih terbuka dan egalitarian pada
politisi perempuan. Dalam hal ini, putusan MK tersebut juga telah
mengeksaminasi partai politik untuk memilih dan menentukan wakil
dewan yang benar-benar didasarkan aspek rasionalitas, profesionalitas,
dan aspek istimewan lain yang mendukungnya.
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Dari Pemilu kita beralih ke penguatan sistem checks and
balances. Irfan Nur Rachman dalam tulisan yang berjudul
“Penguatan  Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi”mengetengahkan analisanya terhadap
Putusan MK Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, yang telah membatalkan
keberlakuan Pasal 184 ayat (4) yang mengatur jumlah kuorumt
kehadiran dan kuorum persetujuan dalam pengambilan keputusan
di forum rapat paripurna DPR terkait dengan “usul hak menyatakan
pendapat. Dijelaskan bahwa pertimbangan MK yang menyatakan
ketentuan jumlah kuorum kehadiran dan jumlah kuertun persetujian
sebesar 3/4 diganti dengan ketentuan pengambilan®kepudtusan
berdasarkan sistem “mayoritas sederhana”, berdd@mpak pada penguatan
sistem checks and balances terutama fungsi pengawasan olehdegislatif
terhadap eksekutif sehingga penyalahgunaan keKtiasaan oleh ekSekutif
dapat dihindari.

Masih terkait dengan sistem Pemilu, Sunny Ummul Firdaus dalam
tulisannya yang berjudul “Relevansiparliameuntary,threshold terhadap
Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis” bahiwa ketentuan parliamentary
threshold berpotensi membatasi hak politik wafga negara. Selain itu,
penerapan parliamentaryhréshold di ingkat bawah mempunyai potensi
konflik horizontal kdrena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena
tidak memenubhi garliawientary threshold, akhirnya calon terpilih itu tidak
bisa duduk di, parlemen. Relevansi parliamentary threshold terhadap
pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan
dari mekanismeésdan alasamydalam menetapkan angka dalam ketentuan
parligmentary, thresholds

Bagian akhir dari Jfirnal ini ditutup oleh Miftakhul Huda yang
meheropongesejumlah Putusan MK khususnya dalam sengketa
Pemilukada. Julisan yang berjudul “Pola Pelanggaran Pemilukada dan
Perlugsan JKendilan Substantif” hakekatnya menguraikan jenis-jenis
pelanggaran’” pemilukada yang mendominasi, antara lain mobilisasi
dan Kketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan
damyfasilitas atau anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya
praktik money politic. Tulisan ini juga mengungkap bahwa beragamnya
pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilukada yang dinilai
berdasarkan prinsip Pemilu jujur dan adil, telah melahirkan putusan
MK yang dapat diklasifikasikan dalam delapan model berdasarkan
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karakteristik yang sama, tiga diantaranya adalah adanya pemungutan
suara ulang dan penghitungan suara ulang (putusan akhir),
pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang (putusan sela),
dan diskualifikasi pasangan terpilih dan menetapkan pemenang.
Akhir kata redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal Konstitust
edisi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca
mengenai perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia dan jugé
bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar komstitusi.

Selamat Membaca.

® Kami Mengundang Anda @

Baru-baru ini MK telah memutus perkaran pengujian Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Putusan MK No. Nomor 3/
PUU-VIII/2010), Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011). Kami mengundang Anda
menulis analisis terhadap putusan MK tersebut secara ilmiah,
tajam, dan objektif. Tulisan yang memenuhi syarat akan dimuat
pada Jurnal Konstitusi edisi Volume 8, No. 3, Juni 2011.
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Kata Kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Wahid, Abdul

Tafsir Misoginisme dan Inkonsistensi Birokrat
(Implikasi Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010)
Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 001-022

Vonis Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU,VAI/2010 dapat
dibaca sebagai vonis yang menutup peluang bagi PNS (Pegawai
Negeri Sipil) untuk mencalonkan diri jadi pueuk pimpihan
eksekutif di daerah seperti gubernur, walikatagbtipati, dan Jainfiya
dalam pemilihan umum kepala daerahy(Pemilukada), kdrena
salah satu syarat pencalonan dari PNS™in# hard§™diikuti surat
pernyataan pengunduran diri. Pefsyatatan tepsebuttidak berarti
sebagai bentuk diskriminasi danjketidak-adilan terhadap PNS,
tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap“petran strategis PNS.
Kalau PNS tetap berada di jalur pekerjaannya, seperti sebagai
abdi birokrasi atau pelayam publikemaka rakyat akan terpenuhi
hak-hak publiknya.

Kata kunci: birokrasiy Mahkamah Konstitusi, keadilan

Wahid, Abduil

Misogynig, Imterpretation, and “The Inconsistent Behaviour of the
Bureaucrats: (A studyon the Implementation of Constitutional Court
Verdict*Neor 4/PUN-Vi11/2010)

TheMundonesiaJournal of Constitutional Law Vol. 8 No.2 p.

The verdiét of Constitutional Court (MK) Number 4/PUU-VIII/2010 can
bé deseribed as a verdict blocking chances for the civil servant (Pegawai
NegeriySipily to represent himself/herself as the head of executive in the
district svich as governor, mayor, regent, and any others in the mayor
gefieral election (Pemilukada) because one of the prerequisites to be a
civil’ servant must be followed by a resignation letter. This prerequisite
cannot be considered as a form of discrimination and injustice for the
civil servant, yet as a kind of protection through the strategic role
of the civil servant. If the civil servant still keeps going on its track,
as a bureaucracy devotee, then people’s civil rights must have been

fulfilled.

Keywords: bureaucracy, constitutional court, justice
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Kata Kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Eddyono, Luthfi Widagdo

Penetapan Anggota Panwaslu Oleh Bawaslu:

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/RUUs=
VIII/2010

Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 023-044

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11 /ARUU=VIII/2010
menyatakan, ketentuan mengenai rekrutmen anggota pengawas
pemilihan umum yang harus diusulkan oleh Kemisi Pemilthan
Umum Provinsi untuk pengawas pemilihan umum PreVinsi sefta
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten)Kotasuntuk pengawas
pemilihan umum Kabupaten/Kota ‘Gertentangan=dengan Pasal
22E ayat (1) dan ayat (5), sertasPasal 28D ayat, (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastiah hukum yang adil
dan menghindari terganggunya péfiyelenggatraafi Pemilu, maka
pencalonan dan pengangkatan anggota péngawas pemilihan
umum cukup dilakukanyoleh”satu lembaga saja, yaitu Badan
Pengawas Pemilihan " Wmum (Bawaslu) dtau pengawas pemilihan
umum. Putusan {demikian mengandung dua makna hukum.
Pertama, pandangafi bahwa prinsip checks and balances tidak
hanya dihubungkan demgan pé€misahan (separation of power)
cabang kekuasdan legislatify eksekutif, dan yudikatif, melainkan
hubungan amtara “pengawas dan yang diawasi” yang didasari
rasionalitas propérsional’hubungan antarlembaga negara. Kedua,
perkatra=Nomor I/ PUU-VIII/2010 sebenarnya mengandung
upsurvsengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan
Bawasluskarena”tidak hanya terkait dengan interpretasi atas
norma; melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang
tidak diakui oleh KPU. Permasalahan demikian ternyata dapat
diselesaikan dalam forum pengujian undang-undang terhadap
UID=1945.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum,
Pengawas Pemilihan Umum, prinsip checks and balances.
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Eddyono, Luthfi Widagdo
The Appointment on Members of Regional Election Watch Committees
(Panwaslu) by The Central Election Watch Body (Bawaslu):

Analysis on the Constitutional Court Verdict No. 11/PUU-VIII/2010
The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 8 No.2 p.

The Constitutional Court of Indonesia in Decision Number 11
VIII/2010 stated that the provisions regarding the recruitme embers
of the Supervisory Committee for the Election must be n& y the
Provincial/District General Elections Commission is ry to Arti

22E Paragraph (1) and paragraph (5), and Art& Paragra

(1) of the 1945 Constitution. Therefore, to ensufe a faimlegalseertaint

on and tment
ction cted

and avoid disruption of the elections, the no,
ry Body

of members of Supervisory Committee for the
on. \'he decision
% ciple of checks
ation of power at the

branch, but also the

contains two legal meanings. First,
and balances are not only co
legislative branch, executive bra
relationship between “s
proportional rationalit

e General Elections Commission

the two state in

and Bawasl se» not 0% ated to the interpretation of norms,

but also ate, of members of 192 Supervisory Committee Election

that not ra%ed ed by the General Elections Commission.

Th blenthhan %nstitutional Court using judicial review case
1158, the 1945 ution.

a
wor nstitutional Court, the General Elections Commission,
pe@ ommittee for the Election, the principle of checks and
bal 4

er-state s. Second, the case number
coatain elements of the dispute between
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Kata Kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Faisol, Mohammad

Vonis Mahkamah Konstitusi
Mengeksaminasi Keterwakilan Perempuan
Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 045-068

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi‘dalam bentuk
pembatalan sebagian isi Undang-undang Pemilihan Umum yang
mengatur penentuan wakil yang memiliki hal¢'tntuk'menduduki
kursi dewan bukanlah putusan yang merndiskriminasikafi dan
menghalang-halangi hak perempuan untukebergbut k@rsi‘deyan,
akan tetapi justru memberi peluang lebilnterbtika dan egalitarian
pada politisi perempuan. Putusan MahKamah“Konstitusi juga
mengeksaminasi partai politik éntukymemilih dan‘menentukan
wakil dewan yang benar-benarididasarkan,aspek rasionalitas,
profesionalitas, dan aspek istimewan lain yang mendukungnya.

Kata kunci: Putusan“Mahkamah Konstitusi, keterwakilan
perempuan, demokrasi

Faisol, Mohammnd

The Constifiitienal Court Veerdigt:

Examinifag theNRepreseutationdof Women

The Indonesian Jousnal of\Gonstitutional Law Vol. 8 No.2 p.

Theyverdict imposed by the Constitutional Court in the form of
revocatiof ofsorte parts of General Election Rules which arrange the
deteryiination of the representative who has the rights to occupy the
councilfseats is not a verdict which discriminates and hinders women
fights teo’fight for occupying the council seats, but it gives them more
avnilable and egalitarian chances to female politicians. The Contitutional
Court verdict also examines the political party to elect and decide
the council representatives truly based on the aspect of rasionality,
professionality, and any other special aspects supporting them.

Keywords: the conctitutional court, verdict, female representatives,
democracy
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Kata Kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Rachman, Irfan Nur

Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif

terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 069-090

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25-26/REUU-
VIII/2010 telah membatalkan keberlakuan Pasal 184 ayat,(4) yang
mengatur jumlah kuorum kehadiran dan kuofum“persetujuan
dalam pengambilan keputusan di forum' rapat paripusrfia
DPR terkait dengan “usul hak menyataKanspendapat. Dalam
pertimbangan hukumnya, Mahkamah ‘Konstitfusi menégaskan
bahwa ketentuan jumlah kuorum kehadizan,dan jumlah ktiorum
persetujuan sebesar 3/4 diganti defigan\ketentuanpengambilan
keputusan berdasarkan sistem ‘‘mayoritas sederhana”. Hal ini
berdampak pada penguatan sistem*eliecks-andvbalances terutama
fungsi pengawasan oleh legislatif”terhadap eksekutif sehingga
penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif\dapat dihindari

Kata kunci: Kontrel, Kiorum, Pengawasan

Rachman, Irfan Nuwr

The Empowefinent,of LegislativesControl Toward
ExecutivegeRoweis Following the Constitutional Court Verdicts
The Indonesifn Jourwdlof €orstitutional Law Vol. 8 No.2 p.

The, Counstitutional Couwt in its decision Number 23-26/PUU-VIII/2010
hate been cancelled the applicability of article 184, paragraph (4), which
regulates the amount of quorum and approval of quorum in the decision-
making process in the Forum related to the plenary meeting house
“our opiniow the proposal on the right.” In its legal considerations, the
Congtitutional Court confirmed that the provisions of quorum and the
nwdnber of quorum approval of 3 / 4 shall be replaced with provisions in
decision making on the basis of “simple majority”. This has an impact
on the strengthening of the system of checks and balances for the role
of legislative control the Executive branch that the abuse of power by
the Executive branch can prevent.

Keywords: Checks And Balances, Quorum, Legislative Control
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Kata Kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Firdaus, Sunny Ummul

Relevansi Parliamentary Threshold terhadap
Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis
Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 091-112

Pemilihan Umum sebagai sarana mewujudkan cita-¢itaydemokrasi
tidak semata mata menentukan siapa yang akan duduk di‘parlenmien
melainkan harus dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat. Namun,
pada Pemilihan Umum 2009 yang lalu mulai diberlakukan ketéfituan
ambang batas perolehan kursi parlemen, Keténtuan ini tercantum
dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomoml10=Tahun 2008, téntang
Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa’partai pelitik peserta
Pemilihan Umum harus memenuki sekurang-kéirahghya 2,5 persen
suara dari jumlah suara sah secata nasional untukl diikutsertakan
dalam penentuan perolehan&ursi DewanPerwakilan Rakyat (DPR).

Point tersebut mendapat banyak reaksidari masyarakat yang
kurang setuju terhadap ketentuan tetsebutkarena menilai ketentuan
Parliamentary Threshold berpotehsi membatasi hak politik warga
negara. Selain itu, \{penerapangparliamentary threshold di tingkat
bawah mempunyai|potensi, Konflik horizontal karena ketika ada
calon yangéterpilily tetapiNkarena tidak memenuhi parliamentary
thresholdyakhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.
Hal ini dapatvdilihat darisbeberapa permohonan judicial review
terkait ketentuan parliamentary threshold ke Mahkamah Konstitusi.

Maka, Relevansi ‘parliamentary threshold Terhadap Pelaksanaan
Pemilihansmum/ yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari
mekanisme,dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan
parliémentry threshold. Syarat untuk menentapkan ambang batas
tidakygemata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat
sistem Presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia.
Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh
anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika Hal
tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk
memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi
anggota parlemen.

Kata kunci: parliamentary threshold, pemilihan umum, demokratis
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Kata Kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Huda, Miftakhul
Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif:
Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.2 hlm. 113-160

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dandpraktik/MK
dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami
perkembangan pesat. Pelanggaran Pemilukada yang mendominasi,
yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri, Sipil,
penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/anggaran negarasleh calén
incumbent, dan maraknya praktik momey politic.{Peldnggaran
yang bersifat sistematis, terstruktur damamiasif umumnya‘diputus
pemungutan suara ulang dengapsputtisan akhir atau didahului
dengan putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran
pada tahapan Pemilukada lebih“jadh juga, dinilai berdasarkan
prinsip Pemilu free and faiy, Séhingga putusan MK memiliki
delapan model berdasatkan karakteristikyahg sama.

Paradigma menegakKan keadilarysulbstantif yang digunakan saat
aturan prosedural tidak membuka peluang keadilan menempatkan
MK penentu akhitproses dan nilai-nilai demokrasi langsung
yang masihpdiwarnai pembajakan. MK tidak hanya memperluas
keadilan, akan®tetapi juga memperkuat demokrasi yang
berlangsung™bengan ini, pémeriksaan sangat luas, bebas menilai
bobot pelanggarans/dan ‘bebas memberikan sanksi. Paradigma
yang befkembangWini harus diikuti keajegan berdasar ratio
decidendi_putusan sebelumnya dan mengantisipasi beragamnya
pelanggaran derfigan mendesain sanksi yang tepat untuk keadilan
itu sendirig

Katayusici: Pemilukada, Paradigma, Keadilan Substantif,
Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif.
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Abstrak

Vonis Mahkamah, Konstitusi (M&K9=Nomor 4 /PUU-VIII/2010
dapat dibaca sebagai venis yangymenutup peluang bagi PNS
(Pegawai Negeri Sipil) sintuk méncalonkan diri jadi pucuk pimpinan
eksekutif di daerah seperti gubesnur, walikota, bupati, dan lainnya
dalam pemililfan umum kepalaydaerah (Pemilukada), karena salah
satu syardtypenealonantdari PNS ini harus diikuti surat pernyataan
pengundutah diri. Pe€rsyaratan tersebut tidak berarti sebagai bentuk
disksiminasi dan ketidak*adilan terhadap PNS, tetapi sebagai bentuk
perlindungan terhadap’peran strategis PNS. Kalau PNS tetap berada
difjaltr pekesjaannya, seperti sebagai abdi birokrasi atau pelayan
publik, nfaka‘rakyat akan terpenuhi hak-hak publiknya.

Katadkurici: birokrasi, Mahkamah Konstitusi, keadilan

Abstract

The verdict of Constitutional Court (MK) Number 4/PUU-V1I1/2010
can be described as a verdict blocking chances for the civil servant (Pegawai
Negeri Sipil) to represent himselffherself as the head of executive in the
district such as governor, mayor, regent, and any others in the mayor
general election (Pemilukada) because one of the prerequisites to be a
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civil servant must be followed by a resignation letter. This prerequisite
cannot be considered as a form of discrimination and injustice for the civil
servant, yet as a kind of protection through the strategic role of the civil
servant. If the civil servant still keeps going on its track, as a bureaucracy
devotee, then people’s civil rights must have been fulfilled.

Keywords: bureaucracy, Constitutional Court, justice

A. PENDAHULUAN

Mahatma Gandi pernah berpesan, “You may never know=what
results come of your action, but if you do nothing “there willsbe 1o,
atau anda mungkin tidak pernah tahu hasil.d@rijusahatusaha yang
anda lakukan, tetapi jika anda tidak melaktikdfi sesuatt, ahda tidak

”1

mungkin mendapatkan hasil,”! yang ‘sebenarnyat\mengingatkan
setiap orang supaya dalam hidup, ini, bahwal manusia tidak suka
menyerah dalam menjawab, tantangan, ,[dan\sébaliknya berusaha
menunjukkan kemampuan dirfuya untukmelahirkan sejarah, baik
bagi diri maupun masyarakat dan Bangsanya.

Kata kunci yang, disampaikanh\Gandi tersebut terletak pada
“usaha” atau menghasilkan ‘langkah”. Setiap langkah (upaya)
manusia akan ‘mempefigatuhi konstruksi kehidupan diri,
masyarakat, dan bangsanya.fika upaya yang dilakukan manusia
ini difjalug’peradifan),.maka yang terkena pengaruhnya, tentulah
institusi=peradilay, citra penegak hukum dan penegakan hukum
(lawnenforcement), dan kalangan pencari keadilan.

Salahfsatn pilar peradilan yang sedang mengikuti pesan Gandi
tersebfit adalah hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK
inimmenjadi deskripsi dari sosok pelaku sejarah yang berusaha
mentmjukkan kinerjanya ke tengah masyarakat, khususnya kalangan
peneari keadilan. Kinerjanya telah membuat pencari keadilan atau
pihak-pihak yang berperkara mempercayakan perkaranya bisa
diselesaikan, meskipun terkadang implementasi sistem peradilan
di MK berakhir tidak memenangkannya.

! Ali Bustomi, Menuju Kebangkitan Indonesia, (LKP2I, Jakarta, 2009), 3.




Taisir Misoginisme dan Inkonsistensi Birokrat (Implikasi Putusan MK No. 4/PUU-VIII/2010)

Vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan
bagian terpenting dalam implementasi sistem peradilan apapun.
Bahkan kalau putusan pengadilan (hakim) ini dijatuhkan oleh
hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, maka putusan ini sangat
menentukan nasib seseorang atau sekelompok orang /dan
kepentingan-kepentingan lain yang dibelanya, karena pttusan
hakim MK bersifat final dan mengikat.

Baik pemohon maupun termohon yang berperkara di MK
dihadapkan pada situasi yang berhubungan déngan kepastian,
karena begitu perkaranya diperiksa dan diputuseleh hakim MK,
maka perkaranya bisa dikatakan selesaii Veohis MK/ demikian
ini memosisikan pihak yang kalah, dituntutbérbesan, hatisintuk
menerimanya. Bagaimanapun keputusarhMK yang bersifat final dan
mengikat ini, justru menjadikan §isi kepastiah bekerjanya sistem
peradilan di Indonesia, masih ada yahg terjagasks€dibilitasnya.

Sesuai dengan kewenangan MK, salah/satu jenis perkara
yang ditanganinya adalah, sengketawdalam lingkup pemilihan
umum kepala daerah%(Pemilukada). Kekurangpuasan atau
merasa diperlakukanssecara tidak adil, diskriminatif, dicurangi,
dipermainkan, atatndirugikan, mérupakan fenomena yang mudah
ditemukan, saat,atau sesudahiypemilukada dilaksanakan.

B. PEMBAHASAN
1. 'BPNS,dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalafq megara yang demokrasi, hukum diangkat, dan
merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari
rakyat ‘eleh rakyat dan untuk rakyat?. MK merupakan lembaga
strategis yang dibentuk oleh negara, yang sejatinya merupakan
institusi yang merespon keinginan rakyat atau pencari keadilan.
Di tangan MK ini, problem yang berhubungan dengan hak-hak
konstitusional masyarakat ditangani atau mendapatkan jawabannya.
PNS yang menjatuhkan pilihan terjun ke politik praktis, merupakan

2 Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, Disiplin Hukum, (Alumni, Bandung, 1986), 14-24.
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bagian dari rakyat yang membutuhkan kehadiran MK untuk
menyelesaikannya.

Putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh MK dalam sengketa
pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) bukan hanya
berdampak secara yuridis dan politik, tetapi juga secara sésial.
Institusi peradilan seperti MK yang menjadi benteng“utama
kalangan pencari keadilan, yang antara lain karena dikecewakan
dalam pemilukada, ternyata menjadi pilihan utam@ “masyarakat:
Masyarakat yang di dalamnya ada unsur kandidat/ saksi, Konstituen,
dan penyelenggara dalam pemilukada, telah ménjadikan MK (sebagai
institusi peradilan alternatif.

Praksis-praksis hukum yang diterapkansshingga, Kinis/belum
mampu memberi garansi untuk meneapai harkat kemanusiaan
yang berkeyakinan, kebenaran material, dan keadilan substansial.
Menurut Satjipto Rahardjo, Kepedulian tethadap hukum yang
menjanjikan kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan, baru dapat
dicapai jika mau keluar dari tawaran.Undang-undang yang serba
formal/ prosedural’ Kefika hakimh\MK menjatuhkan vonis, bukan
pertimbangan (pembelaan) kepgentingan eksklusif atau hak istimewa
yang bisa ditemukan ‘dalam risalaf"putusannya, melainkan keadilan
substansial dan,aspek lainnyayang bersifat progresif, yang menuntut
pembacaansecara jernihnHal ini dapat terbaca diantaranya dalam
kasus pemohonqdari PNS yang menilai dirinya menjadi korban
ketidaksadilan.

Jika seorang*Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkeinginan menjadi
kepala‘daetah, harus mengundurkan diri terlebih dulu dari PNS
yang dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri secara resmi.
Syarat demikian tertuang dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf
g YU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Syarat
ini dinilai oleh kandidat kepala daerah dari PNS sebagai syarat
yang bukan hanya memberatkan, tetapi mendiskriminasikainnya.
Begitu kandidat dari PNS ini mencalonkan diri dalam pesta suksesi

3 Wijayanto Setiawan, Keadilan dan Hukum Progresif, http:/ / gagasanhukum.wordpress.com/
2010/04/12/ keadilan-dan-hukum-progresif/, diakses tanggal 21 Pebruari 2011
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lokal atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) misalnya,
dirinya secara otomatis kehilangan pekerjaannya sebagai PNS.

Herman, seorang PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi (Dispenda) Lampung, keberatan dengan syarat
tersebut diatas dan mengujikan aspek yuridis ini (Pasal 59 ayat (5)
huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Penida) ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK dalam putugah, perkara
nomor 4/PUU-VIII/ 2010, menyatakan bahwa syarat t€rsebut sudah
tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi,

Pasal 59 ayat (5) huruf g UU a quo tersgbut begbunys

“Partai politik atau gabungan partai politik pada”saat mendaftarkan calon
partai politik, wajib menyerahkan: g) surat permyataan mengustdurkan
diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegatomi=negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.”

Sedangkan yang dinilai pémohon sebagai konflik norma yang
berpotensi merugikan pemighon, diantaranya berlakunya Pasal 59
ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas™Undahg-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintadhan Daerah."Hal ini seperti dialami pemohon,
dimana pada tanggal 12 Febrtiari 2010 saat partai politik pengusung
mendaftatkanr dici=Pemolion sebagai calon Walikotamadya
Bandarlampung4Pemohon kehilangan jabatannya sebagai Kepala
Dinas RendapatanyDaerah Provinsi Lampung, padahal jabatan
Képala Dinas)Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah hak
Pemohdn sébagai pegawai negeri sipil, sehingga pemberlakuan
Pasal 89"ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon.*

Dengan mendasarkan pada pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D
Ayat (1), pemohon memandang ketentuan pasal 59 ayat (5) huruf
g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang
diuji membuatnya tidak dapat menjalankan tugas/wewenang,

* http:/ / www.mahkamahkonstitusi.go.id / putusan/ putusan_sidang_Putusan%20PUU%20
4-VIII-2010.pdf, diakses tanggal 21 Pebruari 2011.
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kewajiban dan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung dan jabatan Pemohon secara apriori
telah dirampas tanpa melalui prosedur kepegawaian hanya
dikarenakan Pemohon mencalonkan diri sebagai Walikotamadya
Bandar Lampung.

Pemohon mengajukan argumentasi dari ahli (Yuswanto) dengan
kalimat, bahwa ”setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan #ang sama di
hadapan hukum”. Pasal tersebut (Pasal 59 ayat (5)dhuruf g) terutama
bertentangan dengan kepastian hukum (principle oflegal secutityydan
perlakuan yang sama di hadapan hukum{(prifigiple offuniformity).
Menurut Van Der Vlies, asas kepastian hukum berKaitan dengan
dua aspek. Pertama, asas yang melarang pemerintah“membiarkan
seseorang berada dalam ketidakpastian mengenaitapa yang boleh
dan tidak boleh dilakukannyal Kedu#, asasvekspeKtasi yang wajar
harus dihormati. Aspek yangtkedua ini\mewajibkan pemerintah
untuk menjalankan asas/menanggapi, pengharapan yang wajar
(principle of meeting,raised, expectation).?

Pemohon kemudiani"mencontohkan jabatan presiden, wapres,
gubernur, bupati, ‘dan waliketa, Vang tidak perlu mengundurkan
diri ketika mereka' mencalonkan diri kembali. Karena itu, Pemohon
merasa ketentuan pefhyataah mengundurkan diri dari jabatan negeri
telah membuat perlékuan tidak sama terhadap Pemohon sebagai
pejabatystruktural dan menghambat hak konstitusional Pemohon
Sebagai warga négara Indonesia.

Madjeli§, Hakim sendiri dalam pertimbangan hukumnya
menyatakafi jabatan pegawai negeri sipil dan jabatan presiden,
Wwapres, gubernur, bupati, dan walikota adalah dua jabatan yang
berbeda. Hamdan Zoelva berpendapat, bahwa pemohon telah keliru
menyamakan jabatan PNS dengan jabatan presiden, wapres, gubernur,
bupati, dan walikota. Kedudukan dan peranan PNS amat penting
dalam negara. Jabatan PNS disahkan melalui proses pengangkatan

° ibid
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yang telah melalui ujian tertentu, sementara jabatan presiden,
wapres, gubernur, bupati, dan walikota adalah jabatan politis.

Dalam kasus tersebut pemohon rupanya bereksperimen
untuk menafsirkan pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai produk yuridis yang
mendiskriminasikan atau merampas hak fundamentalnya“dalam.
berpolitik yang dilindungi konstitusi.

Upaya yang dilakukan oleh pemohon itu wajaf saja, karena,
pertama, pemohon atau siapapun yang mengajukan\permohonan
perkaranya ke MK dalam bentuk uji materi Undangsundang (judicial
review), tidak sedikit yang berhasil atau dikabulkan olehdVKe Sudah
banyak produk yuridis dari legislatif yang difiji dan, dibatalkan
oleh MK baik sebagian atau seluruhaya,akibat produk=yuridis ini
dinilai berlawanan (bertentangan) dengan kofistitusi.

Judicial review akibat ketidaksetasian antarawproduk legislatif
(UU) dengan konstitusi itu dapat terbaca dalam data 2003-2009
tentang perkembangan perkara yangsdiajikan atau diregistrasikan
ke MK. Selama periode (2003-2009), misalnya, perkara yang
diregistrasikan ke MKs/mencapai 404 perkara. Keseluruhan perkara
yang diregistrasi|berdasaskan jéfifs perkara adalah: 247 perkara
pengujian UUNIT"perkara sehgketa kewenangan lembaga negara,
45 perkara Perselisiian Hasil Pemilu 2004, 30 perkara sengketa
Pemilukada, dan 71 perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2009.
Sehingga perkara yang paling banyak diregistrasi berdasarkan jenis
perkara adalah pehgujian UU (247 perkara).®

Kedua, dalam penilaian masyarakat atau pencari keadilan, MK
digolongkant sebagai lembaga istimewa yang mempunyai peran
fundamental. Artinya kehadiran MK mempunyai fungsi sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Dengan
konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir final konstitusi
(the final interpreter of the constitution). Konstitusi sebagai hukum
tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip

¢ Fatya Zahra, Demokrasi di Tangan MK, (K3-Peradaban, Malang, 2010), 11.
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demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi
hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya
MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of
the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (t/e
protector of the citizenis constitutional rights) dan pelindung HAM
(the protector of human rights).”

2. Membaca Tafsir Egalitarianisme Dan Misoginisnie

Right of political bagi setiap warga negarayyang digariskan
konstitusi dalam penafsiran pemohon dinilaipya Sebagai_hak
sama rata atau ketika hak ini berlaku pada yang'lainfiya, maka
dirinya berhak pula mendapatkannya. Orang Jain yang{meficoba
merebut pucuk pimpinan eksekutif, (fmisal bdpatifwalikota/
gubernur)kursi dinilainya telah dilindungi dan” diperlakukan lebih
istimewa dibandingkan dengan“dirinya, sedangkan dirinya di
mata hukum mendapatkan pertakuan layaknya warga kelas dua
(underprifillege).

Dalam ranah tersebut, pemohén pun layak dibaca sebagai sosok
warga negara yang,nierasa dirinya telah mendapatkan perlakuan
yang tidak adil,yang ketidak=adilan ini, dalam pandangannya
telah dirampaS=oleh pembuat peraturan perundang-undangan.
Ketidak-adilan,ini dalam pandangannya, identik dengan nihilitas
atay Kehilangan, prinsip egalitarianisme seperti yang diatur oleh
komstitusi (Undang-uridang Dasar 1945).

Lebihsfauhnlagi, penafsiran yang diajukan oleh pemohon
bisa dibacafsebagai bentuk tafsir misoginisme, suatu penafsiran
berdasarkan kebencian, artinya dirinya (pemohon) telah merasa
diperlakdkan oleh negara (melalui produk legislatif atau Undang-
ufdang Pemerintahan Daerah) sebagai obyek yang pantas
disingkirkan atau dibenci, yang tidak layak ikut dan diberi
kesempatan seperti halnya individu atau sejumlah orang lainnya
untuk mewujudkan hak berpolitiknya.

7 http:/ /www.mahkamahkonstitusi.go.id, Mengawal Demokrasi, Menegakkan Keadilan Substantif,
diakses tanggal 10 Maret 2011.
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Dalam ranabh filsafat hukum dikenal suatu pepatah “summun ius
suma iuria”. Pepatah ini dikemukakan oleh Cicero, yang bermakna
“siapa yang paling mendukung hukum adalah yang tidak adil”
(the extreme law is the greatest injustice).

Pendapat Cicero itu, ditafsikan secara kontekstual Hlekh
beberapa pakar, diantaranya ada mengembangkannya dengan
prinsip adil tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang
merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seséorang belum
tentu dirasakan demikian oleh orang lain. Apa ydnghadil menurt
hukum, tidak jarang dinilai dan dirasakan sebagai ketidak:adilan
dan penderitaan. Adil di mata aparat (penegak wttkum), belum tefitu
adil seperti dirasakan rakyat. Contoh rasienalyketikaymasyérakat
sering dikorbankan, atau dialinasikan dari Keadilan, fitaka aparat,
birokrat, atau penguasalah yang dianggap sebagaijsumber utama
kesalahannya.®

Aristoles berpendapat bahwa keadilantakan terlaksana bilamana
hal-hal yang sama diperlakukan seeara‘sama dan hal-hal yang
tidak sama secara tidak'sama (justiee iS\done when equals are treated
equally). Pemahamanyini Setidaknya dapat dijadikan sebagai pijakan
bagi pemohon yang gagal ‘mefiperjuangkan aspirasinya atau
“dikalahkan” “eleh MK dalam putusan perkara nomor 4/PUU-
VIII/2010,'bahwa keadilan dalam pemahamannya (akibat putusan
MK\ dapat'mengaed pada keadilan yang diajarkan Aristoteles.
Bukan “hanyatsoal ‘posisinya sebagai PNS yang berbeda dengan
“subyek politik”(yang dijadikan apologi), tetapi perannya sebagai
birokrat (PNS) merupakan keadilan tersendiri yang diberikan oleh
negaras

Sebenarnya “adil” atau keadilan sulit dilukiskan dengan
kataskata, tetapi lebih dekat untuk “dirasakan”. Orang lebih
mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang
mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa
sangat abstrak dan relatif, sedangkan tujuan “adil” atau “keadilan”

8 B. Satriya, Keadilan dalam Filsafat Sosial, (Visipress, Surabaya, 2009), 31.
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itupun beraneka ragam. Keadilan akan terasa manakala sistem yang
relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan
baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan
dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa
keadilan masyarakat dapat pula ditemukan dalam pelaksahaan
penegakan hukum melalui putusan hakim.’

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau
perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak#bexat sebelah;
tidak memihak dan berpihak kepada yang benar/Keadilan menurut
kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu; pertata
tidak merugikan seseorang dan kedua, perlaketan kepada tiap=tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua’ini dapatidipenuhi
barulah itu dikatakan adil.”®

“Berikan saya hakim yang adil maka penegakan hukum akan berjalan
walaupun dengan hukum yang lemah”. (Mot#o pengadilan Inggris) Kalimat
itu menyiratkan bahwa betapa pentingnyagakter manusia dalam menegakkan
keadilan. Bagi bangsa Indenesia, aspek_keadila dan norma kemanusiaan
yang adil dan beradabyneripakansbagian dari fondasi bangsa. Keadilan
merupakan hal yaugeluhtiy dan suci yang dapat memberi ketentraman dan
kedamaian dalaan kehidupan, manusia."

Putusan“perkara nomer 4/PUU-VIII/2010 yang dijatuhkan
oleh MKJ\merupakan jenis jputusan yang bersifat progresif, yang
mendukung eksistenstPasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang
Pémetintahan Daegah(UU Pemda), sehingga dengan putusan MK
ini, siapapum, yang berkedudukan PNS, tidak perlu terseret atau
harus memdksakan diri terjun ke dunia politik praktis dengan
caradmericalonkan diri dalam bursa pemilukada. Putusan MK ini
sécapa tidak langsung mengingatkan setiap PNS supaya kinerjanya
préfesional atau tidak rentan terseret dalam friksi kelompok dan
kepentingan bersifat partisan.

¢ Wijayanto Setiawan, Op.Cit.

10 Ibid.

1 http:/ / esqmagazine.com/2009/06/16 /174 / menegakkan-hukum-dan-keadilan.html, diakses
tanggal 27 Pebruari 2011.
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Sayangnya, seseorang yang berstatus PNS yang berambisi
menduduki kekuasaan atau berebut kursi terkadang kurang
mencerdaskan nurani dan nalar atau tidak bersikap adil terhadap
dirinya sendiri. Penafsiran yang dijadikan opsinya, lebih cenderung
mengedepankan pola penafsiran yang memihak kepentingan
berdasarkan “keakuanya”, atau aspek eksklusif yang mengunttimgkan,
dan membenarkan diri dan kelompoknya, dan bukan pertimbangan
yang bersumber dari berbagai aspek strategis.

Dalam tafsir misoginisme tersebut, sesedgrahg yang_jadi
penafsirnya umumnya terperangkap pada pafadek emosi,(antdta
hasrat menggebu untuk mewujudkan misi éksklusifnya/Sementera
jalan untuk mewujudkanya ini sebenarnya sudah jélas4elas dan
tegas-tegas melarang atau meregulasikanya. Dirinya“sébenarnya
sudah diberikan hak istimewa @leh megarafataujreégulasi yang
berhubungan dengan tugas, Kewenahganmatauperan strategis,
namun dirinya masih tetap merasa “dikurangi” dan ”dicurangi” oleh
negara. Ketika dirinya berambisi mendapatkan aspek lainnya yang
lebih besar atau dalam pandangannya Ieébih istimewa, negara melalui
institusi peradilan \diasumsiKannya *(diinterpretasikan) sebagai
institusi yang_tidak,berpihak\pada dirinya atau merugikannya.

Disebutkamoleh Abdul Halim,'> bahwa dalam tafsir misoginisme
politik; seseorang seringkali terjebak dalam “kedaulatan nalar
subyektif”, yang mendbuatnya lupa menakar atau menimang dirinya
dengamykepentingah yang lebih makro dan sakral. Dirinya lebih
séring mepdsa kalad dirinya sedang diperlakukan tidak adil atau ada
haknya’yang dirampas oleh negara, padahal oleh negara, dirinya
telah “diperfakukan sebagai subyek yang sejatinya menentukan
Keberlanjutan hidup masyarakat dan bangsa.

Tafsir (interpretasi) yuridis yang diajukan pemohon seperti itu
tidak dikomparasikan dengan interpretasi publik pada dirinya sebagai
PNS. Pemohon tidak mencoba menempatkan (menginterpretasikan)
dirinya dalam ranah publik, seperti kedudukannya sebagai PNS,

2. Abdul Halim, Misoginisme Bernegara (Menggugat Tafsir Politik), makalah disampaikan
dalam diskusi di Yayasan Permata Hati tanggal 11 Desember 2010, (Malang, 2010), 4.
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yang oleh masyarakat telah diperlakukan sebagai representasi dari
kekuatan negara dalam mengimplementasikan sektor strategis yang
berhubungan dengan kepentingan-kepentingan besar masyarakat.

Sektor stragegis itu diantaranya birokrasi pemerintahan ataw
pemediasi kepentingan publik. Dalam sektor ini, dirinya gelah
terpilih diantara jutaan penduduk Indonesia sebagai pilar-pilag yang
menentukan pengayoman dan penegakan hak-hak publik, seperti
hak atas hidup sejahtera, hak bebas dari kebodohan/hak kesehatan
dan keselamatan, serta hak-hak lainnya yang beshubungan dengan
kompetensinya. Dirinya telah diberi tugas, kewwenangan atat péfan
yang berhubungan dengan kepentingan maks®) sehinggasdengan
identitas dan amanat demikian, idealnya birokrat ini Tebih, tetfokus
menunjukkan kinerjanya.

3. Birokrat yang bukan "Kutu Loncat”

Putusan perkara nomer=4+PUUEVIIIY2010 yang sudah
dijatuhkan oleh MK dapdtdibaca pula sebagai wujud implementasi
kehidupan bernegara ‘yang demokratis. Prinsip pemerintahan atau
pengelolaan kekuasdam,yang berbasis kerakyatan telah dijaga jati
dirinya oleh MK\dengan caxa tidak memberikan tempat bagi PNS
untuk menjadi*kKutt loncat¥ dijalur politik praktis, kecuali PNS ini
berani menjaguhkan opsidalam bentuk meninggalkan keistimewaan
yang sudah diberikameleh negara.

Status pegawaiyang sudah dipilihnya melalui kompetisi
yahgiketatsyang mengalahkan jutaan calon (CPNS) lainnya, jelas
merupakansstatus atau identitas yang mahal harganya. Posisi
peméhofi yang sedang menjadi elit birokrat menempatkannya
nfenjadifistimewa diantara birokrat lainnya, karena selain
pefan-perannya berhubungan dengan kebijakan strategis yang
diproduknya, juga jaminan hak asasi dalam bentuk penggajian
dan berbagai tunjangan telah diberikan oleh negara padanya.
Jaminan hak-hak yang demikian banyak diberikan negara ini untuk
mengingatkannya atau setidaknya menimang dengan kearifan,
bahwa dirinya secara moral dan yuridis harus menjadi pilar
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demokrasi di tengah rezim pemerintahan lokal atau menunjukkan
kewajibannya sebagai birokrat yang orientasi kinerjanya ditujukan
demi melayani masyarakat, dan bukan melayani ambisi pribadi,
keluarga, dan kroni melalui jalan “kutu loncat” .

Di negeri ini, masyarakat sudah demikian sering direpotkan
oleh problem penyakit birokrasi. Penyakit seperti indisipliner,
etos kerja lemah, melakukukan malverkasi, dan korupsi birokrasi,
dikategorikan oleh publik masih sebagai penyaldt laten yang
mencengkeram atau menghegemoni birokrasi. Birekratdiidentikkan
oleh masyarakat bukan sebagai pelayan masyarakat, (publik), tetapi
sering menunjukkan diri sebagai majikan.

Kalau saja saat jadi PNS (birokrat), kinesjhanya“benarbenar
diabdikan atau difokuskan demi kepentingan publik, niaka birokrat
demikian patut disejajarkan sebagai birokrat yamg® negarawan
atau birokrat yang bermentalkan demokratis.“\Katena tugas dan
kewenangannya ditujukan untuk menciptakan atmosfir kinerja
yang berorientasi pembebasan ketidakberdayaan masyarakat (social
empowerless), pembedahan problemyyahg menghimpit masyarakat,
atau berupaya mewwujtidkan hak-hak publik.

Salah satu guru filsafat yang banyak dijadikan acuan kaum
filosof di dunia,adalah,Plato\Pikiran-pikiran filosof ini digunakan
sebagai sumber”pijakan bagiimanusia yang menginginkan kebaikan
dantkebajikan dalami hidupnya. Plato mengajarkan banyak hal,
diantaranya seal kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Dari Plato/inijpuld, seseorang dididik menjadi negarawan, seperti
negarawan yang penguasa dan penguasa yang negarawan. Kalau
seseorang il birokrat (PNS), maka dirinya dididik oleh Plato untuk
menjadi birokrat yang teguh pendirian, punya etos kerja tinggi,
atamselalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan
pribadi, keluarga, dan koleganya.

Seseorang memang bisa menjadi penguasa atau merebut
kekuasaan, tetapi ia belum tentu mampu merebut identitas sebagai
negarawan atau subyek politik dan kekuasaan yang demokratis.
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Seseorang yang berkuasa asal bisa berkuasa atau menguasai, maka
ia belum layak mendapatkan gelar sebagai negarawan."

Negarawan memang tidak harus menjadi penguasa, tetapi
penguasa harus menjadi negarawan. Roda kehidupan bermasyarakat
dan bernegara akan berjalan normal dan mencapai apa §ang
diobsesikan, jika masyarakat dan negara ini mempunyai pehguasa
yang negarawan. Penguasa yang negarawan adalah eermin Jdari
sosok yang pikiran dan perbuatannya difokuskan defmi‘pengabdian
terhadap kehidupan masyarakat dan negara/ Jika terpanggil
menunaikan tugas negara, maka tugas negara’ yanhg ditunaikar ini
sebagai cerminan dari bahasa kepentingan masyarakat’™

Dalam soal kepemimpinan pun, Plato,sesihgkalimemberikan
pesan khusus baik kepada muridsmuridnya mauptm manusia
secara umum, bahwa seseorang yang sefdang)ntendapatkan
kepercayaan atau diberi tanggungjawab=memimpin itu berarti
sedang menanggung tugas besar, berat,dan mulia dalam hidupnya.
Beratnya tugas yang dihadapi seseerangyterletak pada kewajiban
yang harus dilaksanakan, sebaik-baiknya, sementara kemuliaannya
terletak pada kemaslahatan yang bisa’dipenuhi dan dirasakan oleh
pihak lain atau magyarakat yang tergantung dari kewajiban yang
dilaksanakannya.

Dalam buku wiisterpieée-nya yang berjudul Republic”, Plato
menfyampatkan pesdnnya, bahwa “penguasa itu dimanatkan oleh
Tuban pertanta-tama dan terutama agar mereka menjadi penjaga yang
Baik (good’quardintis) sebaik seperti terhadap anak mereka sendiri.”*®

Pegan Plato itu sangatlah sarat muatan moral-edukatif atau
mengafndung dimensi etika dan pendidikan. Pesan sang filosof
ditujukan pada para pemimpin yang sedang menduduki posisi
jabatan strategis, yang dikenal dengan elitisme kekuasaan supaya
saat jadi pemimpin atau pejabat, mereka ini ingat dan giat
menegakkan amanat yang dipercayakan kepadanya. Amanat yang

13- M Bashori Muchsin, Dari Plato untuk SBY, Jawa Pos 28 Januari 2011, 4.
4 Op.Cit, 4.
15 Imam Kabul, Dari Langit Menjadi Negarawan, (Nirmana Media, Jakarta, 2007), 4
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dipercayakan harus dijaga dengan segenap jiwa raganya atau
pertaruhan apa saja. Dari jabatan yang dibelanya ini, ada raga dan
nyawa kehidupan umat atau kepentingan publik yang memang
wajib dilindungi atau diselamatkan.

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupgkan
substansi rohani umum dan masyarakat yang membuat clan
menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yanggadil setiap
orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasatnya paling
cocok baginya (the man behind the gun). PendapatPlato ini disebut
keadilan moral. Sedangkan, Sunoto menyebutnya,keadilan, legal.
Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi
tempat yang selaras kepada bagian-bagiantyang’membentul¢’suatu
masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bildfmana setiap
anggota masyarakat melakukan (fungsinya secarajbaik menurut
kemampuannya. Fungsi penguasa ialdh membagi<bagikan fungsi-
fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan
keserasian itu. Setiap orang, tidak mencampuri tugas dan urusan
yang tidak cocokbaginya. Ketidakadilan terjadi apabila ada
campur tangangterhadap pihak lain"yang melaksanakan tugas-
tugas yang selarastsebab hal\iti“dkan menciptakan pertentangan
dan ketidakserasian.!”

Birokrat” (PNS)y™pum, demikian, yakni peran, fungsi, dan
kewenangan yang ‘diberikan padanya akan berpengaruh besar
terhadap terwwjud tidaknya keadilan di masyarakat. Kalau sampai
birokratnya ikut™terjun dalam politik praktis atau sibuk terlibat
dalamykompetisi memperebutkan kursi, maka niscaya tugas,
kewenafigasn, atau peran strategisnya bisa terhambat. Dalam ranah
ifilah. putusan perkara nomor 4/PUU-VIII/2010 yang sudah
dijatuhkan oleh MK dapat dibaca sebagai keputusan yang tidak
semata berimplikasi politik, tetapi juga sebagai wujud pengayoman
secara yuridis terhadap sakralitas dan fundamentalitas amanat
birokrat dalam korelasinya dengan hak-hak publik.

16 Ibid.
17 http:/ / gitaanggeliya.blogspot.com/2010/ 11/ pengertian-keadilan.html
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Kepentingan publik merupakan kepentingan yang dibahasakan
dari realitas kehidupan masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi
masyarakat tidak boleh dikalahkan, apalagi dikorbankan oleh
kepentingan bersifat pribadi, keluarga, dan golongan. Upaya
memprioritaskan kepentingan masyarakat ini sangat ditenttikan
oleh pejabat berwenang. Persoalannya, apakah pejabat ini“paham
dan menyadari kalau di pundaknya ada kepentinganmasyarakat
yang harus diperjuangkannya.

Kedudukannya merupakan jembatan yanggmenentukan,baik
buruknya kehidupan umat (rakyat). Ketika Kondisi umat (sedang
tidak baik, ada kemaslahatan rakyat yang belum terpénuhi,«atau
ada kebutuhan dasar masyarakat yang serba’kurang, “maka hal
ini menjadi indikasi, bahwa jiwa kepemimpinan betbasis amanat
belum ditegakkan.’® Amanat yang belum befhasilj ditegakkan ini
identik dengan menggugat penyeélehggara, kekifasaan. Birokrat
yang berkedudukan sebagai mesin-mesinkekuiasaan, tidak pantas
disetigma sebagai birokrat, yang demokratis, bilamana berbagai
bentuk kondisi buruk*yang menjangkiti dirinya dan menimpa
rakyat tidak berusagha”makimal diubah, disembuhkan, dan
didekonstruksinyat

Pandangan, riegatif publik terhadap penyakit birokrasi selain
sudahy berlangsungrlama, juiga tidak hanya terjadi di Indonesia.
Di megara ‘majuy sefhacgam Amerika Serikat pun sinisme publik
terhadap birekrasijjuga terjadi. Hal ini setidaknya dapat terbaca
dalam pernyataan’ Blau dan Meyer”,

“Thatestupid bureaucrat!” “That dumb bureaucracy!” Who has not felt
this.way at one time or another? When we are sent from one office to the
next without getting the information we want; when forms are returned
to use because of some inconsequential omission; when rules are of such
complexity that two people understand them alike — these are the times
when we think of bureaucracy.

18 Ibid, hlm. 5
1 Peter M Blau dan Marshall W. Meyer. 1987. Bureaucracy in Modern Society. (New York:
Random House).
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Sampai saat ini, misalnya di Indonesia, masyarakat umumnya
masih memandang birokrasi sebagai organisasi pelayanan publik
yang sarat masalah. Faisal Tamin sewaktu jadi Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) pernah menilai
bahwa sebagian besar aparatus birokrasi (sekitar 53%) tidak
produktif dan sulit didorong untuk mampu menjalankan\tugas
secara profesional.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan
dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Madaspada tahun, 2002
di tiga provinsi yakni Yogyakarta, Sumatera_Barat, dan Sulawesi
Selatan tentang pelaku birokrat menunjukkam, bah#a kinefja
birokrasi masih sangat buruk. Dikatakan, birokfasi bélum, sfampu
menyelenggarakan pelayanan publik, yang efisien, sadil=responsif,
dan akuntabel. Dari seluruh indikator yang digunakart sebagai alat
ukur, ditemukan kenyataan betapa‘kifierjasbirokraéi masih sangat
jauh dari yang diharapkan. Menarik dikemukakan, bahwa salah
satu penyebab buruk, danhrendahnya.Kimerja birokrasi, menurut
penelitian PSKK tersebtit, adalah™“tidak adanya etika pelayanan
yang kuat dan bisa\digtinakaf oleh para pejabat birokrasi untuk
menyelenggarakamypelayanamptblik yang baik.*

Sebagai contoh, praktik®KKN atau berbagai penyelewengan
tidak hanyastetjadisdalam drganisasi pemerintahan di negeri ini.
Di negara maju dam@denmokratis di mana supremasi hukum begitu
kokoh ‘sepertisAmetika Serikat, praktik serupa juga terjadi. Studi
Steinberg /dan) Atstern®’, misalnya, menceritakan sederet panjang
penyeléwengan yang terjadi di tubuh pemerintahan Amerika yang
dilakukén kalangan pegawai negeri (aparatus birokrasi) di semua
tingkatan. Meskipun kondisinya tidaklah separah Indonesia, tetapi
perspalannya perbuatan buruk dan tercela itu sesungguhnya terjadi
di mana-mana. Itulah sebabnya, Thompson* berani menyebutkan

2 Abdul Aziz, Etika Birokrasi, Jurnal Buana, Universitas Islam Malang, 2004, 34.

21 S.S. Steinberg, dan Austern David T. 1990. Government, Ethics, and Managers: A Guide to
Solving Dilemmas in the Public Sector. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group.

2 Dennis F Thompson. 2000. Etika Politik Pejabat Negara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
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bahwa di ranah pemerintahan penuh dengan orang-orang yang
bertangan kotor. Akibat sosok demikian, banyak program negara
yang berpihak pada rakyat gagal teralisasikan.

Perlu dipahami, bahwa dalam kerangka teoritik, demokrasi
diartikan rule by people atau penyelenggaraan kekuasaan (birokrasi)
yang berelasi dengan problem kerakyatan. Pemerintahah, yang
dikehendaki oleh rakyat atau berbasis kepentingan rakyat melalui
mekanisme kebebasan berpendapat secara individdalykelompok;
dan partai. Setelah Perang Dunia II, kita melihat\gejala bahwa
secara formil, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara
di dunia. Menurut suatu penelitian (pernjulasm) yang’ dilakukan
oleh UNESCO dalam tahun 1948, maka mungkin uhtuk, pértama
kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai*mama yang
paling baik dan wajar untuk semua sistem ofganisasi politik dan
sosial yang diperjuangkan oleh“pendukung-pendukung yang
berpengaruh” (probably for the first time, in jhistory democracy is
claimed as the proper idealddescription=0f Wl Systems of political and
social organizations advocated by influential proponents).?

Hal itu menunjukkat adanya realitas historis, bahwa demokrasi
itu menjadi_kebutuhan utama bagi warga-bangsa di dunia yang
mengidealkartbangunan kenegaraan dan kerakyatannya lebih baik.
Masing-masing negata di\ddnia punya kecenderungan menjadikan
demokrasi ‘sebagai€ilihan yang tidak bisa dihindari. Demokrasi
merupakan bahasa Tain dari kedaulatan substantif rakyat.*
Kedaulatah yang=menempatkan rakyat pada ranah fundamentalnya
ini, salah satunya diwujudkan melalui peran birokratnya. Hubungan
birokrat (PNS) dengan layanan publik merupakan wujud konstruksi
demokratisasi. Kalau sampai birokratnya terlena atau terseret dalam
opsi, “kutu loncat” di jalur politik praktis, maka layanan publik atau
manajemen pemerintahan berbasis rakyat akan gagal terealisasikan.

% Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983), 79.
2 Ibid, 81.
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Oleh karena itu, vonis Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/
PUU-VIII/ 2010 bukan sekedar memberi jaminan kepastian hukum
bagi pemohon dan masyarakat dalam hubungannya dengan soal
hak berpolitik dalam pemilukada, tetapi juga mengandung dimensi
edukatif pada birokrat (PNS) supaya: 1) tidak terperangkap satau
terseret arus membenarkan budaya “kutu loncat”, 2) jadi bigokrat
yang berusaha keras menyebuhkan penyakit internalpya, dan 3)
jadi birokrat yang kapabel dan profesional dalam +menunjukkan
kinerjanya secara progresif.

C. KESIMPULAN

Vonis Mahkamah Konstitusi (MK)=Nomor 4/PUU-VHI/2010
dapat dibaca sebagai vonis yang menutup gpeluang bagi PNS
(pegawai negeri sipil) untuk mencalonkan diri jadi pticuk pimpinan
eksekutif di daerah seperti gliberaur, walikotajbupati, dan lainnya
dalam pemilihan umum kepala daerah (pemiltikada), karena salah
satu syarat pencalonarivdati BNS ini harts*diikuti surat pernyataan
pengunduran diri. Hakini'sebagaimana disebutkan dalam pasal 59
ayat (5) huruf giUU{12/2008 [tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda), bahWawLartai politik atqu gabungan partai politik pada saat
mendaftarkaimealon partaiygolitik, wajib menyerahkan: g) surat pernyataan
mengundurkan diri€dariNjabatan negeri bagi calon yang berasal dari
pegawal negeri sipth, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota
Kepolisian Negarg Republik Indonesia.”

Syaratytefsebut tidak berarti sebagai bentuk diskriminasi dan
ketidak-adilan terhadap PNS, tetapi sebagai bentuk perlindungan
terhadapperan strategis PNS. Kalau PNS tetap berada di jalur
pekerjaannya, seperti sebagai abdi birokrasi atau pelayan publik,
maka rakyat akan terpenuhi hak-hak publiknya.

Vonis MK juga dapat dibaca sebagai pesan moral-yuridis,
bahwa PNS yang berkapasitas sebagai birokrat, sepatutnya lebih
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menyibukkan (konsentrasi) diri untuk melakukan pembenahan
(penyembuhan) penyakit internalnya daripada mempertaruhkan
pekerjaan atau jabatan di jalur PNS-nya demi memburu kedudukan

di jalur politik. Masyarakat atau negara ini, membutuhkan kine
birokrat (PNS) yang dari waktu ke waktu semakin bersih, kre%l\

I
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Abstrak

Mahkamah=Konstitusiydalam Putusan Nomor 11/PUU-
VIII/ 2010, enyatakanyketentuan mengenai rekrutmen anggota
pengawas pemilihdn jumuin yang harus diusulkan oleh Komisi
Pentilihan.Umum Proyinsi untuk pengawas pemilihan umum
Proyinsi, sertayKomisi' Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk
péngawagpemilihan umum Kabupaten/Kota bertentangan
denganyPasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1)
UUD¢1945. @leh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum
yamg adil/dan menghindari terganggunya penyelenggaraan
Pemilu, maka pencalonan dan pengangkatan anggota pengawas
pemilihan umum cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau pengawas
pemilihan umum. Putusan demikian mengandung dua makna
hukum. Pertama, pandangan bahwa prinsip checks and balances
tidak hanya dihubungkan dengan pemisahan (separation of power)
cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan
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hubungan antara “pengawas dan yang diawasi” yang didasari
rasionalitas proporsional hubungan antarlembaga negara. Kedua,
perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebenarnya mengandung unsur
sengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan Bawaslu karena
tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma, melainkan atas
nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPUks
Permasalahan demikian ternyata dapat diselesaikan dalaniyforum
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum),
Pengawas Pemilihan Umum, Prinsip checks anddalances.

Abstract

The Constitutional Court of Indonesianin DeeisionWNmwmber 11/PUU-
VII1/2010 stated that the provisions régardingthe re€rivitinent of members
of the Supervisory Committee forgthe\Election must be nominated by the
Provincial/District General Elections Commision, is°€ontrary to Article
22E Paragraph (1) and paragraph, (5), and Article 28D Paragraphs (1)
of the 1945 Constitution. Therefore, topeusitre @ fair legal certainty and
avoid disruption of the elections, the memination and appointment of
members of SuperviserippCommittee forthe Election is conducted by one
institution, namély,the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) or
Supervisory @emmattee for the Election. The decision contains two legal
meaningsgkEirsty the view thatNhe principle of checks and balances are
not only cenmeeted with Sepafation of power at the legislative branch,
executive branch, and gtidiciary branch, but also the relationship between
“supervisors and thestipérvised” that based on the proportional rationality
ingersstate relations. Second, the case number 11/PUU-VIII /2010 actually
coutain eléments of the dispute between the two state institutions, namely
the Gerteral“Elections Commission and Bawaslu because not only related
to theynterpretation of norms, but also the fate of members of 192
Stipervisefy Committee Election that not recognized and approved by the
Gefieral” Elections Commission. The problem handled by Constitutional
Court using judicial review case against the 1945 Constitution.

Keywords: Constitutional Court, the General Elections Commission,
Supervisory Committee for the Election, the principle of checks and
balances.
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Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawasiu: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010

A. PENDAHULUAN

Pada mulanya Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal

95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (UU 22/2007) berbunyi:

“Pasal 93 %
Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Pr @ad&t
Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ditétapkan™denga
keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai gotay Panwaslu
Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan &
Pasal 94
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki
Rakyat Daerah, Pemilu Presidén dai j
Kepala Daerah dan Wakil Kepa @ ah Prot
Kabupaten/Kota kepada aslu”Provinsi“sebamyak 6 (enam) orang
ipili anyak @ orang sebagai anggota
Panwaslu Kabupaten i i kelayakan dan kepatutan
dan ditetapkan utu .
(2) Calon angg asly Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala
j Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh

Kota
ipili sel&k 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu
[Katay, setelal’ melalui uji kelayakan dan kepatutan dan
u

K
se,

Calo ta Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU Kabuputen/Kota
kepadasPanwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya
i anyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan

Akan tetapi, pada tanggal 12 Maret 2010 dalam putusan Nomor

11/PUU-VIII/ 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan
bahwa kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada
Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal
93; kata, “Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota
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kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya
....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa,
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota
sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 U
22/2007 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. \

Dengan demikian, pasal-pasal UU 22/2007 tersebl@]a i

berbunyi:
“Pasal 93 & ?\
Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan kepz@mslu M
1 te

3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provi ilih setela alyi
uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 94
(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota wutuk Peti nggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Peft an Daera Detwan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemilu Presiden danw'WakilPresidensserta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepa h P @ ipilih sebanyak 3 (tiga)
K atert/Kota setelah melalui uji
kelayakan dan ki dan di engan keputusan Bawaslu.
(2) Anggota Pa u Kabupaten/ tuk Pemilu Kepala Daerah dan

orang sebagai anggota Pantaslu

i
Wakil Kepala\Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang
seba@ anwas aten/Kota setelah melalui uji kelayakan

dengan keputusan Bawaslu.

amatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
camatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu

idelina Sitorus, S.E., Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP,
Si., dan Wirdyaningsih, SH, M.H. sebagai Ketua dan Anggota
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2008-2013 yang
mempermasalahkan adanya ketentuan Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 95 UU 22/2007 bahwa calon anggota pengawas
pemilihan umum diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan ditetapkan oleh Bawaslu.
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Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menganalisis putusan
MK tersebut dalam kaitannya dengan isu hukum proporsionalitas
hubungan yang saling mengimbangi antara KPU dan Bawaslu.

B. PEMBAHASAN

Secara prinsip, tentu saja ada perbedaan mencolok antara
kedudukan KPU dan pengawas Pemilu (Panwaslu/Bawaslu) pasca
diberlakukannya UU 22/2007 dan pasca keberlakuan, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemiliham\Umum=dan
aturan selanjutnya. Perubahan demikian didasarkampada reformasi
konstitusi pada 1999-2002 yang mencetuskah norma sterbaru
mengenai penyelenggaraan pemilihan_umum® (Pemilu),\“Komisi
pemilihan umum”, dan institusi MK, yang berwenang mengadili
dan memeriksa hasil pemilihan umum yang (kemudian diperluas
maknanya termasuk pemilihan umum kepaladaerah oleh undang-
undang’, serta politik hukum pembuatkebijakan (policy maker).

Soedarsono, mantan hakim konstitusindalam buku Mahkamah
Konstitusi Sebagai Reugatal Demokrasi,NPenyelesaian Sengketa Hasil
Pemilu 2004 Oleh@dahkdmah Konstitusi (2004) menjelaskan kedudukan
KPU dan pengawas Pemtilutdalam perspektif Undang-Undang
Nomor 3 dahun, 1999 tentangiyPemilihan Umum sebagai berikut:

“Dalam\UU No& 3 fahun 1999 tentang Pemilihan Umum, disebutkan
penyelenggaraamypemilihan umum dilakukan oleh KPU yang bebas dan

1 Salah satu keWenangan’konstitusional MK adalah memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan 4mum berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indenesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomgr 24/Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal
106,ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (WU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian,
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, UU 12/2008, dalam
Pasal 236C menetapkan, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala
daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18
(delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Baca Putusan MK Nomor
191/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 November 2010, 72-73.
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mandiri, yang terdiri dari unsur partai-partai politik peserta pemilu dan
pemerintah, yang bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 8 ayat (2)).
Dengan demikian KPU merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
untuk menyelenggarakan Pemilu. Kemudian dalam Pasal 10, disebutkan
tugas dan wewenang KPU adalah: (1) Merencanakan dan mempersiapkan
pelaksanaan pemilihan umum; (2) Menerima, meneliti, dan menetapkamn
partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilu; (3) Méwmbentulk
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan keSiatan
pemilihan umum mulai ditingkat pusat sampai Tempat PemungutansSuara
(TPS); (4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I'dan DPRD II
untuk setiap daerah pemilihan; (5) Menetapkan keselutuhan, hasil pemililan
umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan [DPRINI;
(6) Mengumpulkan dan mensistematisasikan Yahau=bahan serta datq _hdasil
pemilihan umum; dan (7) Memimpin tahapan Kegiatan pemiliin wmum.

Berkaitan dengan keberadaan dan‘tugds’serta‘Wewehang yang
dimiliki KPU sebagai penyelenggaraftunggal pemilihan umum,
keberfungsian KPU akan sangat berdampakisignifikan terhadap
kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum. Maksimalisasi
fungsi KPU menjadi salah satu syarabutama guna suksesnya
penyelenggaraan pemilihan umum. ‘Tingkat keberfungsian KPU
sendiri sangat dipengarehi oleh kinerja dari pimpinan dan anggota
KPU. Semakin tinggi dan ‘maksimal kinerja para anggota dan
pinipinan KPW dkan berdampak positif pada keberfungsian KPU.
Dan semakitivberfimgsinyd KPU maka akan secara signifikan
berpengaruh pada‘stikses tidaknya penyelenggaraan Pemilu.

Selain keduayinstitusi penyelenggara Pemilu di atas,
késuksesani penyelenggaraan pemilihan umum juga dipengaruhi
oleh kéberfungsian dari institusi yang melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Institusi dimaksud (seperti
diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,
Pasal 24-27) adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).
Berbeda dengan institusi pengawas Pemilu pada masa Orde
Baru, di mana pimpinan dan keanggotaannya adalah unsur dari
Kejaksaan Agung, unsur hakim, perguruan tinggi, dan masyarakat
serta diketuai oleh salah seorang Hakim Agung. Panwaslu sendiri
berdasarkan Pasal 26, memiliki tugas dan kewenangan untuk;
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pertama, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum; kedua, menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang
timbul dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan ketiga,
menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak
dapat diselesaikan untuk dilaporkan pada instansi penegak hukum.
Dalam kaitan ini, Panwaslu bertindak sebagai wasit dan ju®i dari
pelaksanaan pemilihan umum.”?

UUD 1945 pasca perubahan kemudian menentukanypemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemililanyumum? yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri [Pasal 22E ‘ayat(5) UUD,1945¢]
yang didasarkan atas asas pemilihan: lafgsufg, um#imy bebas,
rahasia, jujur dan adil [Pasal 22E ayat (1)\WUD"1945%

Dalam pengaturan berikutnya, ‘ada beberapd™peraturan
perundang-undangan atau keputusan yahg terKait dengan
Pengawas Pemilu untuk Pemilu 2004 yamgy, dilaksanakan untuk
memilih Anggota Dewan Petwakilan Rakyat (DPR), Anggota
Dewan Perwakilan Dagrah(DPD), dan-Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Menurut
The Internationaly Foundation for Electoral Systems (IFES), kerangka
hukum pokgk telah®diaturtdaldm Undang-undang Nomor 12
Tahun 2003 tehtang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan
Undang-Undarg Nemor23/ Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden
dan®Wakil Presiden¥Undang-undang yang disebut terakhir, yang
dibexlakukan kemudian, pada dasarnya mencerminkan isi undang-

2 SoedarsonoMahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil
Pemiluf2004 Oleh Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2004),
61-62.

* PatrialisyAkbar, salah perumus perubahan UUD 1945 (anggota Panitia Ad Hoc IIT/I
Badan Pekerja MPR), pada acara penyampaian saran/pendapat KPU tentang RUU
Pényelenggara Pemilu menyatakan bahwa huruf kecil pada “suatu komisi pemilihan
umum” adalah sama dengan makna ketentuan Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Menurutnya, mengapa
ditulis dengan huruf kecil, karena dapat saja namanya bukan KPU, misalnya lembaga
Pemilu atau badan Pemilu. Demikian juga bank sentral bisa saja namanya bukan Bank
Indonesia. Baca Keterangan Tertulis KPU dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010
bertanggal 12 Maret 2010, 79-80.

# Perubahan Ketiga UUD 1945.

5 Perubahan Ketiga UUD 1945.
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undang yang disebutkan sebelumnya, kecuali tentang pasal-pasal
yang khusus berlaku hanya dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 juga berisi
pasal-pasal yang dimaksudkan untuk melengkapi Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 berkenaan dengan masalah kewenangan dan
operasional lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas Pemiluy
khususnya bagi yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 2003 tersebut.®

“Walaupun bertanggung jawab sepenuhnya kepada KPU, karéna anggarannifa
juga berasal dari KPU, Pengawas Pemilu adalah sebuah lembaga”yang
mandiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Petigawws Pemil#i mengatasi
penyelenggaraan Pemilu dan KPU tidak dapat mempengariwhinga. Struktur
administratif yang didasari oleh Undang=tindaing No.d2«Ilahun 2003 dan
Undang-undang No. 23 Tahun 2003 adalah, sumbersberbagai ketegangan
antara KPU dan Pengawas Pemilu. lni juga merupakan sumber kebingungan
yang banyak muncul pada masyarakatumu ™%

Menurut IFES, salah satu duri terbésar’dalam hubungan antara
KPU dan Pengawas Remiilty, pada masa“itu adalah kewenangan
Pengawas Pemilu §ang ltas. SecaraVlebih khusus, masalah apakah
KPU dapat menjadi pihak yang bersengketa di dalam kewenangan
Pengawas Pémilu merupakantinti dari perdebatan tersebut.®

“Masalah>ini berakar “padas ketidakjelasan undang-undang itu sendiri.
Undang=Undang\No."12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun
2003 tidak secaxa jelas menyatakan ataupun mendefinisikan siapa yang
menjadi subyek atau pihak yang bersengketa. Undang-undang juga tidak
mendefinisikan™dengan jelas kasus-kasus apa yang dapat diselesaikan oleh
Pengawag Pemilu.”

Kemudian muncul ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, dan
angkaw7 UU 22/2007, yang menyatakan, penyelenggara Pemilu
adalah lembaga yang rnenyelenggarakan Pemilu untuk memilih

¢ The International Foundation for Electoral Systems (IFES), “Laporan Evaluasi tentang

Pengawas Pemilu”, hal. 14 <http:/ /www.ifes.org/publication/83276440£271398b5{5ced9
2255324ae/ Panwas_Evaluation_Report_Bahasa.pdf> diakses 8 April 2011.

7 Ibid., 21.

8 Ibid., 95.

° Ibid.
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anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh
rakyat dan Penyelenggara Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota.

UU 22/2007, pada ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16
menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ‘adalah
badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Panitia,Pengawas
Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilus/Kabupaten /Kota
(Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota) adalah Ranitia
yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasiypenyelenggaraan
Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/keta.

Dalam konstruksi hukum demikian, maka MK*ditetapkan
sebagai “wasit atau juri” dalam penyelenggaraan Remilu(kada).!
Siapa yang Berhak Mencalonkan~dans Mengangkat Anggota
Panwaslu?

Pemohon dalam permehonan yang.diregistrasi dengan Nomor
11/PUU-VIII/2010 anendalilkan bahwa fungsi dan tugas pokok
Badan Bawaslu gbesesta jajarannya tidak dapat dijalankan secara
optimal karena tidak"mandiriydafi"tidak sepenuhnya tetap. Tidak
mandiri karena,prosesgekrutmen anggota Panwaslu dilaksanakan
oleh Tim ‘Seleksi béntukant KPU dan pembentukan Panwaslu

10 Sehubungan dengan‘pelakéaan Pemilukada, MK kerap menyatakan, “Wewenang
Mahkamah dalam, mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan
dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan
suwara Pemiilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (vide
Peratupan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara
Dalam Pefselisthan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah). Sementara itu, mengenai
berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun
pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang
Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya,
yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila diketemukan fakta hukum
dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran
administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif
yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat
mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut
telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008.” Baca Putusan MK
Nomor Nomor 230/PHPU.D-VIII/2010, 178-179.
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di provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dijalankan sendiri
sepenuh-penuhnya oleh Bawaslu; dan tidak tetap karena hanya
Bawaslu saja yang bersifat tetap tetapi pengawas lainnya belum
bersifat tetap padahal fungsi pengawasan dilakukan terhadap
seluruh tahapan penyelenggaran Pemilu."

Menurut Pemohon, keadaan di atas juga memberikan kontribusi
pada sikap “defensif” KPU dan jajarannya pada fungsi pehgawasan
yang dilakukan oleh Bawaslu beserta aparat pengawéasannya. Salah
satu sikap dimaksud berkaitan dengan potensi’ politisasi proses
rekrutmen atas anggota Panitia Pengawas pada pemilihan{umtim
kepala daerah dan wakil kepala daerah (PemilwKada). AdadndiKasi
kuat, KPU dengan secara sistematis dan sengajasemilih calon-calon
yang berpihak pada kepentingannya.sendiri bukampdda’kehendak
kuat untuk dapat melaksanakan pengawasdn segara transparan
dan akuntabel.’

Pemohon kemudian mendalilkan hakhal sebagai berikut:

“Kecenderungan untuk bertindak parSial-dalam proses rekrutmen Bawaslu,

Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kahupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabypaten/Kota merupakan aneaman dan serangan serius terhadap

asas penyelenggaraan Pemiltyyang.langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, dan ‘démokratis.

Pada tabtin 2010madasekitar 244 (dua ratus empat puluh empat)
daerah akan menyelénggarakan Pemilu Kada. Keseluruhan proses
dimaksud texdiri dar¥'7 (tujuh) pemilihan kepala daerah provinsi,
202 (dua gatus‘dud) pemilihan kepala daerah kabupaten, dan 35
(tiga puluhdima) pemilihan kepala daerah kota. Berkenaan dengan
hal tersébut, Bawaslu perlu mengelola dan mengorganisasikan
pembenttikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang lebih baik
untuk menjamin dan memastikan agar kualitas Pemilu menjadi
lebih baik dari sebelumnya.

' Baca permohonan Pemohon dalam perkara 11/PUU-VIII/2010 dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.
2 Jbid.
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Berdasarkan uraian di atas, masalah pembentukan panitia
pengawas Pemilu bukan hanya terletak pada problem waktu
dan kuantitas jumlah panitia yang harus dibentuk saja, tetapi
juga jaminan agar calon pengawas yang dihasilkan dari proses
rekrutmen mempunyai sikap independen dan objektif terhadap
penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu sebagai objék dari
pengawasan.

Secara prosedural, KPU beserta jajarannya’mempunyai
kewenangan yang sangat kuat untuk menentukén “ealon”anggota
pengawas. Pada konteks penentuan calon anggota, Bawasla, KPU
mempunyai kewenangan untuk membenfuksTim Seléksir unttik
menetapkan calon anggota Bawaslu yang,akan diajukan képada
Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 8Z.ayat (I)'UU Nefftor’22 Tahun
2007]. Sementara itu, calon anggdta Panwasly Provinsi diusulkan
langsung oleh KPU Provinsi kepada*Bawaslu“tanpa melalui Tim
Seleksi [Pasal 93 ayat (1) UUNMNomor 223Tahun 2007], dan calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Koga.juga ‘diusulkan oleh KPU
Kabupaten/Kota kepada Bawaslu dan/atau Panwaslu sesuai
dengan jenis Pemilunya“{Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22
Tahun 2007], Hal serupa juga“téfjadi dengan anggota Panwaslu
Kecamatan yang“diusulkantsendiri oleh KPU Kabupaten/Kota
kepada Panwaslu Kabupatefi/Kota.”"

MK _dalam pendapatnya, membenarkan dalil-dalil Pemohon
tersebut. Menurut MK, mekanisme rekrutmen dalam ketentuan
tetsebut dilsamping akan mengakibatkan anggota-anggota pengawas
pemilu/menjadi tergantung pada KPU, sehingga kemandiriannya
terganiggu, juga sangat potensial mengakibatkan saling menghambat
dalam,_penentuan anggota pengawas Pemilu antara Bawaslu atau
Panwaslu dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/
Kota.

5 Ibid.
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“Hal ini mengakibatkan terjadinya calon yang diusulkan oleh
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten /Kota tidak ditetapkan oleh
Bawaslu atau Panwas, atau sebaliknya KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota tidak mengajukan calon Panwas sehingga tidak
ada anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu atau Pagwass
Ketentuan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum serta
mengganggu terselenggaranya pemilihan umum secarayperiodik
yang luber dan jurdil sebagai bentuk pelaksanadn“kedaulatan,
rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945. Presedur rekrutmen
yang demikian tidak memenubhi sifat mandifi sebagaimanayang
diamanatkan oleh UUD 1945, karena calon yarg akangdmengawasi
justru diusulkan oleh lembaga yang akarhdiawasi.”™

Dengan demikian, menurut MK, ketentuan mengefiairekrutmen
anggota Panwas yang harus diusulkan oleh (KPU\Provinsi untuk
Panwas Provinsi serta KRU| KabupatemhKeta’untuk Panwas
Kabupaten/Kota bertentangan denganWPasal 22E ayat (1) dan
ayat (5), serta Pasal 28Dhayat (1)gUUD, 1945. Oleh karena itu,
untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menghindari
terganggunya penyeleriggaraan Pemilu, maka pencalonan dan
pengangkatan anggota Ranwastu cukup dilakukan oleh satu
lembaga saja, ‘yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
atau Ranwaslu’™

14, Nasib*192 PamitiasPengawas Pemilu

Berdagarkan,fakta dalam persidangan, muncul masalah lain
vang perludiselesaikan. Pasal 71 UU 22/2007, Panwaslu Provinsi,
Panwaslti Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Ilapangaf,, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan
Pemilu. Untuk memenuhi hal itu, KPU dan Bawaslu telah
membentuk 192 Panitia Pengawas Pemilu (Pemilukada) baik tingkat

4 Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
VIII/2010.
15 Ibid.
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provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang pembentukannya
didasarkan pada Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu Nomor
1669/KPU/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.

Terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu tentang
Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu Nomor 1669/KPU/
XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang menjadi dasar pembentukan.
Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, namun secara sepihak oleh
KPU, Panwas yang sudah terbentuk tidak diakui kébegxadaannya.
Hal tersebut didasarkan Surat Komisi Pemilihafi Ugpnum Nomor
50/KPU/I1/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Pembatalan Sdtat
Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan{Ust¥un dengans Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembalian’kepada Ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan/atau FatwaMahkamah
Agung Nomor: 142/KMA /XI/2009 tanggal 23 November 2009, dan
Surat Komisi Pemilihan Umum Nomer 54/KRU.IF/ 2010 tanggal 5
Februari 2010 perihal Tindak Eanjut Surag KPU Nomor 50/KPU/
11/2010.

Akibat perselisihan‘tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan oleh Badar” Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu
Provinsi, dan_Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat berjalan
secara maksimal. Oleh karenavitu, menurut MK, demi kemanfaatan
dan efektiyitas” dari“pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 yang
tahapannya’sudah ditmulai serta terciptanya kondisi yang kondusif
di daerah-daexah yang akan menyelenggarakan pemilukada, dan
deémi kepastian akum yang adil serta terciptanya prinsip saling
mengaWasitdan mengimbangi agar Pemilukada berjalan sesuai
dengandasas luber dan jurdil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,
maka,192 Panwas yang terdiri atas 7 Panwaslu Provinsi dan
1858\Panwaslu Kabupaten/Kota harus dinyatakan sah dan dapat
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai
Undang-Undang.'

16 Ibid.
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Hal ini ditetapkan juga di dalam Amar Putusan yaitu:
“Menyatakan Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk
adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
masing-masing sesuai dengan Undang-Undang”.

2. Analisis

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan’yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan uwmum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan péradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

Berdasarkan ketentuan tersebut,N\MK _merupakansSalah
satu pelaku kekuasaan kehakiman“sélain Malikamah Agung.
Kekuasaan kehakiman merupakan ‘kekuagdanyyang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan,guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan demikian, MK*adalahfsuaty lembaga peradilan,
sebagai cabang kekuasaan‘yudikatif, yangunerigadili perkara-perkara
tertentu yang menjadigkewenarigannya berdasarkan ketentuan
UUD 1945.

Menurut Pasal 24C ayat'(1)=bldD 1945 yang ditegaskan kembali
dalam Pasal "{0=ayat (1) htugufra sampai dengan d UU 24/2003,
kewenangan®MK adalah, menguji undang-undang terhadap UUD
1945; imemutus, Semgketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran
partal politik; dan’memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
untume Seldin itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan
(5) dansPagal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh
Pasal 10vayat (2) UU 24/2003, kewajiban MK adalah memberikan
képutusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan
tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan empat wewenang dan satu kewajiban yang
dimilikinya, Jimly Asshidigie beranggapan, MK merupakan
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pengawal konstitusi (the quardian of the constitution). Hal itu juga
membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi
(the sole interpreter of the constitution). Konstitusi sebagai hukum
tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip
demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi‘hak
asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak
konstitusional warga negara. Karena itu, MK juga berfungsi sebagai
pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak
konstitusional warga negara (the protector of the citifen's,constitutiortal
rights) serta pelindung Hak Asasi Manusia (t/te pretector ofthusfiin
rights).”

Pendapat MK telah menyatakan, mekahismezrekrftmen
dalam ketentuan yang diuji dalameperkara 11/PUU=VIII/2010,
“di samping akan mengakibatkan anggotafanggota pengawas
pemilu menjadi tergantung pada KPU, sehingga.Kemandiriannya
terganggu, juga sangat potensialimengakibatkan saling menghambat
dalam penentuan anggota/pengawas=Pemilt antara Bawaslu atau
Panwaslu dengan KRU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”.
Pendapat demikian, mentirut penulis, merupakan bentuk manifestasi
kewenangan, konstitusional\MK*“dalam melaksanakan prinsip
checks and.balinces” yang menempatkan semua lembaga negara
dalam ¢kedudukan s€tarazsehingga terdapat keseimbangan dalam
penyelenggaraamynegara.” Selain itu, didasarkan pada rasionalitas
propersional atas hubungan satu lembaga negara dengan lembaga
negara lajn.

Prifisip¥¢checks and balances umumnya dihubungkan dengan
pemisahan/ (separation of power) cabang kekuasaan legislatif,

7Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan
MKSRI, 2008), 39.

18 Prinsip checks and balances dapat dikatakan merupakan buah dari reformasi konstitusi
(perubahan UUD 1945) yang dimulai pada tahun 1999. Baca Miftahul Huda, et.all, Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, 2010), 99.

1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

37



Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, April 2010 185N 1829-7706

eksekutif, dan yudikatif sehingga sama-sama sederajat dan saling
mengontrol satu sama lain. Jimly Asshiddigie beranggapan, dengan
adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara dapat
diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara
ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang mendudukijabatan
dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah
dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.”

Menurut Harjono, checks and balances menjadi dibutuhkan jika
antarcabang-cabang pemerintahan memiliki otonemi yang, cukup
kuat untuk tidak tergantung kepada cabangspemerintahan ydng
lain. Namun, penyelenggaraan pemerintahandetap didasarkédn atas
kesisteman yang dibangun secara komprehensif antarcabang-cabang
pemerintahan yang ada.”!

MK dalam Putusan Nomot 3 /PEUU-VI#2008.telah menegaskan
betapa pentingnya menjaga prinsip cheeks and balances tersebut.
Menurut MK, bekerjanya mekanismessaling mengawasi dan
mengimbangi (checks and balances)\antarlembaga atau antarorgan
negara dalam negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi
yang berdasar atas ‘hukumj meéfupakan salah satu mekanisme
untuk menegakkan prinsip coustitutuonalism yang merupakan syarat
pertama negara hukKumiyang demokratis dan negara demokrasi
yang berdasar atasthukiim.?

Siry\Wiliam Ivor Jennings dalam bukunya Principal of Local
Government Law (1948) mengemukakan, “In nearly every country, and
Certaindy inevery democratic state, there is a division of the functions of
governmtentmong various kinds of authorities. It was formerly thought,
and ats still thought by some, that this division was based upon the nature
of the functions exercised.”*

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi
RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004), 59.

2t Harjono, Transformasi Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, 2009), 44.

2 Pendapat MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-VI/2008, 147.

% Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2009), 641.
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Fungsi, menurut C.S5.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, ialah
suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya
dan tidak terlepas satu sama lain selaku bagian-bagian untuk
mencapai tujuan. Dengan demikian, fungsi menentukan kedudukan
suatu badan. Satu fungsi dapat dipegang oleh satu badan fAtau
lebih dan sebaliknya, beberapa fungsi dapat dipegang oléh, satu
badan.*

Dalam konteks tersebut, yang perlu diperhatikah lebih lTanjut
adalah mengenai pengistilahan tugas, fungsi, dap’wewendng yang
sering dipakai saling dipertukarkan (interciiangeable), sehingga
kadang-kadang menjadi tidak jelas artinya.2»Menurut Harjefio,
fungsi mempunyai makna yang lebih luas‘daristugas. Kata, “4ugas”
digunakan untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang*diperlukan
agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan darj tugas-tugas adalah
operasionalisasi dari sebuah|fungsi yamg,sifathya ke dalam,
sedangkan aspek keluar tugasttersebut, adalah' wewenang.?

Fungsi, kedudukan, dan wewenangj menurut Hasan Zaini,
memang sangat berkaitah, Fungsi dapatdiartikan suatu lingkungan
kerja untuk mencapaisttijuan tertentu” Kedudukan suatu lembaga
negara ditentukam, oleh fungsifiya. Untuk dapat menjalankan
fungsinya,dalam fangka meneapai tujuan tertentu, lembaga negara
harus dilengkapi defiganiywéwenang (kekuasaan).”

Eungsi ‘dan kewgénangan KPU telah dijelaskan UU 22/2007,
yang, dalam penjelasan umumnya menyatakan;

“Dalatn, Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan
umim,yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya
disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan
manditi. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung
jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh

# C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), 166.

» Maruarar Siahaan, “Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara”, (Makalah disampaikan
pada Diklat Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, November 2008), 8.

% Firmansyah Arifin, et al., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga
Negara,(Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah
Konstitusi, Juni 2005), 19.

¥ Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985), 261.
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wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan
KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan
meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan
KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas
dari pengaruh pihak mana pun.” 2

Fungsi dan kewenangan pengawas Pemilu juga dijelaskanddU
22/2007, yang dalam penjelasan umumnya menyatakan,

“Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukafNadanya suatiy
pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum gersebut benar-benar
dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perfindangs
undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan, umum, tndang-
Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas™Pemilu (Bawaélu)ang
bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapisdengan
fungsi pengawasan ekstern yang dilakukay~olelr Bawdslw=serta Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pantwaslu Kecamiitan, Rengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu\Luar /Negeri.| Pembentukan Pengawas
Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk ghierigutangi kemandirian dan
kewenangan KPU sebagai penyelenggaragpemilihan umum.”*

Maksud pembedaanskedua fungsSi=tersebut tentu saja dalam
rangka mencegah @an, menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan
penyelenggarafelel salah, satu organ. Atas dasar rasionalitas
proporsionaliitulah®MK berpendapat, aturan mengenai rekrutmen
anggota Panwas yangtharus ‘diusulkan oleh KPU Provinsi untuk
Panwhs Provinsifserta KPU Kabupaten/Kota untuk Panwas
Kabupaten/ Kotayberténtangan dengan konstitusi karena calon
yangyakan_mengawasi justru diusulkan oleh lembaga yang akan
diawasi.

Dalam konstruksi demikian, penting untuk disadari bahwa
tugas MKy sebagaimana halnya tugas setiap yuris, tidak berhenti
pada“upaya merekonstruksi fakta-fakta sejarah perumusan suatu
norma hukum melainkan pada upaya menemukan tujuan atau
maksud yang ada dibalik rumusan norma hukum itu berdasarkan
rekonstruksi atas fakta-fakta sejarah tersebut.*

% Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.
¥ Ibid.
% Pendapat MK dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V /2007 paragraf [3.17].
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“Dengan cara demikian, suatu norma undang-undang, lebih-
lebih norma undang-undang dasar, dibebaskan keterikatannya
pada ruang dan waktu sehingga ia senantiasa menjadi norma yang
hidup (living norm) karena ia lebih terikat ke masa depan yaita
pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada masa lalu Atau
fakta-fakta sejarah yang melahirkannya. Dengan demikiafiytafsit
konstitusi bukan hanya dilakukan secara tekstual, melaifikan juga

dengan cara konstekstual sehingga konstitusi tetap @ktual.”

C. KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII£2010 mengandaingy dua
makna hukum. Pertama, pandangan baliwasptinsip checks and*balances
tidak hanya dihubungkan dengan/pemisahan (separation of power)
cabang kekuasaan legislatif, eksekutif; dan yudikatif, melainkan
hubungan antara “pengawds, dan.yang/diawasi” yang didasari
rasionalitas proporsional qubungan antarlembaga negara.

Kedua, perkara Womor 11/PUU*VIII/2010 sebenarnya
mengandung unsut “sengketa .antara, dua lembaga negara, yaitu
KPU dan Bawaslu Karena tidak hanya terkait dengan interpretasi
atas norma, ‘telainkan atas, nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu
yang tidak diakui oleh KPU. Permasalahan demikian ternyata dapat
diselesaikan dalam forum pengujian undang-undang terhadap
UWDW945.

Dalam pengalaman MK, paling tidak ada dua perkara pengujian
undang;undang lain yang mengandung unsur sengketa antara
lembdgasnegara, yaitu Putusan MK Nomor 005/PUU-IV /2006
yafigymerupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan
pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung; dan Putusan MK
Nomor 3/PUU-VI/2008 atas perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

3 Ibid.
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Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Artinya, penyelesaian sengketa antarlembaga negara® dapat
dilakukan melalui proses pengujian undang-undang, khususn
apabila ada terjadi benturan antara dua kepentingan hukum a\
diatur oleh undang-undang.

% Setelah mengalami perubahan selama empat kali, UUD 19
pranata lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepe
Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga negara yang keduduk
keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesai
antarlembaga negara. Padahal kekuasaan yang diberi
negara sifatnya saling membatasi antara yang satu de
Oleh karena itu, proses peradilan MK dibutuhkan

rmohonan sengketa
ubungan yang erat
angan tersebut. Sehingga,
dalam menetapkan apakah Mahkamah ! eriksa permohonan sengketa
kewenangan lembaga negara, i

disengketakan (objectum 1 baga negara yang mengajukan
permohonan, yaitu apakah a tersebut kewenangan itu diberikan,
sehingga dengan dem n"dimaksud terkait erat dengan legal

standing Pemohon

mengajukan permohonan perkara sengketa
K telah menetapkan, “tidak setiap kewenangan

a
egar me&t
yang dib dang-undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang
diperl tahkanole U%
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Abstrak

Putusan yang dijatuhkan oleh\Mahkamah Konstitusi dalam
bentuk pembatalan sebagiah isi Undang-undang Pemilihan
Umum yang mengatur pépentuan wakil yang memiliki hak
untuk mendwduki kursi dewan bukanlah putusan yang
mendiskriminasikan &an menghalang-halangi hak perempuan
untuk perebut kursi dewam, akan tetapi justru memberi peluang
lebih, tertbuka dan “egalitarian pada politisi perempuan. Putusan
Mahkamah Kenstitusi'juga mengeksaminasi partai politik untuk
meémilih darrmenentukan wakil dewan yang benar-benar didasarkan
aspek rasienalitas, profesionalitas, dan aspek istimewan lain yang
menddkungnya.

Kata kurci: Putusan Mahkamah Konstitusi, keterwakilan
perenipuan, demokrasi

Abstract

The verdict imposed by the Constitutional Court in the form of
revocation of some parts of General Election Rules which arrange the
determination of the representative who has the rights to occupy the council
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seats is not a verdict which discriminates and hinders women rights to
fight for occupying the council seats, but it gives them more available
and egalitarian chances to female politicians. The Constitutional Court
verdict also examines the political party to elect and decide the council
representatives truly based on the aspect of rasionality, professionalitiy
and any other special aspects supporting them.

Keywords: the constitutional court, verdict, female representatives,
democracy

A. PENDAHULUAN

Pemilu memang merupakan kegiatana“suci” “kenegaraan.
Kesakralan kegiatan ini terletak pada,alih kepemiffipinan atau
perebutan kekuasaan dengan cara yang behar, jujur, langsung,
dan berpijak pada peraturan jperufidang<tmdangan. Melalui alih
kepemimpinan nasional jini, masa depambangsa yang lebih baik
diharapkan bisa terwyjudA\Meskipun-esénsinya sebagai kegiatan
suci kenegaraan, tefapi tidak sedikitsegmen bangsa, khususnya dari
kekuatan politil, yang Kadang-kadang menunjukkan sikap belum
dewasa danglebihtmengistimewakan berfikir dan bersikap yang
berelasi dengan kepentingah, individu, golongan, keluarga, dan
partaigpolitik, Semefitara‘kepentingan besar bangsa dan demokrasi
seperti-kedaulatan ¥akyat terabaikan.!

Kepentingan yang ditunjukkan oleh pelaku politik selama ini
lebih seriig bukafilah kepentingan yang berafilisasi pada penjagaan
dan pengaplikasian sakralitas demokrasi dan aspirasi rakyat, tetapi
kepentihgafi apologi dan pemuasan pada masalah gender, perebutan
danfdistribusi kekuasaan. Ketika urusannya dikaitkan dengan
masalah “kursi” seperti posisi menjadi anggota legislatif, atmosfir
politik yang menonjol bukanlah pola politik berbasis (keberpihakan)
kerakyatan, tetapi lebih pada target mendapatkan “kursi”.

1 Misbahul Munir, Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan, (Visi, Surabaya, pres
2006), 157,
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Kondisi itu dapat terbaca misalnya dalam kasus pemilihan
umum (pemilu) legislatif mulai dari saat penjaringan calon seperti
penentuan nomor urut hingga pelaksanaan pemilunya. Dalam
masing-masing tahapan ini, yang mudah terbaca mulai dari ucapary
sikap hingga perilaku politisi, adalah kondisi pertarungan yang
lebih mengistimewakan (memantapkan) keinginan besar“untuk
meraih jabatan atau kedudukan, dan bukan pada pengtatan Jvisi
dan amanat kerakyatan.

Selain itu, suhu politik menjadi semakifi panas’ setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusag kalau “kufSi’
dewan tidak semata-mata bisa direbut melalui*homor gdrut, tetapi
juga jumlah suara. Jumlah suara dijadikan sebagaf unsunutamd yang
menentukan seseorang berhak menduduki jabatan dewamatau tidak
(gagal) meraihnya. Kalau suara yang diraih calén dewanh memenuhi
standar yang diregulasikan Undafig-umdang.Pemilu (UUP),
meskipun dalam pencalonan,“homor wratnya tergolong “nomor
sepatu”, maka calon ini bisa saja tespilihymenjadi dewan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, (MK) terkait pembatalan
pasal tertentu dalam/UU No: 10 Th*2008 Tentang Pemilu, yang
akhirnya mengkristal’pada, pilihdfi"suara terbanyaklah yang dapat
menghantarkah,séorang calegymenduduki kursi legislatif, ternyata
mengundang beragath pendapat.

Beragam tanggapan, baik pro maupun kontra yang dilontarkan
olelypartai pelitik) peserta pemilu 2009 mengenai perubahan
mendasargpasal 214 huruf a, b, ¢, d, e yang menentukan pemenang
adalah/yang, memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki
nomorwrutdebih kecil adalah inkonstitusional, bertentangan dengan
Kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.2

Janggapan juga muncul dari kalangan komunitas perempuan,
bahwa putusan MK dinilainya semakin mengecilkan peluang
perempuan untuk mendapatkan tempat di kursi legislatif. Putusan
MK telah menciptakan ruang bebas bagi setiap petarung untuk

2 http:/ /pmbpedan.blogspot.com /2008 /12 / pandangan-parpol-mengenai-putusan-mk.html
p:/ / pmbp &SP p gan-parp 8 p
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mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari konstituen, sehingga
kondisi ini mau tidak mau memaksa perempuan harus mengikutinya.
Dalam kondisi demikian, peluang perempuan menjadi berat, karena
akan kalah dengan komunitas lelaki yang langkahnya lebih cepat,
terbuka, dan leluasa dalam berpolitik. Kondisi inipun dibaca
lagi sebagai gaya berpolitik yang tidak egaliter dan berekadilans
Masalahnya benarkah putusan MK ini tidak memihak secaxa egaliter
dan berkeadilan pada komunitas perempuan?

B. PEMBAHASAN
1. Cerdas Membaca Putusan MK

Hari Selasa, tanggal 23 Desember~2008 merupakan hari
bersejarah, karena Mahkamah Kofistitusi membuatiangkah yuridis
luar biasa dalam bentuk membatalkan aturam kembinasi nomor
urut dengan bilangan pembagi pemilih yang diatur pasal 214
huruf a sampai e UU Pemilu itu. MK men¥yatakan, bahwa sistem
itu menganiaya kedaulatan rakyat,

Amar putusan MKwberbdnyi sebagai berikut; ”...Menyatakan
Pasal 214 huruf ‘ashuruf b, hurefwe, huruf d, dan huruf e Undang-
Undang Nomier#0 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Pewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
PerwakilanyRakyat\Jdaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuny2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara’ Républik Indonesia Tahun 1945 ”. “Ketentuan Pasal 214
hurufias huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang
menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di
atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor
urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh
perseratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih
kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP
lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai
politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional
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karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat
sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan
dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan
rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mefeka
tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan“enar-
benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika%ada dua
orang calon yang mendapatkan suara yang jauh bérbeda secara
ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara bahyak dikalahkan
oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yangunendapat sudta
kecil nomor urutnya lebih kecil”.?

Mantan Presiden Abdurrahman Wahidyyang akrab, disapa Gus
Dur menyambut baik putusan Mahkamah™Konstittisi=soal suara
terbanyak bagi calon legislatif. Putusan ituf dapat ‘mengurangi
aroma nepotisme dalam persaifigan pescbutdn kekuasaan.
Gus Dur berpendapat agar putusan Mahkamah Konstitusi itu
lebih dicermati dan dikembalikanglagiNkeépada masing-masing
partai politik. Gus Dur“mengakui,‘putusan tersebut akan banyak
menuai kritik dari berbagai pihak, baik pihak yang diuntungkan
maupun yang dirugikan. Kgitikifii timbul seiring dengan munculnya
konsep-konsepbaru seperti progresifitas yuridis yang dikonstruksi
oleh MK.*

Membaea putusan MK seperti yang ditunjukkan Gus Dur,
mengisyaratkan Kalau Gus Dur memberikan apresiasi secara
rasionalitas-obyektifitas, artinya dari putusan MK yang berimplikasi
makrosrasanya tidak akan mungkin MK melakukannya secara
asal-asalangdan sebaliknya dengan mengerahkan kekuatan moral,
nurani, dan intelektualitas. Jati diri MK yang mengemban peran
fundamental, antara lain ditentukan melalui produktifitas dan
kualitas putusannya. Begitu pun dalam kasus di seputar penentuan

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-
Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

¢ Mohamad Faisol, Putusan Mahkamah Konstitusi: Jalan Terjal Membangun Demokrasi,
makalah disampaikan dalam diskusi “Duri-duri Demokrasi”, LKPPD, Malang, 4.
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suara mayoritas yang menentukan jadi tidaknya seseorang menjadi
anggota dewan, yang pertaruhannya sangat besar, tentulah putusan
MK melalui proses yang benar.

Miftakhul Huda menyatakan putusan MK yang menyatakan
suatu ayat, Pasal, ataupun keseluruhan undang-undang meniliki
akibat sebagai berikut:®> Pertama, akibat hukum pengujian bersifat
erga omnes, oleh karena dasar hukum acara pengujiansOU adalah
menyangkut kepentingan umum. Kedua, putusan/MK memiliki
kekuatan berlaku ke depan sejak diucapkan (prospective) dan,tidak
berlaku surut ke belakang (retroactive). Ketiga, terikatnyalsefitia
orang terhadap putusan MK sebagaimana ketenituan hidkum acara
perdata mengandung arti positif dan negatif” Mengandung arti
positif berarti semua orang harus_menhganggap puttisan tersebut
benar (res judicata pro veritate habetur). Dalam arti negatif dari pada
kekuatan mengikat ialah hakim tidak*bolelrmemutus perkara yang
pernah diputus sebelumnya mengenai perkara yang sama. Keempat,
dengan diucapkan putusan, maka berkekuatan hukum yang pasti
atau tetap (inkrachtpan‘gewijsde) tidakyada upaya hukum apapun
untuk keberatan, (Pasal 10 ayat (1) UU'MK). Putusan final dan satu-
satunya membedakan dengan ptitusan peradilan lainnya. Kelimat,
akibat hukum\ptitusan MK ‘terhadap ayat, Pasal dan/atau bagian
peraturany perundafig-undangan lain terkait dengan UU yang
dinyratakantidalememniliki kekuatan mengikat dan terhadap perkara
yang berlangsungjbaik dalam proses penyidikan, penuntutan,
pemeriksdan persidangan dan proses lainnya tidak ditentukan baik
dalam/UUMK ataupun PMK.

Putusan hakim dalam sebuah proses peradilan adalah sebagai
$olusi,antar benturan yang ada. Para pihak yang telah bersengketa
bersepakat untuk menyelesaikan di muka persidangan konstitusi.
Ketika sudah dipasrahkan pada sang hakim untuk memutus maka
para pihak semestinya siap menerima apapun yang diputuskan oleh

> Miftahul Huda “Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang”. 30 Juni 2009. http://
miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/30/ %E2%80%9Cultra-petita%E2%80%9D-dalam-
pengujian-undang-undang/, diakses tanggal 23 Maret 2011.
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hakim dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Putusan
hakim konstitusi sendiri sebagai jawaban final dari permohonan para
pemohon terhadap undang-undang yang dilakukan pengujian.

Putusan MK dalam perkara PUU merupakan putusan yang
sifatnya constitutief artinya putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan,PUU
dapat merubah tatanan hukum yang berlaku. Meniadakan suat
keadaan hukum dengan jalan menyatakan suatu undapg-undang
bertentangan dengan konstitusi baik secara keseldruhan atau_pada
Pasal tertentu. Sedangkan menciptakan keadadan‘hukum barurtak
lepas dari putusan MK sebagai negative legislaton®

2. Egalitarianisme dan Zipper System

Banyak kalangan menilai, pufusanyMK dehgamn mengesahkan
sistem suara terbanyak, yang kemudiah menganulif sistem nomor
urut merupakan pintu gerbang*terejawentahkannya kedaulatan
rakyat. Lebih jauh kelompek ini berpendapat’bahwa, sistem suara
terbanyak atau dalam digkursus ilmu'politik lebih dikenal sebagai
“pluarity/majority systemamerupakan tpaya mendorong konsolidasi
demokrasi di Indonesia.” HimawanBudiarjo juga menyebut, kondisi
pasang surutidemokrasi di'megara ini memang tidak lepas dari
peran politisi*Pada saat tertentu mereka menyebut suara terbanyak
sebagai reptesentasi Kedaulatan rakyat, namun pada kondisi lain,
meteka, terkadang\tiddk siap ketika dihadapkan pada tantangan
yahg mengafhcam.posisinya.®

Terlepasfdari pendapat ini, putusan MK menghadirkan trade-
off tefsendiri dan fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis
dari keputusan yang dibuat. Namun, trade-off inilah yang kemudian
dijadikan justifikasi bagi mereka yang tidak sependapat dengan
keputusan MK dan kondisi tersebut pada giliranya berujung pada

¢ http:/fatahilla.blogspot.com/2011/02/kekuatan-mengikat-putusan-ultra-petita.html, diakses tanggal
17 Maret 2011.

7 Fatkhuri, Putusan MK dan Keterwakilan Perempuan, Suara Merdeka, 16 Pebruari 2009

® Himawan Budiarjo, Pasang Surut Kedaulatan Rakyat dalam Spektrum Perpolitikan Elit (BP3ESS,
Surabaya, 2009), 17.
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munculnya kritik terhadap putusan MK.” Ada dua macam trade-off
yang secara umum menjadi bahan perbincangan pasca keputusan
MK dikeluarkan. Pertama, trade-off tak bisa dielakkan dimana
keputusan MK dinilai berakibat pada terhambatnya keterwakilan
perempuan dalam lembaga legislatif. Kedua, trade-off yang terjadi
berhubungan erat dengan melemahnya posisi partai politiks!’

Dalam ranah asumsi tersebut, putusan MK dinilai, sebagai
penghambat atau “duri” bagi terwujudnya egaliatafianisme yang
sehat dalam berpolitik. Di satu sisi, seolah NIK\telah berjasa
memberikan tempat secara leluasa bagi politisi perempuan, usitiak
merebut kursi melalui pemilu, padahal akibat putusan=NMK
ini, peran perempuan di panggung politik semakim\dthadapkan
hambatan berat."

Undang-undang No. 10 tahdn 2008 tentang pemilu legislatif
serta Undang-Undang No 2 [tahun”2008=tentang partai politik
mensyaratkan keterwakilan 80 persen ‘ealeg perempuan untuk
duduk di lembaga legislatif. Sebagaismanifestasi dari akomodasi
keterwakilan perempuanytersebut, salah satu usaha yang dilakukan
adalah dengan anenjalarikan zipper system.

Sistem tersebut "‘merupakan bentuk affirmative action untuk
mendorong perempuan mempunyai keterwakilan sesuai dengan
amanat undang-undang\Dalam tataran praksisnya, zipper system
mehempatkan «alég perempuan pada posisi yang strategis
dimana, setiap, ada) 3" calon legislatif, maka salah satunya harus
diisi olehsCalgeg perempuan. Sistem zipper ini dinilai sangat efektif
tntuksmengimplementasikan affirmation action sehingga eksistensi
perempuan’ dalam kancah politik mendapat perlakuan khusus.'

Affirmative action dapat diartikan sebagai “a policy or a program
thatseeks to redress past discrimination through active measures to ensure

°  Fatkhuri, Op.Cit.

10 Ibid.

1 Alfina Wahab, Mahkamah Konstutusi dan Politik Perempuan (Yayasan Permata Hati, Malang,
2010), 3.

12 Fatkhuri, Op.Cit.
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equal opportunity, as in education and employment.”® (Kebijakan atau
program yang berusaha untuk memperbaiki tindakan diskriminasi
yang terjadi pada masa lalu melalui tindakan aktif untuk menjamin
kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan dan pekerjaank
Istilah affirmative action juga dikenal dengan sebutan reservatign di
India, positive discrimination di United Kingdom dan employment
equity di Kanada."

Affirmative action merupakan kebijakan khususfyang bersifat
sementara dari sekian banyak kebijakan untuk meningkatkan
peran serta perempuan dalam dunia sosial, ekonemi dan politik.
Sebenarnya masih ada banyak hal yang (bisa™dilakuKansterkait
kebijakan affirmative action bidang politik,‘antara lain‘seperti yang
diterangkan Pippa Norris, bahwaskebijakan affiriitative selain
menempatkan perempuan dalam daftar calgn anggota legislatif
sebagai calon potensial, bisa, juga dildkukemndengan memberikan
pelatihan khusus, dukungan pendanaan ‘dan publikasi berimbang
terhadap calon perempuan, tersebugs®, Tentu saja terminal akhir
dari affirmative action itu‘adalah meningkatkan keterwakilan politik
perempuan dangtercapaifiya kesetaraan gender.

Apa yang telahvdiupayakan pemerintah melalui sistem tersebut
diatas sangat jelas’ dalam rangka menegakkan keadilan terhadap
hak-hak perémipuan“yang Selama ini dikebiri dari arena politik
praktis..Yang menjadi persoalan kemudian adalah, ketika pasal
214 OWNo 10,tahun 2008 yang menggunakan sistem nomor urut
dimentahkan,)maka upaya keras yang sudah digagas pemerintah
untuk smenegakan keadilan gender dalam kancah politik menjadi
kian Kabur,Padahal, diberlakukannya sistem suara terbanyak pada
dasarnya juga dalam rangka menegakan keadilan bagi seluruh
(justice for all) warga masyarakat untuk bisa berlaga dalam pemilihan
umum legislatif. Keadilan untuk semua menjadi prinsip universalitas
yang membawa konsekuensi tertentu, khususnya yang berhubungan

5 http://www.answers.com/topic/affirmative-action, diakses tanggal 17 Maret 2011.

1 http:/ /en.wikipedia.org/ wiki/ Affirmative_action, diakses tanggal 17 Maret 2011.

> Pippa Norris dalam Masnur Marzuki, Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi, Jurnal
Konstitusi PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Juni 2009, 10.
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dengan hak-hak warga. Dalam ranah demikian, pertanyaan yang
muncul adalah, haruskah keadilan berbasis gender dinafikan demi
mewujudkan keadilan berbasis komunitas lebih luas?'

Setiap keputusan apapun bentuknya pasti mengandung resike
dimana akan ada kelompok yang dikorbankan. Fenomena jnilah
yang disebut sebagai trade off. Sistem suara terbanyak dinilaisudal
tepat sebagai upaya untuk menegakan keadilan rakyat, dengan
mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh tafipa, intervensi
dominan partai politik."” Keadilan untuk rakyat/(justice for people)
merupakan cita-cita mulia yang menjadi jati diri kedaulatarirakyat.
Kedaulatan rakyat tidak akan bermakna bilamw@na keadilan umtuk
rakyat tidak pernah terwujud.”® MeskipunwSekumpulan/orang
berhasil merebut dan menduduki.kuxsi dewan,\yamg» kursi ini
diperoleh dari suara konstituen({dan menjadi simbol kedaulatan
rakyat, akan tetapi jika kursi ini tidak'digupakanwatuk mewujudkan
dan membumikan keadilan untuk rakyat,‘maka kursi ini kehilangan
makna humanitas dan populistiknyas

3. Eksaminasi Putusan'MK

Trade-off dalam, Kontek Keputusan MK merupakan konsekuensi
logis. Namun, “#tade-off tersebut sebetulnya masih bisa disiasati
dengan beberapasstrategi sehingga keputusan MK tidak
mengorbankan képentingan perempuan. Pertama, perlu diadakan
pembekalan secara, ifitensif kepada caleg-caleg perempuan agar
miereka siapybestatung dalam pemilu. Pembekalan tersebut bisa
dalam bentuk traning, seminar, diskusi kelompok (groups discussion)
yangymtaranya adalah melakukan pencerahan politik terhadap
caleg-calég perempuan.

Kedua, seluruh caleg perempuan harus didorong untuk
mempunyai optimisme yang tinggi bahwa mereka bisa bertarung
dengan caleg-caleg lain terutama caleg laki-laki. Pendapat yang

16 http:/ /www.answers.com/ topic/ affirmative-action, diakses tanggal 18 Maret 2011.
17 Fatkhuri, Op.Cit.
8 Alfina Wahab, Op.Cit, 4.
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mengatakan bahwa opportunity kaum perempuan semakin terhimpit
sebagai akibat dari keputusan MK sudah selayaknya dijadikan
cambuk untuk membangkitkan gelora perjuangan perempuan untuk
meraih kursi DPR maupun DPRD. Maka tidak seharusnya keputusan
tersebut dijadikan sebagai aral dalam memantapkan langkah mereka.’?
Cambuk bagi politisi perempuan ini setidaknya bisa berpijak, pula
dari hasil penelitian paska putusan MK di daerah Yogyakarta.

Dalam penelitian terhadap Putusan Mahkamdh\Konstitusi
Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Perméhonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentarfg Pemilthan Um&m
Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD#945 ini disebutkdn,
bahwa pertama, putusan MK Nomor 22+24 /PUU-VI/2008" telah
memberikan implikasi positif terhadapskebijakan ‘affifmative action
keterwakilan perempuan di DPRD Provingi dan Kabupaten/
Kota se-Daerah Istimewa Yogyakartaykarema,setiap calon anggota
legislatif mempunyai kesempatan yangysama untuk bertarung
memperoleh suara yang tégtbanyakedalam Pemilu Legislatif 2009.
Kedua, ketika UU,No0X10 Tahuny2008 masih mempergunakan
daftar nomor urut, posisiperempuan dalam daftar caleg mayoritas
di nomor urut terrendah, @kibatfiya caleg perempuan sulit untuk
dapat memperoleh kursi kagena jika suaranya tidak mencapai
bilangan pembagi etomatis/suara akan diberikan kepada nomor
urutydi_atasnya,qtetdpi Jdengan model suara terbanyak, peluang
caleg, perempuan lebih besar untuk terpilih. Ketiga, keterwakilan
pérempuan di DPRD Provinsi DIY meningkat jika dibandingkan
dengap’hasil Pemilu 2004, dari 9 kursi di Pemilu 2009 menjadi 12
kursi.Yadi ada kenaikan 33%. Di DPRD Kabupaten Gunungkidul
jigamengalami kenaikan jumlah kursi perempuan jika dibandingkan
dengan perolehan kursi di Pemilu 2004, dari 1 kursi di Pemilu 2009
menjadi 6 kursi. Jadi ada 500%. DPRD Kabupaten Sleman di Pemilu
2004 jumlah kursi perempuan sebanyak 6 kursi dan di Pemilu
2009 menjadi 8 kursi. Jadi ada kenaikan sekitar 33%. Di DPRD

¥ Fatkhuri, Op. Cit.
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Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan jumlah kursi dari 5 di
Pemilu 2004, menjadi 6 kursi di Pemilu 2009. Jadi ada kenaikan
20%. DPRD Kabupaten Kulonprogo kursi untuk perempuan yang
diperoleh dalam Pemilu 2004 berjumlah 4 kursi dan pada pemilu
2009 menjadi 4 kursi sehingga terjadi kenaikan sebesar 25%, dan di
DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu 2004 hanya terdapat™$ kursi
untuk perempuan, pada Pemilu 2009 menjadi 6 orang ‘atau haik
20%. Keempat, kekhawatiran bahwa Putusan MK Nomor 22-24 /
PUU-VI/2008 menghambat kebijakan affirmative actiomtidak terbukti
di DIY, karena perolehan kursi perempuan_di DPRD Kabupéaten
dan Kota di DIY justru semakin meningkat=jika dibandingKan
perolehan pada pemilu 2004.%

Bagaimanapun keputusan MK, mendorong pérerfipttan untuk
bekerja lebih keras lagi agar bisa mendapatkan kKursi di DPR
maupun DPRD. Dengan kata lain, KepttusandiK.stidah semestinya
dianggap sebagai challenge (tantangan) bukan sebaliknya sebagai
barrier (hambatan). Disinilah jatidigieseOrang perempuan sedang
diuji, atau hal ini merupakan tantangarbesar buat kaum perempuan
Indonesia yang ingituterjun dalam dunia politik.?! Bagi perempuan
yang mau dan beruaha tegussméfigasah kemampuan dalam karier
politiknya, tidak“pernah ada, istilah “kalah sebelum bertarung”.
Jika sikapyniilitansi“ditunjukkannya, apa yang dicita-citakan akan
bisayterwujud. Sudéh banyak contoh perempuan yang berhasil
mewujudkantcita-cita politiknya berkat kerja kerasnya di pentas
perpolitikan lokal*dan nasional.”

Hal laif yang tidak kalah penting dari keputusan MK yang
dipolemikkan adalah implikasi keputusan tersebut dinilai semakin
fnengerdilkan posisi partai politik dimana keputusan MK hanya
akap mendorong parpol semakin tidak punya peran yang jelas.
Ada dua alasan yang mendasari argumentasi tersebut. Pertama,

2 http:/ /www.mahkamahkonstitusi.go.id / File%20Publikasi/ PENELITIAN %20UILpdf,
diakses tanggal 15 Maret 2011.

2 Fatkhuri, Op. Cit.

2 Mustajab, Ranjau-ranjau Perpolitikan Perempuan, (Al-Hikmah, Jember 2010), 17.
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sistem suara terbanyak dinilai mengkaburkan sistem kaderisasi
yang terjadi ditubuh partai politik. Dengan diberlakukanya sistem
suara terbanyak, maka proses kaderisasi di partai politik menjadi
tidak bermakna. Sebab tanpa proses kaderisasi, masyarakat yang;
punya resources banyak akan mempunyai chance yang besar ufituk
menjadi caleg partai. Kedua, sistem suara terbanyak sama“sekali
tidak mengindahkan ekistensi kader partai yang sudah“berjuang
keras membesarkan partai. Dalam kaitan ini, sistemi hiomor urut
merupakan salah satu bentuk reward partai terhddap, kader-kader
yang telah mencurahkan perhatiannya untuk”iktit membeésarkan
partai. Akan tetapi dengan diberlakukannya(sisté suaraterbanyak,
siapapun bisa menjadi calon legislatif asalkansnfereka‘populér dan
mempunyai uang.”

Menurut pendapat tersebut, keputusan MK merupakan bentuk
ketidakadilan terhadap pengurus parpol yamgselama ini melakukan
pengabdian dan dengan sabar membesarkan parpol mereka. Mereka
beranggapan bahwa sistem suaragterbamyak sama sekali tidak
menghargai dedikasi pengurus yahg telah menghabiskan waktu,
tenaga dan pikitannya tintuk. membesarkan partai.** Asumsi ini
memang benar jikaysistemysttara te€rbanyak yang diputuskan MK
semata-mata hanya dikaitkamn,dengan kepentingan membesarkan
parpol¢ Dalam “sisi 4fij) meméang harus diakui bahwa tidak sedikit
parpol.yang dibesdrkan oleh kader-kader yang sekian lama
mengabdi, sehingga logis jika mereka ketakutan atau merasa
tidak diperlakukanh dengan adil ketika sistem suara terbanyak
yang diberlakukan. Kekhawatiran atau ketakutan ini juga berpijak
pada redlitaé politik di masyarakat yang masih terjangkit penyakit
diskriminasi gender dan politik uang.* Kata Mustajab,” politik
uang masih menjadi realitas kultural di masyarakat. Penyakit
penyimpangan moral ini belum disadari oleh masyarakat sebagai

» Fatkhuri, Op. Cit.

% Tbid

% Alfina Wahab, Op.Cit, 37.
% Mustajab, Op.Cit, 19,
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ancaman besar demokrasi, melainkan diterima sebagai realitas
pertarungan wajar. Dalam kondisi ini keterwakilan perempuan
di ranah legislatif pun bisa terancam, bilamana keberadaan uang
terus saja dijadikan instrumen mempengaruhi pesta demokrasi.

Bagaimanapun keadilan yang mereka dengung-dengungkan
juga akan dijawab dengan isu keadilan dalam kontek yang lebih luas
oleh mereka yang pro keputusan MK. Keadilan dimaksad adalah
keadilan rakyat banyak. Sistem nomor urut dinildi ‘memangkas
kesempatan calon legislatif terutama yang memptinyai nomog,urut
besar untuk bisa melenggang ke gedung DPR maupun DPRD, Jsilah
bentuk ketidak adilan yang dipersoalkan dalaf sistent uput.

Hal tersebut sangat beralasan_sebab skOmposisiymasing-
masing calon legislatif dalam berjuang, meraih stara“tidak sama
satu sama lain terutama bagi mereka yang menduduki nomor
teratas. Bagi mereka yang berada ‘@i nomor, Sepatu, maka sudah
menjadi keniscayaan bagi meteka untuk\berjuang keras agar bisa
mencapai suara 30 persen, atau lebih.,”A\Pérjuangan atau upaya
mendapatkan suaza daxi konstitien“dalam pesta demokrasi di
negara ini bermacam macam. Ada yang melakukannya dengan cara
mengadakan konselidasi kader, ada yang mendistribsikan sembako
ke keluazga miskin, ada yang membagi bea siswa pada anak-
anak miskin, dan sébagainya.”® Dengan putusan MK, bukan tidak
muhgkin setiap kandidat di masa mendatang merasa dituntut untuk
melaktikan banyakjpembaruan strategi perjuangan politiknya.

Dua elemen di‘atas merupakan fenomena trade off dari keputusan
MK ydng “mesti harus diterima dengan legowo oleh berbagai
kalangan. Adapun kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa
Keberadaan partai politik akan semakin hilang, maka keputusan
MK, bisa dijadikan penyemangat partai untuk meraup dukungan
rakyat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian partai betul-betul

mempunya basis konstituen yang kuat.”

¥ Fatkhuri, Op. Cit.
% Mohamad Faisol, Op.Cit, 3.
¥ Fatkhuri, Op. Cit.
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4. Vonis MK, Parpol, dan Perempuan

Selain itu, barangkali yang dilupakan oleh parpol adalah
evaluasi kinerjanya, terutama yang berhubungan dengan komitmen
politik kerakyatan dan kebangsaan, dan problem kaderisasi yang
berasal dari jenis perempuan. Dengan putusan MK, parpol sécard
tidak langsng diperintahkan untuk “menelanjangi” dirinya sendiri/
sudahkah kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan
demokrasi, keadilan, dan keadaban hidup berbangsa,dan‘bernegara,
minimal mewujudkan kesetaraan (keadilan) gender di,negara®ini?

Perkembangan akhir-akhir ini dapat terbaca, bahwa ada*Sikap
keraguan masyarakat terhadap peran Partai"P0litik (Patpol) dalam
konstruksi kehidupan kemasyarakatansdan“kenegaraarn, Keraguan
atau barangkali ketidakpercayaan jitti‘berangkatsdarievaluasi yang
disampaikan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
media massa yang menilai kalau kinerjas/Parpol"belum maksimal
atau masih terjangkit virus KKIN. Parpoltdisimpulkannya belum
menjadi kekuatan politikfakyat danyitasih sebatas menempatkan
rakyat sebagai objeke(kéndaraan) untuk membingkai kekuatan
politiknya Parpol¥® Hal ini dapat terbaca saat penentuan caleg, yang
seringkali tidak.sepi‘dari friksi‘dan bahkan kekerasan, yang kondisi
ini tidak fepas“dari peran parpol, termasuk dalam menentukan
caleg perempuan.Ketika ‘¢aleg yang direkrut dan diajukan atau
dijualnya=melalui, pesta demokrasi tidak mendapatkan respon
publik dengan‘baik/maka parpol adalah pihak pertama yang patut
digugat pertanggungjawaban moral dan politiknya 3!

Butkan putusan MK yang menjadikan keterwakilan perempuan
digpencalegan menjadi terganggu atau terhambat, tetapi keberadaan
parpol*lah yang memegang kunci keterwakilan peran atau
ketetpilihan perempuan di ranah legislatif. Ketika parpol gagal
mencitrakan dirinya atau tidak menunjukkan diri sebagai parpol

% Misbahul Munir, Op.Cit, 95.

3t Ahmad Mdzakir, Parpol Diuntungkan Caleg ataukah Caleg yang Menguntungkan Parpol,
makalah disampaikan dalam diskusi “Peran Parpol dalam Membangun Demokrasi dan
Mengalahkan Dinastiisme”, Malang, 25 Januari 2011, 3.
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berkualitas, maka konstituen akan menghakiminya, diantaranya
dengan cara mengabaikan dan meninggalkannya.

Memang harus diakui bahwa sistem penetapan caleg terpilih
sebenarnya hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi
kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen. Sistem nomor‘urut
bisa saja lebih baik apabila parpolparpol peserta pemilu melakukanp
seleksi caleg secara transparan, partisipatif, dan demokratis, Artinya,
urutan nama dalam daftar caleg disusun atas dasar“kompetensi
dan kualifikasi para caleg, bukan berdasarkan relasi‘personal caleg
dengan pimpinan partai. Akan tetapi, dalam sitdasi‘di mana sebagian
daftar caleg. disusun atas dasar selera subdyektif pimpihan partai,
kedekatan personal, dan kontribusi dana‘para‘caleg \sisten? suara
terbanyak merupakan pilihan terbaik™

Dengan dihapuskannya sistem nemor @irut diganti dengan
suara terbanyak semakin,  menegaSkan=kokehnya demokrasi
konstitusi di tanah air serta seeara tidak langsung telah mengakhiri
“kediktatoran” petinggi-petinggi pazpol\yang selama ini sangat
berkuasa penuh dalam“menentukan figmor urut calegnya.*® Siapa
yang akan menduduki*nomdr urut “terkecil dalam daftar caleg,
kemudian lebih banyak ditenttkah oleh kedekatan personal atau
emosional bahkan pendekatan uang dan jarang sekali karena
pertimbangan kompetensi.*

Keputusan MK{juga akan berdampak positif bagi semakin
tingginya dorengan)calon legislatif untuk mendekatkan diri dengan
Konstitugh dan“masyarakat secara umum. Dengan demikian,
Putusah MK merupakan faktor stimulan bagi terciptanya ruang
kontestasi dan kompetisi antar caleg di internal parpol. Kondisi
ini mengisyaratkan bahwa caleg harus sungguh-sungguh berjuang

% Syamsuddin Haris, “Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen”, Kompas, Senin, 5 Januari 2009.

% Denny Indrayana, “Menegakkan Daulat Rakyat”, Kompas, Selasa, 6 Januari 2009.

3 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22-24/
PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terhadap Kebijakan Affirmativie Action
Keterwakilan di DPRD Propinsi dan Kabupaten se-daerah Istimewa Yogyakarta, 5.
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untuk mendapatkan simpati rakyat. Caleg yang tidak dekat dengan
rakyat, akan dengan sendirinya tidak mendapatkan suara yang
signifikan yang pada gilirannya akan semakin mempersempit
opportunity mereka untuk lolos.®

Pendapat yang mempertanyakan, atau bahkan menélak
putusan MK adalah keniscayaan dan kewajaran dalamiklim
demokratis. Namun, masyarakat harusnya tunduk pada aturan
main bahwa putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga
siapa pun, termasuk parpol, KPU, serta mdsyarakat wajib
menghormatinya.®

Beberapa kali polling dilakukan juga médiasmassa, pahwa «atla
gejala pelebaran reduksi kredibilitas rakyatyang'tidak'semata-mata
dialamatkan kepada eksekutif, tetapi,juga yudikatif dan’legislatif.
Mereka menilai, bahwa tiga lembaga Strategis “milik” rakyat itu
belum maksimal mengabdikan dirinyardtau “membumikan” loyalitas
populistiknya, sebaliknya institusi ity masih “menghambakan”
dirinya menjadi subprdinasi kekwataryParpol. Parpol belum
menunaikan tugas_su€inya melalui, kader-kader terbaiknya
yang disebar di sejumlah institusi strategis untuk menomor-
satukan kepentingan ‘rakyat, ‘dafi Sebaliknya lebih mengutamakan
kepentingan digi dan Rarpoltitu sendiri. Partarungan kepentingan
yang bersifat €kskldsif ‘danl sarat KKN ini diantaranya tampak
saatypenjaringansatad penentuan caleg, yang tidak fair, tidak adil,
dandberpola diskriminatif. Tidak sedikit misalnya dijumpai kader
pérempuan yang=berkualitas, yang disingkirkan atau didrop out
akibatdinilai menjadi ancaman bagi calon-calom lainya.

Daldm tataran itu, posisi parpol tidak ubahnya sebagai kekuatan
yang.membenarkan “sabdo pandito ratu” , yang nota bene Parpol
akhirnya jadi pemegang kunci utama untuk melahirkan dan
menkomoditi fatwa-fatwa pimpinan kekuatan (institusi) politik
yang tidak terbantahkan atau jadi kekuatan monolitik yang bisa

% http:/ /bungfatur.multiply.com/journal /item/12/Implikasi_keputusan_MK_tentang_
sistem_suara_terbanyak, diakses tanggal 18 Maret 2011.
% Denny Indrayana, Op.Cit.
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menentukan “hidup mati”, sehingga loyalitas kader yang berbajukan
kedaulatan rakyat, kinerjanya bukan representasi maksimal
kedaulatan rakyat, melainkan representasi kekuatan parpol.

Oleh kader-kader di tiga lembaga strategis itu, parpol masih
diperlakukan layaknya bos besar atau pemegang kartu mati gang
menentukan karier politik-ekonominya. Barangkali segmen-Segmen
strategis yang kehilangan kecerdasan moral-intelekttialnya ini
merasa miopik jika sampai parpol menggunakan hak privilitasnya,
seperti recalling bagi anggota legislatif dan mosi tidak percaya bagi
yang berkarir di eksekutif.”

Hasil-hasil polling itu dapat dijadikan( sebagai rujdkan meral
dalam menilai kinerja dan diskresi politikyyang dihasilkan parpol.
Sedangkan evaluasi yang sudah dibuat, “perwakilai“=masyarakat
seperti LSM dan pers dapatlah dijadikan sebagai ‘kritik yang bisa
mencerdaskan kinerja parpol. Parpel tidak, bisa’menutup mata
terhadap segala “rapor” yang dihasilkan, melalui LSM dan pers,
sebab mereka ini juga bagian dagiwsuaza ‘riil rakyat, meskipun
barangtkali juga tidak lepas dari*unsur pergulatan kepentingan
(subjektifitas), sementata kehadiran®vonis MK bisa disikapinya
sebagai bagian\dari kritik keras*yang selayaknya menyadarkan
parpol tentang trgensinyaymembangun dan mengembangkan
demokrasi sejak (pripimal)’dari rekrutmen dan pola kaderisasi,
terlebith_dalam menimang hak berpolitik perempuan.

Soal hale perémpuan itu memang bukan hanya menjadi
obyek diskursus=fhasyarakat negara ini. Di sejumlah Negara lain
membeérlakiikan kuota untuk perempuan. Proporsi Keterwakilan
Perempuaw Dalam Majelis Rendah Nasional misalnya: Swedia
42.7/%, Denmark 37.4 %, Norwegia 36.4 %, Jerman 30.9 %, Afrika
Selatan 29.8 %, Mozambik 30 %.38

Bagaimana perempuan Indonesia? perjuangan mengenai
partisipasi perempuan dalam ranah publik telah melewati sebuah

% Misbahul Munir, Op.Cit, 84.
% Veronika S. Ata, Keterwakilan Perempuan Paska Putusan MK, Kompas, 11-Februari 2004,
diakses tanggal 19 Maret 2011.
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sejarah panjang dan lama. Sejak kongres Perempuan I tahun 1928
di Bandung telah disepakati tentang partisipasi perempuan di
dunia politik. Perjuangan ini lebih direspon ketika pemilu 1999
pasca reformasi yang memberi ruang lebih luas kepada perempuar
Langkah maju berikut yakni pada Pemilu tahun 2004. Yang nfana
telah diterapkan sistem affirmative action atau tindakan Khusus
sementara untuk menyertakan perempuan dalam legislatifyminimal
30 %.

Langkah tersebut menuai banyak penolakan dariypartai politik
dan masyarakat. Alasannya bahwa sulit mendapatkan perempdan
potensial. Realita kondisi dan posisi perempwan potefisial yahg
minim dalam ranah publik, berkorelasi pesitifsdengan kenstruksi
sosiokultural yang patriarki dalam, masyarakat.\Sémentara itu
hukum lebih banyak mengakomd@dir kepentingan ‘katim laki-laki.
Menurut feminis legal theory bahwashukumekita eenderung tidak
berpihak pada perempuan Karena hukwm bersifat phallocentris.
Hukum merupakan tatapan kaumeadam“yang meminggirkan
kaum hawa. Karenanya perempuanterdiskriminasi dalam berbagai
dimensi hidup bermasyarakat. Salah satu upaya menjawab persoalan
ini telah diterapkan sistem affirfiiative action untuk memberi ruang
kepada perempuan.”

Memang, “tdealfiyaNparpol, meminjam istilah budaywan
Kuntowijoyo hagus¢mendukung gerakan “politik hati nurani”,
artihya‘berbagai getakan politik di luar gedung dewan dan parpol
Wajib disikapi dehgan kebeningan atau kefitrian hati nurani,
dgar dihamika aspirasi rakyat seperti gugatan komunitas politisi
perempliansyang seringkali mencuat dan mengeksplosi adalah
benat:benar kesejatian suara kedaulatan rakyat. Jerit tangis dan
gejolak tuntutan yang bergema di luar gedung dewan seperti yang
dilakukan oleh komunitas perempuan merupakan amanat yang
wajib diperhatikan oleh parpol, sebab mereka telah mempercayakan
hak kedaulatan kepadanya.

¥ Ibid.
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Tidak gampang memasuki relung kesejatian hidup rakyat.
Rakyat, apalagi yang berasal dari komunitas perempuan akar
rumput (grass root) seringkali juga tidak berani menunjukkan
“bahasa” kesulitannya tatkala berhadapan dengan elit kekuasaan
yang tampilan komunikasi politiknya lebih menonjolkan “bahasa
negara”. Mereka sudah sekian lama hidup dalam kondisi dan
didikan yang menempatkan dirinya bukan sebagai “tuan’ di
negerinya sendiri. Mereka sudah dibiasakan dan dikulturkan dalany
suasana “bisu” dan serba antagonistik, sehingga sintuk ménangkap
dan memahami aspirasinya, kadang-kadang dibutthkan pen@ekatan
istimewa, bahkan kalau perlu “penerjemah” yamg betul-betulsbisa
menerjemahkan aspirasinya. Bagian dari elemen’bangsa dansegara
yang bisa melakukan ini adalah komunitas perempuan;=khususnya
perempuan yang berhasil menjadi anggota déwar

C. KESIMPULAN DAN_SARAN

Putusan yang dijatulikanm oleh MK"d@alam bentuk pembatalan
sebagian isi Undang=undang,Pemily yang mengatur penentuan
calon yang berhak ‘menduduki kursi dewan, bukanlah putusan
yang mendiSKrimindsikan dan‘menghalang-halangi hak perempuan
untuk berébut kursi dewan, akan tetapi justru memberi peluang
lebih terbuka danfegalitarian pada politisi perempuan.

Putusan MK tersebtit juga untuk mengeksaminasi kinerja partai
politik supayatsaat' memilih dan menentukn calon dewan, benar-
bénar didasarkan aspek rasionalitas, profesionalitas, dan aspek
istiméwah lain yang mendukungnya. Konstituen lambat laun akan
mampughembaca dengan cerdas keberadaan kader perempuan
yanig benar-benar punya loyalitas tinggi pada parpol dan negara
dengan kader lain yang kehadirannya bersifat instan dan dibonsai
oleh kekuatan politik tertentu.
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Oleh karena itu, idealnya putusan MK dijadikan sebagai spirit
membangun demokrasi dan keadilan untuk rakyat oleh komunitas
politisi perempuan dan parpol. Kedaulatan rakyat wajib dibuktikan
oleh perempuan dan parpol dengan kinerja maksimal. Perempua
yang terus berupaya menunjukkan kerja atau karyanya di 1.
politik, niscaya akan mampu menghadirkan perubaha
pencerahan bagi diri dan demokrasi di negara ini. Mahatma Gandi

pernah mengingatkan “kepuasan terletak pada usaha, b ada hasil.
Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakK
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Abstrak

Mahkamah Konstitusi/@lalam pdtasaninya Nomor 23-26/PUU-
VIII/2010 telah membatalkan kebetlakyan Pasal 184 ayat (4) yang
mengatur jumlah kuerum.kehadiran dan kuorum persetujuan dalam
pengambilan keputusan difforum rapat paripurna DPR terkait
dengan “us@il*hak menyatakan pendapat. Dalam pertimbangan
hukumny@arMahkamah, Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan
jumlahy kuopm kehddiramdan jumlah kuorum persetujuan sebesar
3/4diganti dengankétentuan pengambilan keputusan berdasarkan
sistemmayoritas sederhana”. Hal ini berdampak pada penguatan
sistermichecksanidhbalances terutama fungsi pengawasan oleh legislatif
terhadap@eksekutif sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh
eksekutif dapat dihindari

Katakunci¢ Kontrol, Kuorum, Pengawasan

Abstract

The Constitutional Court in its decision Number 23-26/PUU-
VIII/2010 have been cancelled the applicability of article 184, paragraph
(4), which regulates the amount of quorum and approval of quorum in
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the decision-making process in the Forum related to the plenary meeting
house “our opinion the proposal on the right.” In its legal considerations,
the Constitutional Court confirmed that the provisions of quorum and the
number of quorum approval of 3 | 4 shall be replaced with provisions in
decision making on the basis of “simple majority”. This has an impach
on the strengthening of the system of checks and balances for the 1ole_of.
legislative control the Executive branch that the abuse of poweby the
Executive branch can prevent.

Key words: Checks And Balances, Quorum, Legislative’Centrol

A. PENDAHULUAN

Konsep bahwa kekuasaan itu tidak boleh ada“gada’satu
tangan, melainkan harus didistribusikany=telah @da.sejak tahun
1688. Konsep ini pertama kali dikenalkar? olel’John ocke melalui
bukunya yang berjudul Twof Treaties of (om), Civil Government.
Menurut Locke, perlu adanya,pémbatasan kekuasaan negara agar
mencegah pemusatan kekuasaan dalam'satu/tangan atau lembaga.
Locke membagi kekuasgan ke dalanmitiga cabang yaitu kekuasaan
legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Menurut
Locke, kekuasaan yudikatif temmasuk kekuasaan menjalankan
undang-undafig,, sedangkan“kekuasaan federatif merupakan
kekuasaan yang berhubumgan dengan masalah luar negeri.'
Selanjutnya, konsep/Lacke ini terus mengalami perkembangan.
Pada“tahun 1748 \Montesque memisahkan kekuasaan negara ke
dalan tigas€abangyaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif
memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, Presiden selaku
eksekgutif memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang
dan)Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki kekuasaan
meéngadili berdasarkan undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini
bertujuan untuk menghindari monarki, tirani dan kesewenangan
dari masing-masing kekuasaan cabang-cabang kuasaan negara.
Berikut pendapat Montesque:

! Muhammad Alim, Trias Politica dalam Negara Madinah, (Jakarta: Sekretariat Jendaral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). 75-77.
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When the legislative and executive powers are united in the same person, or
in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions
[concerns] may rise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical
laws, to execute them in a tyrannical manner...>

Di samping itu, kekuasaan yudikatif juga perlu dipisahKan
dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, karena jika kekwasdan
legislatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif maka hakim
tidak mempunyai kebebasan dalam menyelesaikan tugas judicialnya
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Begitupun
sebaliknya, jika hakim tidak dipisahkan dari Kekuasaan ekéekudtif
maka hakim akan mudah melakukan keKerasan dangbertindak
sewenang-wenang. Berikut pendapat Mentesgile tegkait denhgan
pentingnya pemisahan kekuasaan ywdikatif dipisahkan dari
pengaruh kekuasaan legislatif dand eksekutif.

...there is no liberty, if the judiciary power be not'separated from the legislative
and executive. Were it joined with the legislative, the live and the liberty of
the subject would be exposed to arbitrary comtrolf for the judge would then
be legislator. Were it joinéd tovthe exectitive power, the judge might behave
with violence andOppression.’

Selanjutnya, tiga\cabangikekuasaan negara ini oleh Immanuel
Kant, filsuf yarigadatang kemudian disebut dengan trias politica,
namun isinly ¥berasal.dariJohn Locke dan Montesque.* Setiap cabang
kekuasaan negara inijtiga memerlukan kontrol dari lembaga lainnya
dan, dari semua Kemponen masyarakat. Hal ini menjadi penting
agar tidak #erjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari
masingmasifng cabang kekuasaan negara. Secara kontekstual konsep
pemiSahdn kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945.

Tulisan ini akan membahas mengenai salah bagian kontrol
antar cabang-cabang kekuasaan negara yang bertitik berat pada
fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif terutama pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/ PUU-VIII/ 2010 tentang

2 Daniel E. Brannen Jr, Checks and Balances: The Three Barnces of the American Government,
Penerbit :Thomson. 27.

3 Ibid. 26.

* Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) 294.
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Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Selanjutnya disebut UU 27/2009).

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Hak menyatakan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perpiusyawatatan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pepwakilan Daetah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namn, jumlah Kuorum
hak menyatakan pendapat dalam undap@-undang imi digugat
oleh Pemohon yang mengklaim sebagai ‘perorangan @vagga megara
Indonesia dan perorangan anggota DPR*Ri=Para Pemohon sebagai
warga negara Indonesia dan sebagai, perorafhigan “anggota DPR
mendalilkan bahwa norma ydng\terdapat_dalamyPasal 184 ayat
(4) UU 27/2009 yang menentukan=batasiminimum jumlah quorum
adalah 3/4 dari jumlah%anggota DPRydaw’ untuk pengambilan
keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota
DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR
dapat menggunakan, hak nienyatakan pendapat, telah merugikan
hak konstitusionalnya. Menurut Pemohon sebagai perorangan
warga negarawIndonesia, hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk
berpartisipasi dalam’ pemerintahan negara Indonesia serta hak
untukimelakukanypefnigawasan terhadap jalannya Pemerintahan
berdasarkamypadasprinsip negara hukum, dijamin oleh konstitusi
sedangkanspara Pemohon sebagai perorangan anggota DPR
men@alilkan bahwa hak DPR untuk menyatakan pendapat adalah
hak instittisional DPR karena DPR terdiri atas anggota partai politik
peSerta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum,
sehingga jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu terdiri dari
warganegara yang merupakan anggota-anggota partai politik yang
dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Oleh karena itu
hak institusional DPR itu juga merupakan hak anggota DPR.
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Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi
memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para
Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara
Indonesia dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam,
putusan Mahkamah paragraf [3.5.5] sebagai berikut:

“...Menurut Mahkamah, hak warga negara untuk mengontrol jalannyd
pemerintahan negara tidak serta merta hilang atau beralih kepada‘para wakil
rakyat dengan dipilihnya anggota DPR, DPD, maupunf DRRD. Rakyat
sebagai pemegang kedaulatan yang berhak mengontyolNatau ‘mengaivasi
jalannya pemerintahan negara kehilangan hak konstitusionalnys menyalurkan
aspirasi kepada DPR karena terhalangnya hak DPReselaku leimbagagpertonkilan
rakyat untuk mempergunakan hak menyatakauspendapat akibat terlalu
beratnya syarat quorum maupun syarat persetujuan Anggota DPR untuk
menggunakan hak menyatakan pendapat tersebiit=Dengafrdemikian, menurut
Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) menyebabkan terhalangnya
hak DPR sebagai lembaga perwakilanyakyat untuk wengatwasi Presiden juga
secara tidak langsung menghalangi pelaksandan hak=hnk kedaulatan yang
dimiliki oleh rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan negara;”

Sedangkan kedudukan “hukum “([égaistanding) anggota DPR
dalam mengajukan péngujian undang=undang a quo, dipertimbangkan
Mahkamah daldm, paragraf{3.7] sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkaitNdengan kedudukan hukum (legal standing)
para Pemtohen *sebagai ‘anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah
berpendapat bahwa objectuin litis permohonan para Pemohon adalah Pasal
184-ayair(4) LITR27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah quorum
adalah 3/4 dari jumnlah anggota DPR dan untuk pengambilan keputusan
harus disetwjutvaleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir sebagai
syarat agat secara institusional DPR dapat menggunakan hak menyatakan
pendapnt. Menurut Mahkamah “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan
a, qug_tefkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota
DPR dan tidak merupakan hak warga negara yang lainnya. Dengan kata
lain, DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak tersebut, hanya dengan
persetujuan para anggota DPR yang masing-masing memiliki hak yang
dijamin oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR
di samping memiliki hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat

° Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010,” Bagian Pertimbangan
Hukum”.
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(3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga memiliki hak-hak konstitusional yang
melekat pada hak DPR sebagai institusi. Konstruksi ini menjadi sangat
wajar apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa jabatan anggota DPR adalah
jabatan majemuk yakni jabatan dalam suatu institusi yang keputusannya
harus ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme dan quorum tertentin
Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikudt
memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai niekanisme
kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atauNtidak
dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) CRLLM quo
Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR
yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yangsharus
diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakah pendapat menjadistidak
mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 ginggeta DPR #padahal Jak
menyatakan pendapat adalah dalam rangkaberjalaunya sistens” demokrasi
yaitu check and balance antara lembaga DPR dau PemerintahJikafdemikian
maka tidak akan ada suatu mekanismesyntuk meluruskan jalannya sistem
demokrasi melalui lembaga DPR karena\syarat persetujuan dan quorum
menjadi sangat tinggi (mayoritas mivtlak’yaitu.3/Manggota DPR). Dengan
demikian, dalam kasus ini, posisi amggota DPR berbeda dengan posisi anggota
DPR dalam Putusan Mahkamahy NomorS20/RULI-V/2007, bertanggal 17
Desember 2007 dan RutusamNomor T§HRLR-V11/2009, bertanggal 3 Juni
2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang
hanya dimiliki olehparavanggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah,
para Pemohon'sebagai anggota DPR.khusus dalam permohonan ini memiliki
kedudukan bk “untuk mengajukan permohonan a quo;°

Berdasarkan kedua“peptimbangan hukum di atas maka para
Pemohon baik berkédudukan sebagai perorangan warga negara
Indonesia maupuh sebagai perorangan anggota DPR memiliki
kédudukafi hukum dalam mengajukan permohonan pengujian
Rasal 184 ayat (4) UU 27/2009.

2..~Pokok/Permohonan

Pokok permasalahan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
untuk diuji adalah terkait ketentuan jumlah kuorum persetujuan
hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (4) UU
27/2009. Dalam ketentuan ini disyaratkan bahwa untuk mendapat
persetujuan, rapat paripurna DPR harus dihadiri paling sedikit

¢ Ibid.
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3/4 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota
DPR yang hadir. Padahal pasal 7B ayat (3) yang mengatur tentang
hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan presiden saja, jumlah
kuorum yang disyaratkan hanya 2/3. Bahkan untuk mengdbah.
UUD 1945 hanya dibutuhkan sekurang kurangnya 2/3 jumlah
anggota MPR dan untuk mengubah pasal-pasal UUD» dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + ¥ dari seluruh
anggota MPR. Dengan demikian jumlah kuorum’3 /4 yang diatur
dalam Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 dinilai terlaluntinggi, sehingga
menghalangi kontrol DPR terhadap Presiden. Jikagketenteran
dalam Pasal 184 ayat (4) 27/2009 tetap dipertahankan,makd akan
merusak sistem demokrasi karena kektasaan yang, tafipa kontrol
akan memunculkan kediktaktoran/dan tirani. Apalagi jitka parlemen
dikuasai oleh partainya pemerintah?

Selanjutnya Pemohon I mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 184
ayat (4) UU 27/2009 bertentangan WHD 1945 dan memohon agar
Pasal 184 ayat (4) UU 27%/2009 dibatalkan. sedangkan Pemohon II
mendalilkan bahwa\Rasal 184|ayat (4) UU 27/2009 bertentangan
dengan Pasal. 7B'ayat (3) WUR 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikaksepanjang memenuhi syarat harus didukung sekurang-
kurangnya\2/3 (dua pentigm). dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyiat.yang hadirvdalam sidang paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan
Péerwakilant Rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7B ayat (3)
UUD Jahun,1945.

B/PEMBAHASAN
1.%¢C Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Legislatif

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, fungsi lembaga perwakilan atau
parlemen atau lembaga legislatif di bagi menjadi tiga fungsi, yaitu:
(i) Fungsi Legislasi (legislatif);

(i) Fungsi Anggaran (budget); dan
(iii) Fungsi Pengawasan (control).
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1.1.Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan pertama yang
mencerminkan asas kedaulatan rakyat karena kekuasaan inilah
yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
kewenangan untuk membuat peraturan yang mengikat selusdh
warga negara. Pada pokoknya, fungsi legislatif menyangkut empat
bentuk kegiatan, yaitu:

» Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);

* Pembahasan rancangan undang-undang (law making pretess);

» Persetujuan atas pengesahan rancangam*undang-undang (law
enachment approval);

* Pemberian persetujuan pengikatanpatau satifikasi atas peérjanjian
atau persetujuan internasional/dan, dekumen=dokumen hukum
yang mengikat lainnya (Bindiug op internationdl agreement and
treaties or other legal bindiyg.documents).”

Dalam praktik di Indonesia, fungsi, legislasi masih menjadi
fungsi utama DPR dibandingkah, dengan fungsi anggaran dan
fungsi pengawasamn’

1.2.Fungsi Anggaxan

Fungsi“anggaran DPR diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 yang
menyatakan,

(19, Anggaran peéndapatan dan belanja negara sebagai wujud
dari pemgelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengans/uindang-undang dan dilaksanakan secara terbuka
dangbertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
takyat.

(2) Rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan
Daerah.

7 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT
Bhuana Ilmu Populer, 2007), 161.
8 Ibid. 162.
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(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu.

1.3.Fungsi Pengawasan

Kegiatan pengaturan oleh negara dapat mengurangi hak
dan kebebasan warga negara, membebani harta ataw kekayaar
warga negara dan mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh
penyelenggara negara. Ketiganya perlu dikontrol oleh frakyat
sendiri melalui wakil-wakilnya yang duduk dis]lembagd legislatif
. Apabila tidak dikontrol, maka kekuasaan di_tdngan, pémerintah
dapat terjerumus ke dalam kecendexufigan aldtniahnya yaitu
menjadi sewenang-wenang. Jika dirinciypéngagvasan oleh lembaga
legislatif meliputi:

» Pengawasan terhadap penmetitttan Kebijakan (control of policy
making);

* Pengawasan terhadap pelaksdnaan kebijakan (control of policy
executing);

* Pengawasan teéshadap penganggaran dan belanja negara (control
of budgeting);

» Pengawasan terhadap,pelaksanaan anggaran dan belanja negara

(controlof budgetdmplementation);

» \Pengawasan tethadap kinerja pemerintahan (control of government
perfornaiirices)

", Pengawdsan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of
political gppointment officials).”

Dalam praktik, sebenarnya fungsi kontrol atau pengawasan
adalah fungsi yang harus diutamakan karena pada hakikatnya asal
mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan
rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata “le
parle” yang berarti “to speak” yang berarti “berbicara”. Artinya,

° Ibid. 163.
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wakil rakyat itu dalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan
aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai
lembaga perwakilan rakyat tak ubahnya merupakan wadah, di
mana kepentingan dan aspirasi rakyat itu diperdengarkan dam
diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan,
itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan rakyat, yang
seluruh aspirasinya diwakili.

Selain memiliki tiga fungsi, DPR juga memiliki héak*hak sebagai
cermin dari pelaksanaan fungsi DPR. Hak-hak yang’dimiliki oleh, DRR
yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak ményatakan pendapat.
Hak-hak ini merupakan fungsi pengawasan(yamngydimiliki oleh BPR.

2. Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap EKsekutif
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Semula, dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikenal
“hak menyatakan pendapat”namun daldm praktik ketatanegaraan
di Indonesia, hak menyatakar® pendapatyt€lah dalam berbagai
peraturan perundangafi seperti dalam’ UU 16/1969 tentang
Susunan dan Kedudttkan'™MPR, DPRydan DPRD yang memberikan
hak kepada DPR,untuk mengajukan hak menyatakan pendapat
yang merupakankelanjutan, dari hak interpelasi dapat berbentuk
memorandtm, resolusizdan/atau mosi. Demikian juga UU 2/1985
tentang Perubahaf, UUY16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan
MRRNDPR, dan DRRB¢Ketentuan yang sama ditemukan dalam UU
4/1999 tentang\Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Berbagai Windang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan syarat
minifhwt giorum maupun persetujuan anggota DPR, kecuali hanya
diatur dalam peraturan tata tertib DPR.

Ketentuan quorum maupun persetujuan anggota untuk
menggunakan hak menyatakan pendapat dalam beberapa
peraturan tata tertib DPR tersebut ditetapkan dengan kehadiran
dan persetujuan anggota secara mayoritas sederhana atau paling
tinggi dengan kehadiran dan persetujuan 2/3 anggota (seperti

10" Jbid. 165.
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dalam Keputusan DPR Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI)." Memang
hak menyatakan pendapat DPR sebelum reformasi konstitusi yang
terjadi dalam kurun waktu 1999-2002, tidak diatur dalam konstitusi
karena UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut sigtem
pemisahan kekuasaan (separation of power), melainkan mehganut
sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) sehingga tidak
ada mekanisme kontrol (checks and balances) antar lembaga negara.
Terlebih lagi sistem politik kita ketika itu mengantutisistem politik
yang executive heavy di mana kekuasaan presidén sangat dominafiy?
Selain menguasai bidang eksekutif, presidensmemiliki setengah
dari kekuasaan legislatif yang dalam praktikfiya president juga
menjadi ketua legislatif. Sebuah RUU,yang télah disettijmioleh DPR
jika tidak disetujui oleh presiden tidak dapat diajukan kembali,
begitupun sebaliknya."

Selanjutnya, UUD 1945 setelah perttbahan memuat hak-hak
anggota DPR, salah satunyaadalah hak.ményatakan pendapat selain
hak interpelasi dan_hak,angket. Anggota DPR juga mempunyai
hak-hak lain sepertijhak*mengajukan’pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat'dan halimufitas. Namun hak-hak anggota DPR
yang terkait erat“dengan fungsi pengawasan adalah hak angket,
hak interpelasi*dandrak menyatakan pendapat. Hak-hak ini adalah
wujad dari kontrel tdkyat terhadap jalannya pemerintahan melalui
lembaga perwakilan yang merupakan representasi dari kedaulatan
rakyat. Ketfentuanrtentang hak-hak anggota DPR ini diatur dalam
Pasal 20A UUD 1945 yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki‘fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” dan
ayat/(2) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain

" Ibid.

2 Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Pasal 5 ayat (1) menyatakan, “presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. Oleh karena itu selain
sebagai eksekutif, Presiden juga bertindak sebagai legislatif, sedangkan dalam Pasal 20
UUD 1945 pasca perubahan menyatakan,”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang”.

15 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan
Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 147.
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hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat”.*

Hak menyatakan pendapat inilah yang kemudian
dipermasalahkan oleh Pemohon dan diajukan ke Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 tentang
Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilary
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009).

Sebelum menguji Pasal 184 ayat (4) UU2Z#2009 tethadap WUD
1945, Mahkamah dalam putusannya terlebihsdahulutmemberikan
penafsiran terhadap Pasal 20A dan RasahZ7A dan Pasal 7BUUD 1945
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.17/] sebagai berikut:

... "Menurut Mahkamah, walaupun terdapat\persamaan antara hak
menyatakan pendapat DPR yaug diatuw, dalam) Pasal 20A UUD 1945
dan pendapat DPR dalanmincangka uswbepetnberhentian Presiden danfatau
Wakil Presiden yang ‘diatur dalamiNPasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu
sama-sama dalam ‘xangka pengawasan DPR terhadap Presiden, tetapi kedua
ketentuan tersebut mengandung perbedaan. Pasal 20A UUD 1945, hanya
memberikan_jaminan adanya hak DPR untuk menyatakan pendapat
dengan. tidak disertai batasan apapun mengenai cara serta mekanisme
penggunaan-hak gexsebuts/Hal itu diserahkan pengaturannya dalam

4 Pengertianshak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam UU
27/2009 tentang, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

a. kebijakanipémerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di
dufia imternasional;

b. tindak lanjtit pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

c. dugaanfbahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum
baiksberupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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Undang-Undang. Sedangkan pendapat DPR dalam rangka usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur juga mekanisme pengambilan
keputusannya, yaitu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri
paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikif
2/3 anggota DPR yang hadir. Mekanisme penggunaan hak menyafakau
pendapat berdasarkan Pasal 20A bersifat terbuka untuk diatuw, dalam
tingkat Undang-Undang, sedangkan pendapat DPR yang diatur dalam
Pasal 7B bersifat limitatif...”

Mencermati pertimbangan hukum di apasy Mahkamah
membedakan dua jenis hak menyatakan péndapat, yaifu_hak
menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 20A¢ dan .adk
menyatakan pendapat yang diatur dalam Rasal 7B, DUD#1945.
Fungsi pengawasan DPR yang diatumddlam Pasal=20A bersifat
terbuka sehingga dimungkinkan/pengattirany’lebikh lanjut dalam
undang-undang. Hal ini dapat dilihat-dari Rasal 20A ayat (4) UUD
1945 yang menyatakan, “Ketentuarn “lebih“lanjut) tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak“anggota Dewam, Pefwakilan Rakyat diatur
dalam undang-undang”. Hal inilah yangikemudian melatarbelakangi
lahirnya jumlah kuofem sebesar 8/4 dalam kehadiran dan
persetujuan agar, usul hak memyatakan pendapat diterima yang
diatur dalam PaSab184 ayat (4) UU 27/2009. Selain bersifat terbuka,
Pasal 20A jugabersifat umum (general). Ketentuan hak menyatakan
pendapat diatur Jebil lanjut dalam Pasal 77 ayat (4) UU 27/2009
yang menyatakan,

“Hak wtienyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah halkk DPR untuk menyatakan pendapat atas:

a., Jebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi
diftanah air atau di dunia internasional;

b. “tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

c.  dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran
hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
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Hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal
20A adalah sebagai akibat dari ketiga hal di atas (Pasal 77 ayat
(4) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ UU 27/2009), sedangkan fungsi
pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUR
1945 bersifat khusus (spesific) dan limitatif. Bersifat khusus (spésific).
karena pengawasan tersebut hanya ditujukan jika Presiden, dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelas/maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden dan bersifat limitatif kafenajumlah/dukungan
dan jumlah kuorum kehadiran ditentukan sebésar 2y,3"dan tidak
memungkinkan pengaturan di luag.angka 27/3.

Di samping itu apabila dilihat/dari sistematisasi bab dalam UUD
1945, Pasal 7A dan Pasal 7B diatur dalam BabyIhtentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara yang mengatug tugas konstitusional,
persyaratan jabatan, mekanisme pemilihan dan pemberhentian
serta masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pasal
20A diatur dalam Bab"VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang
mengatur mekanisme pemililani“dan pemberhentian dan tugas
konstitusional'Déwan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu wajar jika
Mahkamahsmeémandangibetbeda terhadap dua ketentuan ini.

Namurr apakah{mekanisme hak menyatakan pendapat yang
diaturdalamyPasaly 20A dengan hak menyatakan pendapat yang
diatur dalam) Pasal 7B adalah berbeda pula. Apabila ketentuan
tentang hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam UU
27/2009 ditermati maka mekanisme hak menyatakan pendapat
dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat
menurut UU 27/2009

a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi.
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Presiden.

c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

[Pasal 77 ayat (4) huruf a,b,dan c]

Hak Menyatakan Pendapat
(Diusulkan oleh minimal 25 orang anggota
[Pasal 184 ayat (1)]

L

Rapat Paripurna
[Pasal 184 ayat (4)]

Pokok yang
dipermasalahkan
oleh Pemohon

N

Laperan Pansus
dibahas di Rapat
Paripurna
[Pasal 184 ayat (4)] Ditolak,
Ketentuan jumlah
\ @ kuorum dan

Laporan diterima, Pendapat

persetujuan sebesar 2/3
[Pasal 187 ayat 4]

LH

Pemerintah terkait dengan :
Pasal 187 ayat (1)

v disampaikan kepada
@ /

Mahkamah Konstitusi terkait
dengan :

a. k‘ebijakan pemerintah atau
mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di tanah air atau di
dunia internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket; atau

dugaan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum...dst
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Berdasarkan mekanisme hak menyatakan pendapat sebagaimana
diatur dalam UU 27/2009, dapat dilihat bahwa hak menyatakan
pendapat lahir karena tiga sebab, pertama, sehubungan dengan
kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi
di tanah air atau di dunia internasional. Kedua, sehubungan defigan
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi. Ketiga, adanya dugaan
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pélanggaran
hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negawa, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupunsperbuatan tercela,
dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi mementihi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga sebabini
harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR dehgan, memuat
materi dan alasan pengajuan usul_pernyataan pendapat. Usul ini
dibahas di forum rapat paripurna dan menjadi hak®menyatakan
pendapat DPR apabila disetujui olehs8/4 jumlah.afiggota DPR dan
disetujui oleh 3/4 anggota DPR yang hadir. Apabila disetujui maka
dibentuk panitia khusus yang terdisi.dati Semua unsur fraksi di
DPR, namun jika tidak disetujui maka‘sul ini tidak dapat diajukan
kembali. Setelah disettjtri, dibentuk panitia khusus yang tugasnya
ditentukan oleh'rapat pagipurfia™Panitia khusus bertugas dalam
jangka waktiypaling, lamaNe0” hari dan setelah menyelesaikan
tugasnya,laporan hasil kerja panitia khusus dibahas dalam forum
rapat pacripurna<Dalémhal rapat paripurna DPR menerima laporan
halhkegja panitia khusus terkait dengan kebijakan pemerintah
atau kejadian ltaf biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia
internaSiondl dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi maka
DPR “mienyatakan pendapatnya kepada pemerintah dan apabila
panitia kKhusus menemukan adanya dugaan bahwa Presiden dan/
atay Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/
atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden maka DPR menyatakan pendapatnya
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kepada Mahkamah Konstitusi. Namun jika rapat paripurna DPR
menolak laporan panitia khusus, maka hak menyatakan pendapat
tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
Penolakan terhadap laporan panitia khusus ini harus disetujui
oleh rapat paripurna dengan kuorum jumlah kehadiran anggota
DPR sebanyak 2/3 dan harus disetujui oleh 2/3 jumlah anggota
yang hadir.

Ketentuan jumlah kuorum dan persetujuan hak menyatakan
pendapat pada tataran “usul” sebesar 3/4 inilah’yang dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 23-26/P¥EU-
VIII/ 2010, bertanggal 12 Januari 2011. Mahkamah menilaisbahtva
ketentuan jumlah kuorum dan persetujuan’hak ‘menyatakan
pendapat sebesar 3/4 dinilai terlalu beratjika dibandingkan dengan
jumlah kuorum dan persetujuan dalam kasus pemakzulan presiden
dan/atau wakil presiden yang mehyaratkan.jdmlah kuorum
kehadiran dan persetujuan hanya 2/3, Pertimbangan Mahkamah
ini termuat dalam paragrafy[3.17.5] gselengkapnya:

..Menurut Mahkainal, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul
menggunakan fgk mefiyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau
Wakil Presiden wtelakukanepelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan
terhadap negaraykorupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatari Jeicela, danfatau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenulii syarat sebagai “Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak boleh
melebihivbatas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD
1945, Bahkfm menurut Mahkamah, pada “tingkat usul” penggunaan hak
menyatakampenddpat, persyaratan pengambilan keputusan DPR harus lebih
ringan dafl persyaratan yang ditentukan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.."

Selghjuthya Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa pada
tatapan,“usul” hak menyatakan pendapat juga harus lebih rendah
pada tataran “hasil” laporan pansus terkait adanya kebijakan
pemerintah dan kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dan
dunia internasional serta tindak lanjut hak interpelasi. Selengkapnya
pertimbangan hukum Mahkamah.

15 Putusan Mahkamah Konstitusi, op.cit.
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...Demikian juga, terhadap usul hak menyatakan pendapat atas kebijakan
Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau
di dunia internasional yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan
hak interpelasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan
pendapat DPR terkait pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah
Konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian Presided yang
ditentukan dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, '

Apabila dalam tataran “usul” hak menyatakast pendapat

saja sudah berlaku ketentuan yang yang membetatkan, hal ini

tentunya akan menghambat keran-keran demoKrasizyang saat ini

tengah terbuka lebar dan pada akhirnya akan melemahkanuféingsi

kontrol legislatif terhadap eksekutif dan ‘merupakan{pelemahan

terhadap demokrasi. Berikut ini tabel ilustrasi yang menggantbarkan

perbandingan jumlah kuorum kehadiran dan jtmlah kuorum
persetujuan antara Pasal 184 ayat (4) UU 27/ 2009 dengan Pasal
7B UUD 1945.

Tabel Perbandifigan Ketentuan, Junilah Kuorum
dalam Pasal 7Bayat (3)"UUP"945 dengan
Pasal 184 ayat (9, UV 27/2009

Paling Sedikit

orang anggota DPR
atau = 66 % dari
anggota DPR

Berdasarkan Berdasarkan
No. Quérum Pasal 7B UUD | Pasal 184 ayat (4) UU
1945 No. 27 Tahun 2009
1, [Kuortum Kehadiran)|2/3 x 560 = 373 3/4 x 560 = 420 orang

anggota DPR atau =
75 % dari anggota
DPR

Kuorum, Persetujuan
Péngambilan
Keputusan

2/3 x 373 orang =
248 orang anggota
DPR atau = 44 %

dari anggota DPR

3/4 x 420 orang =
315 orang anggota
DPR atau = 56 % dari
anggota DPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009
sebagaimana dimuat pada tabel di atas, jumlah kuorum kehadiran

16 Ibid.
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dan jumlah kuorum persetujuan pada pengambilan putusan di
tataran “usul” hak menyatakan pendapat jika 560 anggota DPR
hadir dalam rapat paripurna berarti 3/4 nya adalah 420 orang dan
harus memperoleh persetujuan sebanyak 3/4 dari 420 orang berarti
harus disetujui oleh 315 orang anggota. Ketentuan ini lebih berat/jika
dibandingkan dengan jumlah kuorum kehadiran hak menyatakan
pendapat yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3), yaitu 2/ 3ydari 560
yaitu 373 dan jumlah kuorum persetujuan dalam¢pengambilan
keputusan, yaitu 2/3 dari 373, yaitu 248 orang/Oleh karena, itw,
ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menSyaratkan junilah
kuorum kehadiran dan jumlah kuorum pérsetajuan padastataran
usul menyatakan pendapat adalah sebesar 8/4 dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi karena bertentanigan kontitusi“dan sebagai
ketentuan pengganti pada pengambilan keputusanymengenai usul
menyatakan pendapat berlaku, ketemtuans“mayoritas sederhana”
sebagaimana pertimbangan Wahkamah,dalam paragraf [3.18]
sebagai berikut:

“Menimbang bah@Wasdengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4)

Uu 27/2009 berdasafkan putusan Mahkamah ini, ketentuan persyaratan
pengambilan keputusan mengenai “usul” penggunaan hak menyatakan
pendapat berlakusketentuan mayoritas sederhana”;

Kemudian apakéh yang’di maksud oleh Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya, “berlaku ketentuan mayoritas sederhana” sebagai
ketentuan pefigganti dari Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009. Apakah
yang diméksudkan 50 + 1 atau 2/3. Menurut Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, “mayoritas sederhana” diartikan suara terbanyak
diantatd berbagai pendapat yang berbeda.”” Misalnya ada tiga
Opsifdalam sebuah pengambilan keputusan A memperoleh suara
35 persen, keputusan B memperoleh suara 30 persen, keputusan
C memperoleh suara 20 persen, dan 15 persen lainnya abstain
atau tidak menyatakan pendapat, maka 35 persen yang menjadi
sebuah keputusan.’”® Dengan dipermudahnya ketentuan pengambilan

7 http:/[www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/12/brk,20110112-305848,id.html
8 http://politik. kompasiana.com/2011/02/09/pemakzulan-dan-intrik-2014/
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keputusan dalam tataran usul menyatakan pendapat oleh Mahkamah
Konstitusi, tentunya semakin memperkuat mekanisme kontrol
(checks and balances) dan fungsi pengawasan legislatif terhadap
eksekutif. Dengan demikian peluang penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power) oleh eksekutif semakin kecil.

C. KESIMPULAN

Penguatan terhadap mekanisme kontrol (cheeks artd, balanges)
antara cabang-cabang kekuasaan negara mutlakidiperlukan/dalam
sebuah negara demokrasi yang berdasarkafi hukem (#omokragi).
Penguatan ini diperlukan agar peluang terjadinya penyaldhgunaan
kekuasaan (abuse of power) oleh setidp=eabang kekuasaan negara
dapat dikontrol dan dihindari. $étiap, cabang~kekwasaan negara
mempunyai mekanisme kontrgl sendiri terhadap lembaga lainnya.
DPR sebagai kekuasaan le@islatif,mempunyai tiga fungsi yaitu
fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Selain
memiliki tiga fungsi, BPR juga memuiliki*hak-hak sebagai cermin
dari pelaksanaan fanigsi, DPR. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR yaitu
hak angket, haklinterpelasis,dan_hak menyatakan pendapat. Hak-
hak ini mertpakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR atas
kebijakan, yang ‘dibuatteksekutif maupun karena adanya kejadian
luar biasa di dalami negeri maupun dunia internasional atau adanya
dagaan korupsi dan perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh
Présiden dam ‘Wakil Presiden. Hak ini perlu diatur sedemikian
rupa agamtidak melanggar konstitusi. Ketentuan jumlah kuorum
kehadirafi dan jumlah kuorum pengambilan keputusan sebesar 3/4
dalam wusdl hak menyatakan pendapat dibatalkan oleh Mahkamah
Renstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan
bahwa ketentuan pengambilan keputusan yang mensyaratkan
jumlah kuorum kehadiran dan jumlah kuorum persetujuan sebesar
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3/4 diganti dengan ketentuan mayoritas sederhana. Ketentuan ini
dinilai oleh Mahkamah memudahkan kontrol dan memperkuat
fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif. Dengan demikian
DPR sebagai cermin dari kedaulatan rakyat dapat secara efekt\

mengawasi jalannya pemerintahan. 6

&
\\;
&Q/@
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Abstrak

Pemilihan Umum,sebagai sarand “mewujudkan cita-cita
demokrasi tidak sefitata mata menentukan siapa yang akan duduk
di parlemen melainkah harus dapat merepresentasikan kedaulatan
rakyat. Namun, \pada Pemilhafi"Umum 2009 yang lalu mulai
diberlakukan ‘ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen.
Ketentuanyiniintercantumidalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 tentangRemilihan Umum yang menyatakan bahwa
pactaipolitik pesegtaPemilihan Umum harus memenuhi sekurang-
kuranghya 2,5ypersén suara dari jumlah suara sah secara nasional
ufituk dijkutsertakKan dalam penentuan perolehan kursi Dewan
PerwakilamRakyat (DPR).

Reinstersebut mendapat banyak reaksi dari masyarakat yang
kufang setlju terhadap ketentuan tersebut karena menilai ketentuan
parlicmentary threshold berpotensi membatasi hak politik warga
negara. Selain itu, penerapan parliamentary threshold di tingkat
bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada
calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi parliamentary
threshold, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa permohonan judicial review terkait
ketentuan parliamentary threshold ke Mahkamah Konstitusi.
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Maka relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan
Pemilihan Umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari
mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan
parliamentary threshold. Syarat untuk menentapkan ambang batas
tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat
sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indoriesias
Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh
anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPRy, JikayHal
tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest jgolitikeuntule
memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi
anggota parlemen.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Pemilihgh Umum, demokratis

Abstract

General Election as a means_to realize the ideal of democracy does
not merely aim to determine who willsget thespesitionsin the parliament
but it also should represent thesovereigntiy, of the people. In the 2009
General Election, however,Nparliamentary \hreshold was prevailed and
implemented. This regulationNs included™on» Article 202 The General
Election Act numbexgkQ/2008 which statedwthat political party of General
Election participaut muSt fulfil at least an amount of 2.5% of total valid
national vote_to beNineluded i the=vepresentation determination of the
House of Representative.

A mumber~of Indonesiangpeoples objected the rule. This is because
parliamentaty thresheld deemed to be potentially demolished the political
right of the people. Bestdes, the implementation of parliamentary threshold
ingbottom levelcongidered to have some potential horizontal conflict
because, far example, if someone voted as a selected candidate but they
do notfulfil'the parliamentary threshold, this particular candidate cannot
obtaimasSeatpin the parliament. This can be seen in the petition of judicial
véview togthe Constitution Court regarding this parliamentary threshold
regtilation.

It can be concluded that the relevance of parliamentary threshold
to democratic General Election execution can not be separated from the
mechanism and reasons in determining the the amount of threshold
numbers in said rule. Requirement for determining the threshold is not
merely based on a reason to strengthen presidential system chosen by the
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Indonesian people. In this case, the people’s voice should not be represented
merely by the parliamentary number having position in the House of
Representative. If this happens, then there will be some concerns of the
emergence of political interest to strengthen the position of a particular
political party in the parliament.

Keywords: Parliamentary Threshold, General Election, Democratic

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, polemik tertang
penyederhanaan partai politik kembali men€uat ke permiukaan.
Terakhir, yang menjadi materi perdebatan“addlah soal, keténtuan
parliamentary threshold. Ketentuan ambang batas,perolehan kursi
parlemen itu tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umupf. Pasal”itu menyatakan
bahwa partai politik peserta Pemilihah, Umum harus memenuhi
sekurang-kurangnya 2,5 pérsen suafa dasijjumlah suara sah secara
nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi
Dewan Perwakilan Rékyat (DPR).

Sebanyakwll\partai pelitik peserta Pemilihan Umum 2009
mengajuléan, judicial régiew Kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Politik ini mefilaikeéténtuan parliamentary threshold berpotensi
membatasiFhak pelitik warga negara. Namun, MK menolak judicial
review, Ketenttan itu. Memang sulit untuk tidak mengatakan
bahwa reficapa pengajuan uji materi itu sangat terkait erat dengan
kepentinganyjangka pendek ke-11 partai politik tersebut. Padahal,
semestiftya/proses pengembangan demokrasi harus diletakkan dalam
kerattgka kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu memperkuat
sistém pemerintahan presidensial. Karena menurut beberapa pihak
sistem pemerintahan presidensial hanya akan dapat berjalan efektif
jika didukung oleh sistem multipartai sederhana.

Menurut Sutradara Gintings dan Ryaas Rasyid dalam jurnal
Legislasi Indonesia yang ditulis oleh Agung Gunandjar Sudarsa,
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parliamentary threshold merupakan syarat ambang batas perolehan
suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Perhitungannya
dilakukan setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik
diketahui seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah suara secara
nasional. Ketentuan tersebut baru diterapkan dalam Pemilihan
Umum 2009 dengan dirumuskan secara implisit dalam Pasal 202
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah;
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'.

Ketentuan tentang parliamentary threshold atau ambang bétas
bagi partai politik untuk dapat mendudukkan anggotanya”di
parlemen menuai pro dan kontra. Memahg pada umumnyad, baik
DPR maupun pengamat berpandangan bahwa parliauiertary threshold
secara teoritis baik. Namun dari dinamika yang berkembang terkait
dengan tingkat kesadaran budaya“pélitikemasyarakat tampaknya
gagasan ini akan mengalami Kendala.

Penerapan parliamentary threshold\dinilai beberapa pihak
bisa memasung prosestdemokrasi, yang baru berlangsung sejak
reformasi 1998. Penesapan parliamentary threshold juga dinilai tidak
mengakomodasi| kepentingan Seltiruh komponen potensi politik
bangsa. Menurtt pengamat politik dari Institute Development
for Logal Rarliament*(IDELP) Agustinus Tamo Mbapa, di Jakarta,
Selasa (23/10), dikudtirkan penerapan parliamentary threshold pada
Pemilthan Umum 2009, akan membawa implikasi buruk terhadap
proses demokrasi®.

Pefierapan parliamentary threshold di tingkat bawah mempunyai
potensi’” konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih
tetapi_karena tidak memenuhi parliamentary threshold, akhirnya
calen terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen. Misalnya Jumlah

! Agung Gunandjar Sudarsa, “Sistem Mutipartai di Indonesia”, (http:/ / www.djpp.depkumham.
go.id/HTN-dan-PUU/ 83-sistem-multipartai-di-indonesia.html), diakses pada hari Senin,
tanggal 4 Januari 2010, Pukul 10.44 WIB.

2 Frederich Batari, “Pro Kontra Sistem Parliementary Threshold”, (http://friederichbatari.
blogspot.com/2007/11/ pro-kontra-sistem-parliamentary.html), diakses tanggal 11 Januari
2010.
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Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 100.000.000
orang pemilih dan dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan
hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara
secara benar adalah 70 % dari DP4), sehingga suara sah nasional
menjadi 70.00.000 suara (pemilih). Berdasarkan data tersebutsbila
suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari
suara sah nasional atau sebesar 1.750.000 suara, maka parpoltersebut
tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemiilihan (dapil)
manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan
lagi dalam penghitungan kursi DPR. Walaupun‘meteka mempuayai
calon terpilih dengan suara terbanyak bahkdn dengan jusfilah sudra
melebihi bilangan pembagi pemilih, calon‘tersebut tetap tidak bisa
duduk di parlemen.

Wacana parliamentary threshold secara teoritik itu bagus karena
bertujuan untuk memastikan suarawyangdiperoleh partai politik
hasil Pemilihan Umum. Namun, kondisi masyarakat Indonesia
yang masih pluralistik dam,tingkatekesadaran politik masyarakat
yang masih sedang befkembang “perlu mendapatkan perhatian
yang serius.

Berdasarkan latar'belakang tetsebut, dapat dirumuskan sebuah
permasalahan ‘pengaturan paxliamentary threshold dan relevansinya
terhadap pelaKsanaamypemilu yang demokratis.

B. /KONSEP ‘PARLIAMENTARY THRESHOLD

Ketentuah tentang parliamentary threshold di masing-masing
negard umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis
negara terSebut berdiri. Tidak ada besaran resmi bagi suatu negara
mefigefiai penerapan parliamentary threshold. Beberapa referensi
mengenai parliamentary threshold dibeberapa negara menunjukkan
variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan
parliamentary threshold, tidak ada batas mutlak bagi setiap negara.
Batas mutlak ini tidak membubuhkan adanya suatu keharusan bagi
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setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim ada adalah

terdapat pengecualian dari mekanisme parliamentary threshold’

Di Indonesia parliamentary threshold merupakan syarat ambang
batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemefy
Jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai pglitik
diketahui seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah suara“secara
nasional. Ketentuan tersebut diterapkan dalam Pemilihan Umum
2009, ketentuan tersebut dirumuskan secara implisit ‘dalam Pasal
202 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentanggPemilihan Umtim
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ‘Perwakilan Daefah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Adaptm bunyi dari pdsal
tersebut adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umtim harus meméfahi ambang
batas perolehan suara sekunang-Kurangdya 256% (dua koma
lima perseratus) dari jumlah strafa sahmseeara’ nasional untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) tidak berlaku
dalam penentuan perolehan Kursi\DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten /kota,

Sedangkan diNbeberapa‘negdfa menerapkan ambang batas
penempatan anggota parlemen oleh partai politik sangat bervariasi
dimulai dari ahgka2¥, Sapipai dengan 5% angka angka tersebut
tidak \dapat digjeddskan dari mana perolehannya yang pasti
angka ‘tersebuit telah disepakati oleh parlemen yang merupakan
perwujudan dari*kehendak rakyat.

DjiIndenesia penetapan angka 2.5% tersebut dinilai oleh
beberapa gpihak dalam hal ini anggota partai politik adalah
inkonstitusional (tidak sesuai dengan konstitusi).

% Council of Europe, State of human rights and democracy in Europe, (Strasbroug: Council of

Europe, 2007), h.166 dalam fadila isnan dkk http:/ /reformasihukumindonesia.blogspot.
com/diunduh 24 Maret 2011 pukul 11.00 WIB

* Agung Gunandjar Sudarsa, “Sistem Mutipartai di Indonesia”, (http:/ / www.djpp.depkumham.
go.id/HTN-dan-PUU / 83-sistem-multipartai-di-indonesia.html), diakses pada hari Senin,
tanggal 4 Januari 2010, Pukul 10.44 WIB.
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Mereka adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai
Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),
Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyataft
(PNBK) Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai
Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI),»dan Partai
Merdeka, serta calon anggota DPR peserta Pemilu 2009 dan anggota
Parpol peserta Pemilu 2009.

Para Pemohon dalam permohonannya niengajukan, (baha
Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal, 206, Pasal’207, PaSal
208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomox 18Tahun'2008 téntang
Pemilihan Umum Anggota Dewan.,Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan (Perwakilan Rakyat Daerah (UU
Pemilu) inkonstitusional (bertetangan=dengamKonstitusi)

Dalam Proses persidangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan
salah satu dari pemohon dinyatakanwtidak memiliki kedudukan
sebagai legal standing dalam perkara No. 3/PUU-VII/2009 karena
tidak menunjukkan'bukti kartu keanggotaan partai politiknya.

Dalam Putusamyyang dikeludtkan oleh Mahkamah Konstitusi
tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat
menentukan/ambangbatas sebagai legal policy bagi eksistensi partai
politik..baik berbentuk/ electoral threshold maupun parliamentary
threshold. Dalam ‘pertimbanagn putusan tersebut diuraikan
“Kebijakant sepertiini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik
penyedérhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-
Undang” testang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik
yang.terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-
pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi,”

Sedangkan Mengenai berapa besarnya angka ambang batas,
menurut Mahkamah Konstitusi, adalah menjadi kewenangan
pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh
dicampuri oleh MK selama tidak bertentangan dengan hak politik,
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kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.” Namun dalam Putusan tersebut
diuraikan pula dissenting opinion dari Hakim Konstitusi lain yang
memiliki pandangan yang berbeda mengenai penetapan besaran
angka electoral threshold maupun parliamentary threshold.

Menurut pandangan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Pasal
203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU
10/2008 tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan
tidak mempertimbangkan secara cermat norma-nofma, jiwa, dan
semangat konstitusi dalam UUD 1945, yang justtu ‘harus menjadi
sumber legitimasi dari seluruh produk perupdangundanganyang
dibentuk. Kebijakan yang dianut juga jelassbersifatfcoba-eoba,
yang merupakan perubahan atas Undang=¥ndang, Nomior 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DewatrPerwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewdn Perwakilan Rakyat
Daerah yang menggunakan, electoral*threshold ‘sebagai mekanisme
penyederhanaan partai, yangtbelum sempat/ diterapkan sebelum
kemudian beralih kepadayparliamentarin threshold dan sejumlah
threshold lainnya. QOleh\karenanya, tidak dapat juga dielakkan
timbulnya kesan yang'ktiat bahwa kepentingan-kepentingan sesaat
sangat berpengatuh,pada kebijakati yang dilahirkan, dan tidak diuji
secara keras kepada prinsipsprinsip konstitusi, yang seharusnya
wajib dipatdhi”dap dilindungi serta diwujudkan oleh pembentuk
Undang-Undang, (olligation to protect, to guarantee and to fulfill).

Ketentuan pawliamentary threshold 2,5% (dua komalima
perseratus) dari jémlah suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam” penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh
mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakanoleh
takyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak
dijadikan tolok ukur untuk DPRD. Hal demikian dilakukan dengan
dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada
di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil.

5 Risalah Sidang MK Perkara No 3/PUU-VII/2009 Perihal UU No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945
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Sedangkan dissenting opinion yang lainnya muncul dari Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar. Beliau menyatakan Bahwa UUD 1945
telah meletakkan “prinsip kedaulatan rakyat” menjadi “prinsip
utama konstitusi” dan sekaligus menjadi “moralitas konstitusi%
yang tidak hanya memberi semangat dan warna serta pengdruh
dalam menentukan berbagai bentuk perundang-undangan dibidang
politik melainkan juga memberikan “sifat dan warnasteégsendiri”
kepada bentuk pemerintahan;Pemilihan umum sébagai sarana
demokrasi dalam rangka mewujudkan “prifsip, kedaulatan
rakyat” haruslah diletakkan kepada besarnya Suata pilihan(rakyat
terhadap wakil yang dipilihnya. Adapun blesarfiya mandap rakyat
yang diberikan kepada calon yang dipilih“mendnjukKan tingginya
legitimasi politik yang kuat kepada ‘ealon yang\béfsangkutan,
sehingga dengan diperolehnya legitimasi yafng kawat®dari rakyat
tersebut dengan sendirinya mempérkuat akuntabilitas yang akan
lebih mudah mengagregasi kehendal, rakyat yang diwakilinya;
Alasan penyederhanaan partai agar memperkuat sistem presidensill
ini menurut Akil adalalah bertentangan dengan UUD 1945 dan
seharusnya dinyatakan tidak memipunyai kekuatan hukum
mengikat. Karena ‘dengamalasan tersebut diatas memiliki akibat
terjadinya,_peslakuan yang, tidak sama serta menimbulkan
ketidakpastian hukumy(legaldincertainty) dan ketidakadilan (injustice)
yang,bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Qleh karéna itw, prinsip yang terkandung di dalam Pasal
22E ayatA1))UWUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum
bérkualitas¥dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar
prinsipgentokrasi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Karus.menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan

umuam.

C. ANALISIS PEMILU YANG DEMOKRATIS

Salah satu asas dalam negara hukum adalah asas legalitas, yaitu
bahwa tanpa adanya dasar aturan (Undang-Undang) yang mengatur
lebih dulu tentang suatu hal maka dalam konteks penyelenggaraan
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pemerintahan, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tugas
dan wewenangnya bahkan menyalahi aturan yang telah ada. Asas
legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan
negara hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk
Undang-Undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetdjuan,
dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan
rakyatnya. Negara hukum sendiri menuntut agar penyelénggaraan
negara oleh pemerintah harus didasarkan atas Undang,— Undang
sekaligus dengan memberikan jaminan terhadap’hak dasar rakyat
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasat. Menurut Sjaehtan
Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkamduet intégral secara
harmonis antara paham kedaulatan hukum, dan’ paham kedaulatan
rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku ‘pildt=pilar, yang
sifat hakikatnya konstitutif®.

Kata demokrasi berasal [dari*bahasasYunani, merupakan
penyatuan dua kata yaitu demos dam kgatos. Yang mana demos
mempunyai arti rakyaphdan krates/krafein mempunyai arti
kekuasaan /berkuaga. Jadi bila diartikan,dari segi bahasa, demokrasi
mempunyai artiyrakyat Yang berkuasa atau government of role by the
people yang bisa diartikan dalam Bahasa Indonesia kurang lebihnya
yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dalam pemerintahan
di suatu negara yangisebenarnya berkuasa adalah rakyatnya, yang
mana rakyat melalti{perwakilannya yang dipilih melalui Pemilihan
Umunmbymenjalankan pemerintahan di suatu negara dengan cita
menuju Kesejahteraan rakyatnya, sehingga pantas kalau model
pemegpintahan ini disebut sebagai pemerintahan dari rakyat dan
untukifakyat.

Konsep demokrasi ditumbuhkan pertama kali dalam praktek
negara kota di jaman Yunani dulu yaitu di negara kota Athena (50
SM - 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles seorang negarawan
terkenal Yunani pada saat itu dari Athena, mendefinisikan demokrasi
dengan mengemukakan beberapa kriteria:

¢ Ibid. 78.
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(1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh
dan langsung;

(2) Kesamaan di depan hukum;

(3) Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat
keinginan, dan pandangan;

(4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi
untuk memenuhi dan mengekpresikan kehidupan individual.

Dalam jaman yang sama, juga ada tokoh pemikir yang turut
menjadi peletak dasar bagi pengertian demokrasigDiantaranyasyaitt
tokoh yang bernama seperti Plato, Aristoteles; Polyibius, [ieeto’,

Perkembangan selanjutnya, istilah, deffiokrasi merngalami
perkembangan yang dinamis dan petgeséran ke aralh mOderen
pada masa kebangkitan kembalisdan ‘*enaisauee/pencerahan di
eropa. Pada masa ini ditandai dengan kemunculan pemikiran-
pemikiran besar tentang hubungan antaraengudsa/negara dengan
rakyat. Antara lain adalah,pemikiran baguzang provokatif tentang
kekuasaan dari Niccole MaehiavelliN(152721569 ), serta pemikiran
tentang kontrak sdsial dan pembagian kekuasaan dari Thomas
Hobbes (1588-16%9),\John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-
1755), Jean Jacques Rousseaw, (1712-1778) (Hartoyo, 2004: 16).
Pemikirari®pemikiran frang brilian inilah yang telah memberikan
sumbahgan(pada perkembangan konsepsi demokrasi yang masih
tetap'bertahan pada masa sekarang yaitu di abad dua puluh satu ini.
Pemikiran -pemikiran ini mempunyai kerangka teoritik yang kuat
karena dengan melihat secara tepat realitas di lapangan, sehingga
aktual’dan Bertahan lama sebagai konsep demokrasi yang ideal,
walaupuntidak menutup kemungkinan akan dapat digantikan oleh
pentikiran yang lebih maju karena ilmu yang mengkaji demokrasi
ini terus dikembangkan sampai sekarang dan disesuaikan dengan

jamannya.

7 Hartoyo, Analisis terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Ditinjau Dari Sistem Demokrasi Gramedia Jakarta
2004, 16.
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Dari berbagai kesimpulan yang muncul dalam studi istilah
demokrasi dapat disimpulkan bahwa demokrasi akan senantiasa
tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas
kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana
pula demokrasi didefinisikan. Salah satu hasil akomodasi
pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan
masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung
rakyat dalam formulasi kebijakan oleh model pérwakilan. Secasa
fungsional, posisi dan peran penguasa atau negarajuga mengalami
pergeseran ke arah posisi dan peran serta_yang lebil besar=dan
menentukan.

Demokrasi dalam pengertian sebagai sebuah ide“pelitik yang
menjabarkan permasalahan di atas, secata jelasdiuraikan oleh Robert
A. Dahl dalam studinya, ia, mengajakansdimasksiteria demokrasi
sebagai sebuah ide politik yaitu:

(1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif
yang mengikat;

(2) Partisipasi efektif; yaitu kesempatan yang sama bagi semua
warga negatazdalam, p10seés” pembuatan keputusan secara
kolekdif;

(3) Pembeldan”kebéfiaran,yaitu adanya peluang yang sama bagi
setiap, orang, untuk/ memberikan penilaian terhadap jalannya
proses politik dan pemerintahan secara logis;

4) Kontr©Ol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuatan
eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang
hartis dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan,
termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau
lembaga yang mewakili masyarakat;

(5) Pencakupan, yaitu terliputnya semua masyarakat termasuk
orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam definisi diatas bahwa Dahl lebih mementingkan
keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya
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pengawasan terhadap kekuasaan, dan jaminan persamaan perlakuan
negara terhadap semua warga negara sebagai unsur — unsur pokok
demokrasi ®.

Lyman Tower Sargent juga memberikan definisi terhadap
demokrasi yang berada pada lingkup pengertian yang hampir sdmas
Menurut Sargent, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanyagpeérsamaan
hak diantara warga negara, adanya kebebasan danfkeémerdekaan
yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh*warga negara,
adanya sistem perwakilan yang efektif, dah akhirnya adafiyia
sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya¥prinsip’ketentdan
mayoritas’. Tokoh lainnya yang mempunyai’pemikiran _sejalan
dengan Dahl adalah seperti April Carter, William“Ebenstein, dan
Edwin Fogelman. Pendefinisian demoKkrasi oleh Carter dilakukan
secara ringkas, padat, jelas sebagai*Wasil kesimpulan dari uraian
panjangnya pendefinisiannya dalam™kalimat pendek yaitu
“membatasi kekuasaan”. SementaragEbenstein dan Fogelman lebih
melihat demokrasi sebagai penghatgaan atas sejumlah kebebasan
tertentu yang dilakukan*oleh setiap orang dalam mengekpresikan
diri dan lingkungannya.

Sedangkamypemilihan umum adalah sebuah sarana untuk
mewujudkan Démokfasi hards menjalankan ide politik tersbut dalam
pelaksanaannya. Sehingga pemilu yang Demokratis itu tidak semata
mata, menent@kan siapa yang akan duduk diparlemen melainkan
pemilihandimum*yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat.
Oleh sebabitu pemilihan umum harus dilaksanakan secara efektif
dan efisien Perdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
danjadil sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum pada prinsipnya
adalah Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, melakssanakan hak

8 Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol Rajawali Per
Jakarta, 10 - 11.

° Lyman Tower Sargent, Ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif Airlangga
Jakarta 1987, 50.
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warga negara dan menjadikan peralihan kepemimpinan pemerintah

berjalan dengan tertib, aman dan damai.

Berkaitan dengan pola pengisisan keanggotaan Lembaga

Perwakilan Rakyat, maka Pemilihan umum dalam menentukan

anggota-anggota di Lembaga Perwakilan Rakyat dapat digolongkan

ke dalam dua sistem yaitu'":

1).

2).

Sistem Pemilihan Organis

Menurut Wolhoff, sistem pemilihan organi§ i dilandasi

oleh pokok pikiran bahwa:

a).

b).

€)!

Rakyat dalam suatu Negara dipandang Sebagai_sejuarilah
individu yang hidup bersama dalamy beran€ka ragam
persekutuan hidup seperti genealegis(keluarga)itefitorial
(daerah), fungsional spesialisN(cabang industri), lapisan
lapisan social (buruh, tani) dan lemibagaslembaga sosial
(LSM/ORNOP).

Persekutuan — persekutuan hidup inilah yang bertindak
sebagai pengendali, hak pilih., Actinya yang mempunyai
kewenangan atau hak “untuk mengurus hak pilih.
Artinya, yang' miempunyai kewenangan atau hak untuk
mengutus wakil-wakilnyaduduk sebagai anggota Lembaga
Perwakilan Rakyat adalah Persekutuan — persekutuan hidup
tetsébtit.

DRartai axtai/ politik dalam struktur kehidupan
kemasyarakatan seperti ini tidak dibutuhkan keberadaannya.
Hal ini diSebabkan mekanisme pemilihan diselenggarakan
dan, dipimpin sendiri oleh masing-masing persekutuan
hidtp tersebut

Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut Wolhoff, sistem pemilihan mekanis berpangkal

tolak dari pemikiran bahwa:

a).

Rakyat di dalam suatu Negara dipandang sebagai massa
individu-individu yang sama.

10 Nikmatul Huda, “Politik Ketatanegaraan Indonesia”, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003),

271-273.
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b). Individu-individu inilah yang bertindak sebagai pengendali
hak pilih aktif.

c). Masing- masing individu berhak mengeluarkan satu suara
dalam setiap pemilihan untuk satu Lembaga Perwakilaf
Rakyat.

d). Dalam Negara liberal mengutamakan individu- individu
sebagai kesatuan otonomi dan masyarakat dipandang
sebagai kesatuan otonomi dan masyarakdt ‘dipandang
sebagai suatu kompleks hubungan —shubungan antar
individu yang bersifat kontraktual. Sedangkan difdalam
Negara sosialis komunis lebih méng@tamakaf tetaliteit
kolektif masyarakat dan mengecilkansperanan ‘mdividu-
individu dalam totaliteit kolektif ini.

e). Partai politik atau organisasi politik beérperan dalam
mengorganisir pemilihy*sehingga.€ksistensinya
(keberadaannya) sangat, diperlukan, baik menurut sistem
satu partai, dua pagtai ataupun tultipartai.

Sedangkan sistem pemilihan mekanis ini biasanya dilaksanakan

dengan dua sistem pemilihan jumum, yaitu:

a). Sistem Distrik

Sistem, pemilihan distrik,adalah suatu sistem pemilihan yang
wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang
jutalahnya sama dengédn kursi yang tersedia diparlemen. Setiap
distrik pemilihan hanya memiliki satu orang wakil dari calon-calon
yang diajukah oleh masing-masing partai politik atau organisasi
peserfa Pémilihan Umum. Oleh karena itu, sistem ini biasa disebut
“single-member constituency”. Pihak yang menjadi pemenang atau
calén terpilih adalah adalah pihak yang memiliki suara mayoritas
dalam distrik tersebut ".

" Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 180.
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b). Sistem Proporsional

Penulis akan menguraikan sistem pemilihan proporsional
karena dilihat coraknya pemilihan umum di Indonesia lebih
mengarah pada sitem ini. Sistem Proposional adalah suatu sistem
pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikam
kepada partai-partai politik (organisasi Peserta Pemilihan Umum)
sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai
politik atau organisasi Pemilihan Umum yang bersdngkutan. Oleh
karena itu, sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem
berimbang” 2.

Sistem representasi proporsional atatt jpopuder dis€but
proporsional atau perwakilan berimbang“adalah metede transfer
suara pemilih ke kursi di parlememysesuai_deéngah proporsi
perolehan suara pemilih. Dibanding dengan sistem distrik, sistem
proporsional lebih banyak digunakafi olelrfiegaranegara di dunia.
Pertimbangan utama negara-negara yangymempergunakan sistem
ini biasanya berangkat daritkeberatafetechadap sistem distrik yang
tingkat disproporsienalitasnya sangat“tinggi. Sistem proporsional
hanya bisa diterapkafi untuk pemilihan suatu badan atau lembaga
yang jumlahganggotanya éuktip banyak. Ini berbeda dengan sistem
distrik, yang bisa digumakan untuk baik untuk pemilihan parlemen
maupin wakil tunggal.

Cara=kerja Sistém gsepresentasi proporsional adalah pertama,
menentukan ‘alokasi jumlah kursi pada satu distrik atau daerah
pemilihafh. Dalam sistem Representasi Proporsional, daerah
pémilihap inj lazimnya menggunakan dasar wilayah administrasi.
Didndénesia pada pemilihan parlemen nasional, daerah pemilihan
didasarkan pada wilayah propinsi. Misalnya berapa jumlah kursi
yang disediakan untuk daerah pemilihan Jawa Timur, Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dst. Jumlah kursi di masing-
masing daerah biasanya tidak sama karena didasarkan pada jumlah
penduduk di wilayah masing-masing. Kedua, menentukan besarnya

12 Ibid. 181.
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kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan partai
politik agar mendapatkan satu kursi di parlemen. Besarnya kuota
pada suatu daerah pemilihan tergantung pada besarnya jumlah
penduduk yang menggunakan hak suaranya dan jumlah kursi
yang diperebutkan oleh partai-partai politik.

Aspek penting dari sistem ini adalah adanya hak politik,yang;
disebut universal suffrage. Universal suffrage diartikan bahwa setiap
warga negara yang telah memenuhi syarat menurut/UW, memiliki
hak yang sama tanpa dibedakan suku, agama, pds, ‘golongan,dan
latar belakang sosial lainnya, kecuali bagi mereKa yang dicabuthvak-
hak politiknya. Di samping itu juga bisa membangkitkan/pastisipasi
politik warganya. Varian dari sistem propersienal representdtif ini
meliputi: (Reynolds and Reilly, 1992)

1) List Proportional Representation (List PR);
2) Mixed Member Proportional (MMP); dan
3) Single Transferable Vote (STV).

Sistem List Proportional "RepresentativeList PR) pada dasarnya
ada dua bentuk, yaitu sistem daftarertutup (closed list system) dan
sistem daftar terbukay(©pen list system). Dalam sistem daftar tertutup,
para pemilihdarus memililypatta politik peserta Pemilihan Umum,
dan tidakgeisa memililwcalon legislatif. Dalam sistem ini, para calon
legislatif biasanya t€lah diténtukan dan diurutkan secara sepihak
oleh“partai-politik, yang/mencalonkannya.

Bisamping, kedua sistem tersebut di atas, masih dijumpai
adanya sistem lain, yaitu sistem proposional dengan daftar
calon sterbuka. Sistem semacam ini dikembangkan di Indonesia
dalam“neldksanakan Pemilihan Umum tahun 2004 mekanisme
Sistemmini hampir sama dengan sistem proposional, akan tetapi
dalam menentukan wakil-wakilnya yang duduk di DPR, partai
politik hanya mengajukan calon-calon dalam daftar yang disusun
bedasarkan abjad bukan nomor urut. Sedangkan untuk Pemilihan
Umum tahun 2009 dengan menggunakan sistem proposional
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terbuka terbatas, dimana mekanismenya sama dengan Pemilihan
Umum tahun 2004.

Sementara pada sistem daftar terbuka (open list system), para
pemilih bukan hanya dapat memilih partai politik yang diminat,
namun juga berkesempatan menentukan sendiri calon legislatif#ang
disukainya. Dengan demikian, pemilih di samping memilikytanda
gambar partai juga memilih gambar kandidat legislatif,Oleh sgbab
itu, partai politik tidak dapat menentukan secara €epihak calons
calon dan daftar urutan calon, karena hal itu sangat bergantung
pada pemilih.

Terkait dengan sistem pemilu térsebut diatasy untuk
menterjemahkan pelaksanaanya harus kembali kepadailaridasan
filosofif pembentukan UU No. 10 tahun,2008 tentang Pemilu yaitu
bahwa Pemilihan Umum anggota Dewan Pefwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaispenyialut aspirasi politik
rakyat serta anggota Dewan Perwakilan\Daerah sebagai penyalur
aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Rasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, selain itt “bahwa pemilthan umum secara langsung
oleh rakyat merupakan sagana pefwujudan kedaulatan rakyat guna
menghasilkan\pémerintahanmnegara yang demokratis berdasarkan
Pancasila \dan"Undafig-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Maka Relevansi parliamentary threshold Terhadap Pelaksanaa
Pemilu YanhgpDémokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme
dan aldsan‘dalam menetapkan angka dalam ketentuan parliamentary
thresheltl. snenurut hemat penulis syarat untuk menentapkan
dmbang batas tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk
memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat
Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili
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oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika
Hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk
memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota
parlemen, Hal tersebut sesuai dengan teori Ralf Dahrendorf bahwa
hukum dikuasai oleh mereka yang memegang atau memiliki kyfasa.
Struktur sosial, sesungguhnya terkonfigurasi dalam relasi kekitasaan.
Disitu terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa, dengan
mereka yang dikuasai. Dengan kata lain beberapd orang turut
serta dalam strukur kekuasaan sedang yang laifi tidak.® Karena
Hukum merupakan produk orang orang yang masuk dalam struktur
kekuasaan, jadi bukan hal yang aneh lagi jikashukum#Cenderunhg
melayani dan memihak mereka yang memegang keKuasaan'

Scheltema memandang kedaulatan“cakyat (democratie beginsel)
sebagai salah satu dari empat asas negdra Rukum, selain
rechtszekerheidbeginsel, gelijkheid beginsel, dan “hetsbeginsel van de
dienendeoverheid, dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan
rakyat merupakan unsur material negara htkkum, selain masalah
kesejahteraan rakyat'

Jika demokrasi diartikan sébagai istilah dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyaty MakaykenSep” untuk rakyat ini seharusnya
diterjemahkan‘dengan pengeftian sebesar besar untuk kemakmuran
rakyat, Negara bepkewdjiban untuk memenuhi hak hak rakyat
termasuk _hak pelitik. Campur tangan negara dalam pemenuhan
hakypolitik inj dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan
mlakukan pengaturan. Namun kewenangan yang dimilki oleh
negarastidak boleh bertentangan ataupun menghilangkan hak
memilil dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar
Warga negara dalam berpolitik.

15 Ralf Dahrendorf, Class And Class Conflicct In Industrial Society, dalam Bernard L Tanya
dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta publishing
Jogjakarta 2010, 174.

" Ni'matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi PT Raja Grafindo Jakarta 2006, 77-78.
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D.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas menurut hemat penulis seyogyanya

pembentuk Undang undang dalam memformulasikan ketentuan

tentang parliamentary threshold harus menentukan paramete

alat ukur secara terbuka perihal:

1.

110

r%\

Pembatasan hak warga negara terhadap keterwakilan

parlemen.

Manfaat dari beban atas hak dibatasi \ ?\
k ati

Terwujudnya tujuan hukum yang he& icapai™d
pembatasan hak tersebut. 6 @
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Abstrak

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsting dan praktik MK
dalam mengadili perselisihan hasil. Pemikukada mengalami
perkembangan pesat. ‘Pelanggaran yang mendominasi, yaitu
mobilisasi dan ketidakrietzalan RegawaiNegeri Sipil, penyalahgunaan
jabatan dan fasilitas{anggatan_negara oleh calon incumbent, dan
maraknya praktik wioney politic. Relanggaran yang bersifat sistematis,
terstruktur_dan masif umumnya diputus dengan dengan
pemungutan Starastilang [dalam putusan akhir atau didahului
dengan putusangselal Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran
pdda“tahapan-tahapdn Pemilukada lebih jauh juga dinilai
berdasarkaneptinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK
sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang
sama.

Pagadigma menegakkan keadilan substantif yang digunakan
sdatlatifan prosedural tidak membuka peluang keadilan
mefempatkan MK penentu akhir proses dan nilai-nilai demokrasi
langsung yang masih diwarnai pembajakan. MK tidak hanya
memperluas keadilan, akan tetapi juga memperkuat demokrasi
yang berlangsung. Dengan ini, pemeriksaan sangat luas, bebas
menilai bobot pelanggaran dan memberikan sanksi. Paradigma
yang berkembang ini harus diikuti keajegan berdasar ratio decidendi
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putusan sebelumnya dan mengantisipasi beragamnya pelanggaran
dengan mendesain sanksi yang tepat untuk keadilan itu sendiri.

Kata Kunci: Pemilukada, Paradigma, Keadilan Substantif,
Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif

Abstract

The pattern of direct elections of regional head and the Constitufional
Court practices in adjudicate disputes local elections haye beey develgped
rapidly. Some of violations color the elections of regiafial head. Theywweére
the mobilization and partiality of Civil Sergants, abuse™of
office, facilities, and state budget by the inCumbent” candidate, and
the practice of money politics. The systematic, structuiedds well as
massive violations generally results reeleated.uote with.a firtal deCision or
interlocutory preceded. More than thatpwarious violationswf further stages
of the General Election was also asSessed\based @n théyprinciple of free
and fair election so that the decision ofsthe Couit has£1gh models based
on similar characteristics.

The paradigm of subStantivevjusticeNyades/ procedural rules does
not open the opportunityforjustice. It dwives<the role of the Constitutional
Court put the final determiuant of local democracy which is still colored
by piracy and fraud. Constitutional Court’justices are not only expand but
also strengthen‘democracinthat-took place so as not limited
to procedural demegracy. Witl\this, the examination is very extensive; the
free encyelopedins assess, weight and sanction violations. Paradigm
has edvolved(to be followedwby the ratio decidendi constancy previous
deciSions=and antigiptite the variety of sanctions violations by designing
thexight to justice ttself.

Keywords: Election, Paradigm, Substantive Justice, Systematic, Structured
and Madssive. Violation

A PENDAHULUAN

Sejak Juni 2005, pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah (Pemilukada), baik gubernur, bupati dan walikota
dilakukan secara langsung. Pemilukada sebanyak 500-an telah
berlangsung secara demokratis di berbagai daerah. Tetapi tidak
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sedikit juga diwarnai berbagai kecurangan, misalkan terjadi praktik
politik uang (money politics), intimidasi, konflik dan kekerasan,
Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri
Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara
(abuse of power), penggelembungan dan pengurangan suara/dan
praktik curang lain. Bahkan, tersangka kasus korupsi dan narapidana
pun banyak terpilih di beberapa daerah. Penegakan hikum atas
pelanggaran Pemilukada masih diwarnai kelémahan dan
ketidaktegasan dan belum menyentuh indikasi®kogupsi pemilu
yang bermakna lebih luas.

Praktik curang ini seperti gambaran sébuahy film dékumenter
Hacking Democracy yang bercerita penyimpanganssiStem penghitingan
suara pemilu melalui internet (e-voting) rlang mempernigaruhi suara.
Optimisme masyarakat atas kemenangan Al Gote, akhirhya berakhir
dengan komputer menjawab kemeémdngan=Geergé Bush dengan
sistem Pemilu online yang diduga di-haek.! Tidak hanya melalui
teknologi informasi, proses, demoksasi_pun’bisa dibajak dengan
berbagai kecurangan Pemilu yang melanggar prinsip free and fair.

Oleh karenanya, 4ika demiokrasi tidak mengatasi bentuknya
yang hanya sekedanmengabsahkafrsebuah kekuasaan belaka, maka
proseduralisme,démokzasi juga mengandung sebuah ancaman laten.
Pertama, demokrasi®akandibajak mereka yang sejatinya anti
demigkrasi, sehinggalpembajak setelah berkuasa akan “membakar
jembatan dan, tangga” untuk mencapai kekuasaan itu. Kedua,
démokrasi”akan“dibajak orang-orang kaum berpunya, sehingga
pemendng alam Pemilu adalah mereka yang bermodal dan
pemodal itw sendiri? Demokrasi akhirnya keluar dari tujuannya,
dengan pelanggaran masih banyak terjadi dan demokrasi hanya
sebatas dimaknai terlaksananya Pemilu meskipun itu dilakukan

! Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Hacking_Democracy. Istilah “Pembajakan” lebih banyak
digunakan dalam teknologi informasi (hijacking), hak kekayaan intelektual, pembajakan
kapal laut, udara dan lain sebagainya.

* Demokrasi pada dasarnya perlawanan tak bersenjata kekuasaan yang dipegang kaum
berpunya. Tujuan politik demokrasi membuka akses seluas-luasnya bagi kaum miskin,
marjinal dan minoritas. Lihat, Kata Pengantar Donny Gahral Adian dalam bukunya,
Demokrasi Substansial, Risalah Kebangkrutan Liberalisme, (Depok: Penerbit Koekoesan, 2010), v.
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dengan segala kecurangan. Sindiran para ahli politik dengan istilah
defisit demokrasi, seremonial demokrasi, politik biaya tinggi (mahal),
ironi demokrasi, demokrasi semu, dan lain sebagainya merupakan
gambaran wajah demokrasi lokal kita saat ini.

Kacung Marijan mengatakan, Pemilukada langsung gpada
dasarnya untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal dengan
berbagai kemajuan, tetapi juga memunculkan fenomena%ekonomi
politik bayang-bayang” dengan calon hanya bermedalkan politik
dan modal ekonomi dalam pencalonan. Calon térsebut Kemudian
tidak otonom dengan kekuatan ekonomi dan politik _yahg
mendukungnya. Ia mengutip Peter Evan (1995)3yang mengatakan
pemerintah daerah memiliki jaringan™Nembéddedness), dengan
kekuatan-kekuatan ekonomi dan_politik yang mefidukungnya.’
Mahalnya biaya politik saat ini yang dikeluhkdn dalam Pemilukada
langsung terkait erat dengan praktik” kegurangan’ ini, dan faktor
kedekatan dengan masyarakat sebagai modal pencalonan belum
sebagai hal utama.

Secara teori sebuali{pemilihantkepala daerah secara langsung
dari pada tidak lebilt @emokratis. Dengan pemilihan langsung,
rakyat merupakan‘pelakuwtagiadan penentu kekuasaan di daerah.
Rakyat semula hanya, sebagai penonton proses demokrasi lokal
yang didemintasi jpara ‘elit’ (DPRD dan partai politik), dengan
Pemilukada langsung, rakyat yang memilih siapa yang memimpin
dammewakilinya di daerah. Pembajakan otoritas rakyat oleh para
pemimpifi dtat*wakilnya diharapkan tidak terjadi dengan
Pemilukadd langsung. Pemilihan secara luber dan jurdil, pemilih
juga akén bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan

*WSécara konseptual, meskipun warga negara berkesempatan sama, tiga modal utama
sangat menentukan terpilihnya calon, yaitu modal politik (political capital), modal sosial
(social modal), dan modal ekonomi (economical modal). Ketiga modal ini saling berkaitan.
Semakin terakumulasi ketiganya maka lebih berpeluang menang. Modal ekonomi inilah
menurut penulis yang berpotensi disalahgunakan dengan praktik “money politic” dan
praktik curang lain. Mengenai hal ini dapat dibaca, Kacung Marijan, Demokratisasi di Daerah
(Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung), (Surabaya: Eureka-Pusdeham, 2006), him. 83-118;
Kacung Marijan, “Resiko Politik, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal”, Makalah pada
“In house Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik” diselenggarakan KID di Jakarta,
16 November 2007, 6-12.
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dan akuntabilitasnya lebih besar. Diharapkan program-program
calon akan lebih baik dan mengimplementasikannya secara nyata
ketika dipilih rakyat sendiri. Selain itu, para pemimpin hasil
pemilihan langsung akan lebih mendengar suara pemilih dan
praktik money politic serta reduksi oleh elit-elit politik akan
menghilang dengan kedaulatan dikembalikan kepada ‘akyat
langsung.*

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2008 diberikan’ kewenangan
mengadili sengketa Pemilukada yang semula’ditakukan_oleh
Mahkamah Agung (MA).° Kewenangan rnengadili perkéata
Pemilukada ini memiliki arti penting bagi(perkembangan hukdm
dan ketetanegaraan, disebabkan putusam, MK adalah ‘final dan
mengikat (final and binding). Selain itu, sejak awal MK jtrgarmemiliki
kewenangan mengadili perselisihan) hasilfpemilthan umum.
Keberadaan lembaga MK yang mengdadilijugasmefupakan bagian
parameter menilai derajat demokrasi dalam,proses penyelenggaraan
pemilu dengan penyelesaian sengketaydéngan prosedur dan
keputusan yang adil dan, cepat.®

Perkara yang ditangani MK sejak pengalihan kewenangan
tersebut mengalami "peningkatafi”signifikan pada 2010 dengan
banyaknya perkara yang dipesiksa dan diputus.” Hal ini merupakan

* Secarafteori, Kepala daefah dipilibkflangsung cenderung menggunakan keterwakilannya
secara |“delegate”, yaitaybérusaha merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan yang menjadi pilihan dan keinginan pemilih. Sedangkan jika tidak langsung,
cenderung fungsi keterwakilan “trustee”, yaitu menjalankan kewenang sesuai apa
yang ‘diyakinigterlepas dari pemilih atau fungsi “politico”, membuat keputusan politik
berdasarkaft situasi yang berkembang. Lihat, Kacung Marijan, Demokratisasi ...,, ibid, hlm.
38-43; Lebih jauth teori hubungan pemilih-wakil, lihat Bintan R. Saragih, Sistem Pemerintahan
dan Lémbagn Pewwakilan di Indonesia, (Jakarta: Perintis Press, 1985), 98-107.

5 Pasal 106 UU’No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan keberatan
penetapanghasil Pemilukada berkenaan “hasil penghitungan suara yang mempengaruhi
terpilihnya pasangan calon” diadili MA. Dalam perkembangannya kemudian ditangani
MK berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. Berdasarkan UU ini penanganan sengketa hasil pemilu oleh MA
dialihkan ke MK paling lama 18 bulan sejak ditetapkan undang-undang tersebut.

¢ Empat parameter menilai derajat demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, lihat
Ramlan Surbakti dkk, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis,
(Jakarta: Partnership, 2008), 28-29.

7 Pada 2008 pertama kali MK menangani PHPU Kada sebanyak 27 perkara. Selanjutnya
pada 2009 sebanyak 3 perkara, pada 2010 sebanyak 230 perkara dan pada 2011 (akhir
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indikasi lembaga ini menjadi alternatif mencari keadilan dari
permasalahan yang dialami terkait perselisihan hasil Pemilu. Tetapi
kenaikan ini juga bermakna masih banyaknya pelanggaran yang
terjadi dengan berujung dibawanya sengketa tersebut ke ranah
hukum. Selain itu, penyelesaian dengan prosedur hukum yang adil
dan cepat ini merupakan sebuah kemajuan penting dari, pada
ketidakpuasan menggunakan cara-cara kekerasan di jalanan yang
banyak terjadi di awal-awal pelaksanaan Pemilukada langsung
pada 2005 di beberapa daerah.

Kewenangan MK ini tergolong baru dibanding pelaksarfaan
kewenangan konstitusional lain sehinggal dibutuhkan” penelitian
atas produknya selama ini. Lembaga pengawal|konstitusitini‘dalam
perkembangan terbaru awal 2011 mengadili permehtnan perkara
penting terkait pengujian norma Kewenangannya sendiri mengadili
perkara perselisihan hasil pemilu*k€pala=daeralt’ (PHPU Kada).
Pemohon adalah H. Sugjanto‘Sabran 5 Eko Sgemarno, calon yang
didiskualifikasi sebagai pemenang dalam Remilukada Kotawaringin
Barat 2010 yang memohenkan mengujiPasal 106 ayat (2) UU No.32
Tahun 2004 temtang/Pemerintahan”Daerah yang menyatakan,
“Keberatan sebagaimana dimaksud piada ayat (1) hanya berkenaan dengan
hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan
calon”y Pemolfon pénganggap MK melampaui kewenangannya
yang disebut secard limitatif dalam pasal tersebut dan secara a
cortbkario jugastelahibertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MK
yang menyataKafi Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana
dimakgsid pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan
hasil pefighitungan suara yang diumumbkan oleh Komisi Pemilihan Umum
dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. MK juga dianggap
meénambah norma pasal tersebut, yaitu dengan menambah
kewenangannya, mengubah sifat putusan MK tidak hanya bersifat
declaratoir, tetapi juga condemnatoir, dan berwenang menetapkan
pasangan calon bupati dan wakil bupati kepala daerah secara

April) kurang lebih menerima 47 perkara dan sebanyak 42 perkara telah diputus.
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langsung. Pendapat ahli hukum juga dikutip dalam permohonan
Pemohon, yang intinya menyatakan hakim harus mengikuti
kehendak pembentuk UU.

Tulisan ini meneliti pola pelanggaran Pemilukada selama i
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidafigan:
MK sejak 2008 sampai dengan perkara-perkara PHPU Kadayyang
diregistrasi pada 2010 dan bagaimana MK mempertimbangkan dan
memberikan putusan? Selanjutnya hal yang ingin dijawab, sejauh
mana perkembangan paradigma MK mengadili perkara PHPWY
Kada 2008-2010 dan sikap MK memberikan pertimbangan hukumfiya
dalam menguji norma kewenangan mengadili"PHPU Kada dalam
UU Pemerintahan Daerah pada 2011 yang dimohonkam,oleh H.
Sugianto Sabran - Eko Soemarno, calon yang didiskualifikasi sebagai
pemenang dalam Pemilukada Kotawaringin Barat 2010.

B. POLA PELANGGARAN PEMILUKADA DAN PUTUSAN MK

Praktik MK dalamyafhengadili, dan memutus perkara PHPU
Kada yang dilaksaftakan sejak 2008 sampai dengan perkara
diregistrasi pada’2010 yang, diputus pada 2010 dan akhir pada
2011, menurufpenulis dari‘perkara-perkara yang dikabulkan oleh
MK dapat,diklasifikasikan berdasarkan pola dan sifat pelanggaran,
pertimbangan huKun¥*dan amar putusan yang dijatuhkan MK
dengan delapan medel'yang terurai sebagai berikut:

1{ Pemungutan=Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

(Putusan Akhir)

Untik pertama kalinya sejak pelimpahan perkara sengketa
Remilukada dari MA ke MK terdapat permohonan PHPU Kada
yang dikabulkan yaitu putusan perkara PHPU Kada Jawa Timur.
Putusan ini merupakan tonggak bersejarah bagi MK, karena putusan
ini pertama kalinya lembaga ini memberikan putusan yang
memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilukada putaran
kedua di dua kabupaten di Madura dan penghitungan suara ulang
Pemilukada putaran kedua pada satu kabupaten di Madura dengan
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menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah
dicoblos. Oleh MK, dalam Pemilukada Jawa Timur terbukti
terjadinya pelanggaran dengan adanya kontrak program pasangan
calon dengan Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dan
pernyataan kepala desa siap memenangkan salah satu pasafgan
calon, serta adanya penghitungan suara keliru. Pelanggatan jni
oleh MK dinilai bersifat sistematis, terstruktur, danmasif yang
memengaruhi hasil akhir perolehan suara masing-maSsing pasangan
calon.

Putusan ini juga mempertimbangkan ruang Ifagkup ”sengKéta
pemilukada” sesuai kewenangan yang dimiliki'MK, yaitu: Pertaina,
penyimpangan dalam proses dan tahapan’pemilukadd” akan
berpengaruh atas hasil akhir yang mengharuskan MK*tidak boleh
membiarkannya dan dinilai juga untuk ménegakKan keadilan.
Mahkamah tidak boleh membiarkan ataram-aturan keadilan
prosedural (procedural justice)memasung, dam mengesampingkan
keadilan substantif, (substantiveqjistice). Kedua, pengalihan
kewenangan dari MA ke MK berntakna bahwa Mahkamah sebagai
peradilan konstitusiydibérikan'mandat sebagai pengawal konstitusi
dan menjaga_tetselenggaganya pemerintahan negara yang stabil
berdasarkan Kenstitusi.

Setelah pemungtitan sudra ulang dan penghitungan suara ulang,
ternyata. Khofifah-Mudjiono (Kaji) masih mengajukan keberatan
atasypelaksariaan putusan MK tersebut. Keberatan yang diajukan
Kaji pasgd pelakSanaan putusan MK tersebut oleh Mahkamah
ditetapkan‘permohonannya tidak diregistrasi dengan alasan utama
bahwadputtisan MK adalah final dan mengikat, sehingga tidak
dapat.dipersoalkan kembali.®

Selain PHPU Jawa Timur, perkara yang sejenis terjadi pula
dalam perkara PHPU Timur Tengah Selatan (TSS) °dan PHPU

8 Selain alasan bahwa putusan final, yaitu persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam
permohonan berdasarkan penilaian awal (prima facie) merupakan pelanggaran administratif
dan pidana di luar kewenangan MK dan SK KPU yang dipersoalkan bagian proses
pemilukada Jatim putaran II, sehingga permohonan bukan permohonan baru.

° Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008, tanggal 11 Desember 2008.
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Tapanuli Utara.'” Dalam perkara TSS, pelanggaran yang terbukti
secara sah dan meyakinkan yaitu pelanggaran yang sifatnya
administratif, yaitu saksi Pemohon (Daniel A. Banunaek - Alexander
Nakamnanu) tidak menerima dan menandatangani 526 Berita Acara
dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari 730 TPS, walaupun
saksinya meminta haknya tersebut. Juga terbukti terjadi penamibahan.
dan pengurangan jumlah surat suara sejumlah kecamatan dan
terjadi kesalahan hitung yang dilakukan KPU. Seddngkan untuk
Tapanuli Utara, masalah pelanggaran-pelanggardn Wang terbuksi
lebih beragam, mulai soal NIK ganda, tidak mendapatkan, kaftu
pemilih, 2.700 surat pemilih dikuasai tim (sukses pasafigan calon
dan dibagikan untuk memilih calon tertentw, pemilih tidalkiterdaftar
yang mencoblos, pembiaran pengerahammassa (300%grarg) memilih
diluar dapil, dan KPU tidak segera menetapkan calpn’terpilih dan
pelanggaran lainnya."

Untuk perkara TSS dan Tapanuli Utara, pelanggaran dikatakan
oleh MK yaitu “seriug dam, signifilkan”,_yang memengaruhi hasil
akhir perolehan suara nlasing-masing ‘ealon. Amar putusan PHPU
TSS yaitu memerintahkan| pemungutan suara ulang dan
penghitungan_suara ulang, Karefd tingkat pelanggaran beberapa
kecamatan, nyata-nyata serius, signifikan, dan tidak bertanggung
jawab.¢Sedangkan di'Tapantli Utara, meski luas pelanggarannya
lebih, sempit, akan'fetapi model pelanggarannya menurut MK
menghawatirkan, sehingga diputuskan pemungutan suara ulang
unituk 14/kegamvatan. Kedua putusan ini sudah menegaskan
pemupgutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang,
bukan\gebagai Pemilukada baru, akan tetapi sebagai kelanjutan
Pemilukada sebelumnya. Penggunaan istilah pada saat itu belum
seragam, terlihat dengan digunakannya,”serius, signifikan, dan
terstruktur”, dan juga” serius dan signifikan” dan kadang ”serius,
signifikan, dan tidak bertanggung jawab” dalam putusan MK.

10 Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008, tanggal 16 Desember 2008.
1 Kedua perkara ini juga sebagaimana putusan PHPU Jawa Timur, setelah pelaksanaan
putusan MK masih mengajukan keberatan dan MK menyatakan tidak meregistrasi.
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Selanjutnya pada 2010, MK dalam putusannya memerintahkan
pemungutan suara ulang dalam putusan akhir walaupun pada
dasarnya putusan sela sudah diatur.”? Putusan akhir ini dijatuhkan
dalam perkara PHPU Konawe Selatan dan Mandailing Natal. 4
Di Konawe Selatan, umumnya pelanggaran Pemilukada §ang
terbukti yaitu praktik money politic dan mobilisasi PNS, serta
ketidaksungguhan penyelenggara Pemilukada menindaklanjuti
temuan pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan di Mafidailing Natal;
pelanggaran yang paling menonjol, yaitu praktik’money politic, dan
pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang direncanakan
sedemikian rupa di 14 kecamatan dari{ ataSysampdi bawah.®
Sedangkan pada putusan PHPU Buru Selatan/ pelanggaran lebih
menonjol terjadi di 13 TPS yang dilakukan oleh"PPS#¥KPPS dan
dua TPS terjadi pembagian sisa surat suard kepada saksi calon
untuk dicoblos bersama-sama, empatkepalaradataniewakili pemilih
mencoblos, dan pembiaran bukan pemilih mencoblos, sehingga
oleh karenanya keadilan semua pasangan calon harus diberikan.

Perkembangan,  Amar Putusan Akhir MK 2008-2010

Konawe
Selatan
- TSS dan Tapanuli Mandal-
Jawa Timur ling Na-
Utara
tal
Buru Se-
latan
Status {.Tidak ditentukan da- Coblos ulang/ hitung | Tidak di-
Perind | [am putusan akhir, ulang bukan Pemilu- | tentukan.
tah akan tetapi disebutkan | kada baru (Putusan
MK dalam Ketetapan (tidak | Akhir dan Ketetapan
meregistrasi perkara) tidak meregistrasi)

2 Pada 2008 MK belum menggunakan instrumen putusan sela, dengan pengalaman
PHPU Legislatif 2009, sejak 2010 lembaga ini sudah banyak menggunakan putusan sela
berdasarkan Pasal 8 (4) Peraturan MK No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

13 Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 14 Juni 2010.

14 Putusan MK No. 216/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 31 Desember 2010.

15 Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010.
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Istilah | Sistematis, Terstruktur Serius, signifikan, Sistema-

Pe- dan Masif. dan tidak bertang- tis, Ter-

lang- gung jawab. struktur

garan dan Ma-
sif.

2. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang
(Putusan Sela)

Putusan sela sudah diakomodir didalam perkara yang menjadi
kewenangan MK, yaitu sengketa kewenangafizlembaga megara
(SKLN),'* PHPU Legislatif'” dan PHPU/Presiden dan Wakil
Presiden.’” Sedangkan untuk perkara pengtjian/UU, putdsap sela
tidak diatur, akan tetapi dijatuhkan mélalui.putusan.pengujian UU
KPK yang diajukan oleh Bibit-Chandravmenggunakan putusan
sela.” Perkara PHPU Kada sendizi baru pada 23’ Oktober 2008
diatur dalam Peraturan MK Vahgsmenyatakan, untuk kepentingan
pemeriksaan, MK dapat%menetapkan putusdan sela yang terkait
dengan penghitungan“sudra‘ulang,”

Selama mengadilipperkata PHRPU Kada sejak 2008 sampai
dengan 2010, MKyjuga membuat putusan dalam model dan bentuk
putusan selalSudah sekitar sebanyak 15 putusan sela sudah
dilakukan,pada 2010, baik yang amar putusannya memerintahkan
pemungutan suarafularig dan/ atau penghitungan suara ulang atau

1o Pasal 68,UU Noy 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 PMK No.
8¢Tahun 2006stentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional
Lembaga Negara.

7 Pasal 9 Ayati6PMK No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

HasildPemilihanyUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diakomodir kembali dengan perbaikan dalam

Pasal 1 angka 19 dan Pasal 9 Ayat 4 PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara

dalamePRerselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 Ayat (5) PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan sela (Provisi) MK No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009. Putusan

sela ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM apabila suatu norma hukum

diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal
hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan
akhir.

% Lihat Pasal 8 Ayat (4) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

»

)
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pemungutan suara pemilih yang belum memilih pada PHPU Bangka
Barat.

Dalam sebuah putusan sela MK, maka konsekuensinya para
pihak berpeluang kembali menyampaikan laporan dan keterangan
apa yang terjadi ketika pelaksanaan putusan sela, meskipun dalam
putusan MK hanya KPU yang diperintahkan melaporkan ke MK«
Jika tidak dipertimbangkan lagi dalam persidangan tegbtika untuk
umum, dengan sebuah putusan sela setidaknya Keberatan atau
laporan atas pelanggaran yang mungkin masih/tefjadi pada,fase
baru (pelaksanaan putusan MK) masih bisa diajukan ke MK seb@gai
dasar pertimbangan MK dalam memberikangputusan @dkhir.

Pelanggaran-pelanggaran yang diputus sela sangatymémiliki
ciri beragam, baik dari sisi sebaranspélaku, maupun-kualitasnya.
Pelanggaran yang terjadi umumnya adalah fpraktik *politik uang
(money politic), misalkan di Kab.“Gresile=Kotas/Surabaya, Kab.
Minahasa Utara, Kota Mando,*Merauke,'‘Sumbawa, Tanjung Balai,
Pandeglang, Konawe Utara, dan Tangerang Selatan. Praktik money
politic yang terjadi selaltidisertai dengan dilakukannya pelanggaran
lain yang melibatkan/pényelenggara Pemilu/aparat pemerintah.

Dari praktik, money politic, Hampir selalu MK menjatuhkan
dengan dengan pemungutan suara ulang. Money politic sendiri
dilakukanjdaldm bétbagaisbentuk, yaitu pembagian uang, kaos,
sarang,.beras, bajitkoko, dan jilbab, dan dalam kasus Tanjung
Balai, money pelitic i menggunakan tim bayangan dengan membagi-
bagikan @ang keépada 7.000 pemilih. Yang menarik, adalah pada
perkara PHPU Tangerang Selatan (Tangsel), politik uang yang
terjadidilakukan pasangan calon nomor urut 3 dan 4 dalam bentuk
fembagian uang dan sembako, yang artinya Pemohon sendiri
terlibat dalam pelanggaran tersebut. Namun, pelanggaran politik
uang di Tangsel terbukti hanya dilakukan secara sporadis, parsial
dan perorangan, sehingga dalam perkara ini tidak menjadi alasan
penting untuk dikabulkan.

Dilihat dari sisi pelaku pelanggaran, sebuah pelanggaran yang
diputus dengan model putusan sela banyak dilakukan oleh pasangan
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calon yang sedang menjabat (incumbent) dengan memanfaatkan
jabatan atau fasilitas, misalkan dengan KTP gratis, raskin,
pembayaran PBB, pemberian dana bantuan pembangunan desa
(fresh money) dan Anggaran Dana Desa (ADD) atau pemberian uang
secara langsung sebagaimana dilakukan salah satu gubernur,

Umumnya pelanggaran politik uang diputus dengan
pemungutan suara ulang berdasarkan terbukti sah dan
meyakinkannya di daerah mana dilakukan pelanggaran. Akan
tetapi pemungutan suara ulang seluruh TPS, sepetii’ di'Kota Manade,
pemungutan suara ulang lebih dikarenakan_mobilisasi PNS_yéang
sistematis, terstruktur dan masif. Sedamgkan di" Tangsel,
pertimbangan yang utama menurut_penulis-lebih “dikarehakan
mobilisasi PNS dan ketidaknetralan.seeara sistematis,*terstruktur
dan masif, sedangkan praktik money)politi¢l yang terjadi tidak
signifikan yang mempengaruhi peréléhanssuara.

Fenomena politik uang masa lalussaat ini dengan pemilihan
kepala daerah secara langstng locus-nya justru bergeser ke pemilih.
Politik uang ini terkait erat dengan‘mahalnya cost Pemilukada dan
modal ekonomi yanghartis dikeluarkar oleh pasangan calon. Harian
Kompas®® mencatatiseorang ealofi “gubernur membutuhkan dana
kurang lebih Rp 20 hingga Rp 80 miliar untuk bertarung dalam
Pemilukadas

Rraktik"® money “golitic sebagai faktor utama dikabulkannya
perkaramya seésuai fakta-fakta hukum di MK terjadi pada PHPU
Tanjung Bdlai) nteski yang dianggap terbukti hanya 17 kelurahan,
jiga disertai adanya pelanggaran-pelanggaran lain. Untuk
pelanggarah selain itu, secara umum, putusan sela amarnya
menyatakan memerintahkan pemungutan suara ulang lebih
disebabkan karena pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur,
dan masif yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan
dengan matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara
pemilu secara berjenjang mengacu kepada ratio decidendi dalam

2 “Tantangan dan Tanggapan”, Tajuk Rencana Kompas, 6 Agustus 2010.
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putusan PHPU Jawa Timur. Beberapa perkara justru menunjukkan
tidak melibatkan banyak orang, berjenjang, dan direncanakan
matang, namun disebabkan pelanggaran asas-asas-asas Pemilukada
yang berpengaruh signifikan atas perolehan suara. Hal ini misalkat
terjadi di Bangli, dimana KPPS membiarkan oknum-oknum mewakili
pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya
atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih Jdari
sekali. Pembiaran pelanggaran oleh penyelenggara Pemilukada ini
dianggap pelanggaran asas langsung, bebas, rdhasia yang.telah
dijamin konstitusi.

Selain itu, di Kab. Merauke terbukti{pelamggaran terjadi” di
beberapa distrik terkait dengan soal hak pilih,ayditu adanya pemilih
tidak terdaftar, DPT tidak ditempeh di beberapa=¥PS, tidak
mendapatkan undangan memilth, pemilih [di beberapa TPS di
tempat yang jauh dari domisilinya™Selaimmitpaniggota PPS juga
terbukti memberikan pengarahan mencoblos pasangan tertentu di
bilik suara, penundaan pemungutansdan‘penghitungan suara, dan
terjadi kotak suara terbuka dan\tidak tersegel. Menurut MK,
Panwaslu sendiri dianggap terbukti” tidak melakukan tugasnya
dengan baik,sehingga pelanggarafi dianggap serius terjadi di daerah
ini.

3. DiskualifikasifPasangan Terpilih dan Menetapkan Pemenang

Perkara PHPWY Kotawaringin Barat (Kobar), adalah untuk
pértama kalinya.sebuah perkara di MK diputuskan pemenangnya
dalam Pemilukada, yaitu pasangan calon nomor urut 2, Ujang
Iskahdar dan Bambang Purwanto. Rangkaian pelanggaran
Pemilukdda di MK terbukti secara sah dan meyakinkan bersifat
tefstruktur, sistematis, dan masif dan membahayakan demokrasi,
bahkan disertai pengancaman terhadap para pemilih. MK tidak
hanya membatalkan Keputusan KPU sepanjang mengenai perolehan
suara Sugianto dan Eko Soemarno. Lebih dari itu, MK
mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 tersebut sebagai
pemenang Pemilukada. Oleh karena hanya diikuti dua pasangan
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calon, jika MK hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa
menetapkan pemenang dapat menimbulkan masalah baru.

4. Diskualifikasi Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat

Sebuah putusan PHPU Kepala Daerah yang dikabulkan terdapat
dua perkara yang mendiskualifikasi pasangan calon sepanjanhg
2008-2010. Dua macam model putusan MK ini memiliki kagakteristik
berbeda misalkan dengan PHPU Kobar dimana dalam pefkara
tersebut diskualifikasi lebih disebabkan terjadinya, pelanggafan
sistematis, terstruktur dan masif, sedangkan dud perkara inikarena
pasangan calon tidak memenuhi syarat gébagai Kepala daerah.
Adapun dua model perkara tersebut tertigai berikut «ibawall ini:

a. Mendiskualifikasi Calon dan _Memerintahkan, PéEmungutan
Suara Ulang (Bengkulu Selatan 2008 dan Tebing Tinggi
2010)

Dalam perkara PHPU\Bengkuli\Selatan, masalah yang
terjadi bukan karena disebabkafimadahya praktik money politic
atau pelanggagan yang lain,NaKan tetapi terbukti bahwa
Pasangan calon\H. Dirwan Mahmud tidak memenuhi syarat
sejak awal sebagat pasangan calon. Ia terbukti pernah menjalani
hukuman karena delik pembunuhan, yang diancam dengan
hukuman 1ébihdari limé tahun. Dalam pertimbangan MK juga
dinyatakan KPU{dan Panwas terbukti pula melalaikan tugas-
tugasnya tidak memproses dengan sungguh-sungguh laporan-
laporah terkdit latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat
tepSebut®

Putisan ini memiliki kesamaan dengan putusan PHPU
Tebing Tinggi pada 2010. Sejak awal Moh. Syafri Chap sebagai
calon walikota terpilih pernah dijatuhi pidana yang tidak
diperbolehkan. Selain itu terbukti sesuai pertimbangan putusan

2 Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010. Lebih lengkapnya uraian
ini lihat Mahkamah Konstitusi RI, Membangun Demokrasi Substantif, Meneguhkan Integritas
Institusi, Laporan Tahunan 2010 (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2011)

% Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009
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MK bahwa KPU telah membuat formulir yang isinya, “... tidak
sedang menjalani pidana penjara ...”, padahal seharusnya berisi,
“... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” yang menyalahi undang-
undang.** MK dalam perkara ini menyatakan terkait calon wakil
walikota Hafas Fadillah berhak mengikuti pemungutan guara
ulang. Ini merupakan sebuah kemajuan besar karena“belum
pernah dilakukan.

Dua putusan ini memiliki kesamaan, yaitu MK'menyatakan,
batal demi hukum (void ab initio) prosesyang dilalui, dan
mendiskualifikasi pasangan calon kepala‘daegah. Akan_tetapi
kedua perkara ini memiliki perbedaan dalapemempegtimbangkan
kedudukan pasangan calon di luar calen yang tidak memenuhi
syarat. Untuk kasus PHPU_Bengkulu Selatafi=pasangan
Hartawan tidak dipertimbangkan jdalam/putusan, sedangkan
pasangan Hafas Fadillah dalam=perkara,PHPU Tebing Tinggi
dipertimbangkan dalam putusan MK,

Mendiskualifikasi, Calon dan ‘Ménetapkan Pasangan Calon
Berhak Mengikuti PemilukadayPutaran Kedua

Dalam putusan perkara PHPU Supiori, MK menyatakan
mendiskyalifikasi calon yang yang tidak memenuhi syarat,
yaknipasangan calon nomor urut 2 (Hendrik Rumkabu-Marinus
Maryar) sehingga~tidak sah sebagai calon. Hendrik terbukti
dijatuhi hukuman/pidana yang dilarang sebagai syarat calon.
Denganadinyatakan tidak sah, maka pasangan tersebut tidak
perliymengikuti Pemilukada putaran kedua karena akan
merdgikan calon yang beritikad baik dan yang memenuhi
gyanat. Oleh karena dinyatakan tidak sah, maka pasangan calon
yang dapat mengikuti putaran kedua adalah pasangan calon
nomor urut 3 (Fredrik Menufandu-Yan Imbab) dengan perolehan
2.542 suara dan pasangan calon nomor urut 5 (Minusefer-
Theodorus Kawer) dengan perolehan 1.817 suara. Dalam kasus
ini, sebagaimana terjadi pada perkara PHPU Bengkulu Selatan,

2 Putusan MK No. 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 9 Juni 2010.
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MK tidak mempertimbangkan kedudukan pasangan di luar
yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni Marinus Mary.

5. Pemilukada Ulang Calon Tidak Diloloskan KPU

Selain model putusan diatas, tercatat MK pernah memerintahkan
Pemilukada ulang, yakni dalam perkara PHPU Kota Jayapura*dan
PHPU Kab. Kepulauan Yapen. Yang membedakan keduanya, perkara
PHPU Jayapura dalam putusannya, MK memerintahkaf\Pemilekada
ulang dengan mengikutsertakan pasangan calon HendrikKWorufai-
Pene Ifi Kogoya,” sedangkan dalam perkara PHPU"Kepfilauan
Yapen,” MK dalam putusannya memerintalikan Pemilukéada ulang
dengan terlebih dahulu melakukan vetifikasi/administrasi’ dan
faktual terhadap seluruh pasangan calefi(#0 pasatigan_ealon).

Sebagai catatan dalam perkéra ini* untdk putusan PHPU
Kepulauan Yapen, dua pasanganscalon (Pettus Yoras Mambai-
Imanuel Yenu dan Marinus"Weraba§-Bolly Frederik) tidak
dinyatakan secara tegas dalam amar putusan diikutsertakan atau
tidak sebagaimana PHPUY Jayapura, akan tetapi hanya secara tidak
langsung saja dinyatdkan sebagai bagian pasangan yang harus
diverifikasi.

Dalam Kedwa perkara,ini pada dasarnya lebih terkait
inkonsistensipketidakprofesional dan penyalahgunaan kewenangan
(abuge | of pewer), peryelenggara pemilu terkait pada tahapan
pengalonan. Terbukti bahwa ada upaya KPU menghalang-halanginya
dengan tidak meloloskan menjadi pasangan calon, sehingga
keduanya kehilangan hak konstitusionalitasnya untuk maju sebagai
pasafigant calon (rights to be candidate).

Calom’yang tidak diloloskan ini berasal dari calon perseorangan
yang membutuhkan dukungan suara. Unutk pasangan Hendrik
Worumi-Pene Ifi Kogoya, sebelumnya dinyatakan memenubhi syarat
verifikasi faktual, administratif dan dukungan minimal, akan tetapi

% Putusan MK No. 182/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 20 Oktober 2010.
% Putusan MK No. 196-197-198 / PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 25 November 2010.
7 Putusan MK No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010.
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saat penetapan pasangan calon, dengan alasan ”"Tidak Ada Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih”, mereka
tidak diloloskan, sehingga dasar hukum dan faktanya tidak jelas.
Untuk PHPU Kepulauan Yapen, pasangan Petrus Yoras Mambai:
Imanuel Yenu dan pasangan Marinus Worabay-Bolly Frederik gidak
diloloskan sejak dari pengumuman syarat administarif. Korban dua
perkara ini juga sama-sama mengajukan keberatan ke PTUN
Jayapura dan sama-sama dikabulkan.

Namun, untuk putusan PHPU Jayapura ini pertamakalinya
MK menerima bakal pasangan calon sebagai Pemohon (subjectinn
litis). Putusan ini pada dasarnya mengaculkepada putdsan PHPU
Belitung Timur yang diputus sebelumnya yangsdkan menggunakan
penafsiran ekstensif, jika KPU tidak.meloloskan Kareftasmelanggar
norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi® Putusan ini
menjadi peringatan bahwa penyelehggara, Pemilu benar-benar
menggunakan parameter undang-undangidalam proses penyalonan.
Akhirnya peringatan_itubenar-benar _dilakukan dalam perkara
PHPU Jayapura dan keémudian diikuti dengan PHPU Kepulauan
Yapen dan perkarasperkara bérikutnya.

6. Pemungutan\Suara Pemilih yang Berhak Memilih

Dalam permohonan, perkara PHPU Kab. Bangka Barat yang
diajukan oleh pasangan Parhan Ali- Erwan Masri, terbukti surat
pémberitahuan wakfu dan tempat pemungutan suara tidak
diSampaikamkepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dari ketiga
IPS tersebut. Jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak
pilihfsebanyak 465 pemilih, yang tidak memilih 719 pemilih (59,7%).
Jamlah%719 pemilih tersebut, cukup signifikan memengaruhi
pehghitungan perolehan suara bagi para calon. Hak memilih dijamin
konstitusi, hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi
terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk
memilih kepada pemilih, harus dapat diatasi KPU agar mereka
dapat melaksanakan haknya.
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MK dalam perkara ini memerintahkan pemungutan suara
pemilih yang berhak memilih tersebut.”® Perkara ini merupakan
satunya-satunya sebuah permohonan PHPU Kepala Daerah
dikabulkan dengan MK mengembalikan hak memilih yang belum
dilakukan.

7. Menetapkan Pasangan Terpilih (Bengkulu Selatan 2010)

Dalam putusan perkara PHPU Kab. Bengkulu Selatan=¥ang
dimohonkan pasangan calon nomor urut 8 (Reskan Effendi Rohi@lin
Mersyah) tergolong memiliki karakter khusus, méskipun'putugannya
sama-sama dikabulkan seperti yang lain. MK _dalam putusan_ini
menetapkan H. Reskan Effendi-Rohidin Mersyah'sebagaigpasahgan
calon terpilih bupati dan calon wakil\btrpati dalam=pémungutan
suara ulang Pemilukada Kab. Bengkulu Selatafi Tahtun 2010.

Hasil pemungutan suara tilahg _Pemilukada Kab. Bengkulu
Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan
proses Pemilukada Putaran Kedua. Dengahs/demikian, ketentuan
Pasal 107 ayat (2) UU 1272008 tidak berlaku, sehingga penentuan
calon terpilih ditetapRam, berdasarkan, perolehan suara terbanyak.
Selain itu, dipertimbangkariz\bahwa Pemohon memperoleh suara
yang lebih banyak, secara signifikan dibandingkan pasangan calon
lain, khususiya Pihak Terkait.”

8. MenetapkanyPerolehan Suara yang Benar

Pada dasarnya amar putusan MK yang menetapkan perolehan
suara yanig benar banyak diputus dalam perkara PHPU Legislatif
2009.2 Dalam perkara PHPU Kada yang diadili MK sejak 2008
sarfipai 2010, menurut penelusuran penulis, hanya terdapat satu
—Satuniya perkara dengan terbukti terjadinya penggelembungan

% Putusan MK No.116/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 13 Agustus 2010

¥ Putusan MK No.100/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010.

% “PHPU Legislatif 2009: MK Menjaga Suara Rakyat”, Majalah Konstitusi Edisi Khusus
PHPU Legislatif 2009, hlm. 9-10. Perkara PHPU Legislatif 2009 untuk yang diajukan
partai politik, sebanyak 68 kasus dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara yang
benar, sedangkan oleh calon anggota DPD sebanyak 2 perkara dikabulkan, yakni DPD
asal Sulawesi Tenggara dan asal prov. NAD.
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suara dan pengurangan suara di Kab. Manokwari, Papua Barat
yang akhirnya diputus dengan amar menetapkan perolehan suara
yang benar. Oleh karena mengubah konfigurasi perolehan suara
tersebut, sehingga MK menetapkan perolehan suara yang benar$!

C. PERKEMBANGAN PERSIDANGAN PASCA PUTUSAN SELAMK

Perkara yang diputuskan dengan putusan akhira(finalyand
binding) tidak memberikan peluang dipersoalkankembali”hasil
pelaksanaanya di lapangan kemungkinan terjadinya pelanggatan-
pelanggaran sebagaimana itu terjadi pada #HPU Jawa(Timwur.
Namun, pada dasarnya potensi pelanggavan masih terbuka lebar
saat pelaksanaan putusan MK. Bahkan pelanggaran4ang sifatnya
sistematis, terstruktur dan masif ataw, Setidaknya=memengaruhi
hasil akhir perolehan suara berpgtensijterjadi‘kembali.

Selama putusan sela yang dijatuhkan pada 2010 dan beberapa
perkara putusan sela yang diputus2010%dan akhir pada 2011, dari
sikap para pihak atas pelaksanaan putusan‘sela, dari praktik yang
terjadi di MK, menurutypenulis bisa dikategorikan sebagai berikut:
Pertama, para pihak'masih mendpersoalkan pelanggaran pelaksanaan
putusan sela dengan masih mengajukan keberatan atas pelanggaran.
Kedua, para piliak tidak mempersoalkan kembali atau keberatan
dalam, pelakSanaan putusan MK.

Terkaitydenganyang pertama, ada perkembangan menarik,
yaitu ‘diselenggarakahnya beberapa kali sidang lanjutan pasca
pltusan selaMKelerkara yang dilangsungkan tanpa sidang lanjutan
pada awalnya dipertimbangkan pemungutan suara ulang merupakan
pelaksarfiaan putusan MK dan laporan pemungutan suara ulang
tidak ditemukan terjadi pelanggaran. Kemudian dalam
petkembangannya, sidang lanjutan dilakukan pasca putusan sela,
namun alasan dilakukan sidang lanjutan menurut penulis tidak

3

Pasangan Lasarus Indouw- Rachmat Cahyadi Sinamur memperoleh 32.648 suara, pasangan
Bastian Salabi- Robert K.R. Hamar memperoleh 36.615 suara, Pasangan Johan Warijo -
Firman, sebanyak 11.618 suara, Pasangan Dominggus Buiney - Edi Waluyo sebanyak 14.675
suara, dan pasangan Nataniel Dominggus Mandacan - Wempi Nelly Rengkung sebanyak
32.907 suara. Lihat, putusan MK No. 169/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Oktober 2010.
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tergambar dengan jelas yang membedakan dengan perkara tanpa

diadakannya sidang lanjutan. Pertimbangan hukum MK terlihat

hanya mempertimbangkan terkait substansi keberatan itu sendiri.

(Lihat Tabel Perkembangan Persidangan Pasca Putusan Sela MK)

Tabel
Perkembangan Persidangan Pasca Putusan Sela

Tanpa Sidang Lanjutan

)
Dengan Sidang Lanjutan v

aporan dan keberatan
diterima.

Memeriksa bukti-bukti
(agenda pembuktian)

samrs

E utu

o

355

Alasan e PSU = Pelaksanaan
Tanpa/ Putusan Sela MK.
Adanya |¢ Laporan/ Keberatan
Sidang Tidak Memiliki Nilai
Lanjutan Bukti Yustisial tidak
diperiksa dalam sid
terbuka umum.
* Laporan PSU Tia
Pelanggaran.
Posisi Laporan dan keberatan
Laporan/ |diterima
keberatan v
Daerah La n, %

Manado, Sumbawa,
Merauke, Tanjung Balai,
Pandeglang

enarik dari sisi substansi dalam memandang
pelaksanaan putusan sela, dan sidang lanjutan pasca

ela dengan perkembangan pertimbangan hukum MK,

ama, dalam putusan akhir perkara PHPU Lamongan,
masih terdapat keberatan pelanggaran saat pelaksanaan putusan

sela. MK dalam pertimbangannya menyatakan:

"lerhadap surat perihal keberatan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut karena penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh
Termohon adalah pelaksanaan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Perkara
Nomor 27/PHPU.D-VI1II/2010. Selain itu, surat perihal keberatan tersebut
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tidak mempunyai nilai bukti justisial karena tidak diperiksa secara terbuka
dalam persidangan sehingga tidak bisa dijadikan dasar putusan.”*

Pertimbangan putusan ini juga digunakan dalam pertimbangan
dalam putusan sesudahnya, yaitu putusan akhir PHPU Gresik%
PHPU Sumbawa, * dan PHPU Sintang.®

Kedua, pelanggaran yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan
suara digunakan sebagai argumen MK dalam menjatuhkan,puttisan
akhir. Meskipun mengakui pelanggaran saat pelaksénaan putusan
sela masih terjadi, tetapi hal tersebut tidak berpengaguh signifikan
memengaruhi perolehan suara. Pertimbangan“putusan \PHPU
Tanjung Balai menyatakan:

"Mahkamah berpendapat tidak terdapatehal-hal dan keadanu baru yang
didukung bukti-bukti tertulis dari para~pihnk yang meyakinkan Mahkamah
bahwa hal-hal dan keadaan baru alquo dapat meriengaruhi hasil perolehan
suara yang secara signifikan dapat memengaruhi,peringkat perolehan suara
dan keterpilihan dari masingumasing Pasangan \Calon. Oleh karenanya,
Mahkamah tidak menfpertimbangkan Nebih danjut keberatan Pihak
Terkait terhadap hasil, pemungutan suara=ulang yang dilaksanakan oleh
Termohon...”%

Pertimbangan, ini juga digunakan dalam putusan akhir perkara
putusan akhifr"RHPU Manado¥ dan PHPU Merauke, 3

Ketiga,™untuk putusan, akhir perkara PHPU Pandeglang,
dinyatakan selaid tidak “‘mempengaruhi perolehan suara, juga
menegaskan tidakyterbtikti pelanggaran sistematis, terstruktur dan
mdsify, Pertimbangan MK menunjukkan perkembangan dari putusan
sebelumnyasyang menyatakan,

“Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada
yanbersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi
berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat

% Putusan Akhir MK No. 27/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Juli 2010

% Putusan Akhir MK No.28/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010.

3 Putusan Akhir MK No.158/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 2 Desember 2010.
% Putusan Akhir MK No.25/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010.

% Putusan Akhir MK No.166/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 7 Desember 2010.
% Putusan Akhir MK No.144/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 15 November 2010.
% Putusan Akhir MK No. 157/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 9 Desember 2010.
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terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi
perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak
dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut.” %

Pertimbangan ini jauh lebih baik dan diikuti juga dalam putusan
akhir PHPU Konawe Utara.®

Perkembangan Pertimbangan MK Pasca Putusan ‘Sela
Pelanggaran Tiada hal baru

tidak sistematis, pengaruhi
terstruktur dan masif perolehan’suara

PSU = Pelaksanaan

Putusan Sela MK

Dari sisi hukum acara, keberadaan sidangylafijitan merupakan
pergeseran yang positifesebagai peldangydiperiksanya kembali
sekiranya pelanggaranymasihyterjadi‘saatspelaksanaan putusan sela.
Bagi prinsip semuafpihak'harus diberikan kesempatan memberikan
keterangan (audilet alteram partem), sidang lanjutan penting dengan
tetap mempertimbangkan ntengenai kepastian hukum ketatanegaraan.
Pasca putlisan sela senfestinya‘selalu dilakukan pemeriksaan dalam
sidang tefbukaduntukvumum. Luas pemeriksaan tetap
mempertimbangkanydalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.
Kalaupun sidang lanjutan tidak dilakukan oleh MK, menurut
peénulis Warus berdasarkan pertimbangan yang memenuhi rasa
keadilanp dan berdasar argumen yang kuat dan dapat
dipertanggtingjawabkan. Karena putusan sela adalah putusan antara
sebeltim putusan akhir dilakukan, jika terbukti masih terjadi adanya
pelahggaran yang baru lagi, maka tidak menutup kemungkinan
sebuah putusan sela bisa dijatuhkan kembali atau dengan putusan
lain yang adil dengan sanksi jelas, tegas dan efektif.

¥ Putusan Akhir MK No. 190/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 31 Januari 2011.
4 Putusan Akhir MK No. 191/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 16 Maret 2011.
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D. PERLUASAN KEADILAN SUBSTANTIF DAN PENGUATAN
DEMOKRASI: PILIHAN PARADIGMA MK

1. Membuka Peluang Keadilan Substantif

Sebuah terobosan hukum acara MK sebagaimana diatas defigan
lembaga ini mengutamakan kebenaran materiil, diakomodasinya
putusan sela dalam putusan PHPU Kepala Daerah dap dibukanya
sidang lanjutan terbuka untuk umum pasca putdsan sela MK
Sedangkan dari sisi substansi sendiri, pertamaykalinya, MK
menafsirkan luas pemeriksaan dan ranah kekuasaannya mengadili,
serta sanksi yang diberikan dalam sebuah putusan PHPU Jawa
Timur pada 2008. Pelanggaran yang bersifat sistematis, tersttuktur
dan masif yang mempengaruhi _hasil, akhir dinyatakan dapat
membatalkan hasil Pemilu. Sebeltim perkara jni, diakui MK, tidak
temukan pelanggaran signifikan dafrhanyasbersifatpersonal belaka.
Sejak inilah MK menegaskan paradigmanya dalam mengadili
perkara PHPU Kada* dengan lebih _mengutamakan keadilan
substantif, berhadapan dengan keadilan prosedural yang disisi lain
menjauh dari tyjuapukum itu sendiri.*?

Apakah pelanggaran sisteriatis, terstruktur dam masif sebuah
ketidakadilan? ‘Semua teori keadilan menyatakan bahwa itu
merupakanskeétidakadilan /dan sekaligus melanggar hukum dan

4 Istilah paradigma digunakansThomas Khun pertama kali dalam karyanya The Structure of
Scientific Revolutions (1970) untuk menjelaskan matriks disipliner, model atau pola berpikir
dan‘pandangan dunia Kaum ilmuwan. Kata Khun, “Perubahan paradigma menyebabkan
para ilmuwan berbeda memandang dunia kegiatan risetnya”. Dalam paradigma memiliki
asumsi-asumsi metafisis, ontologis, dan epitemologis yang umumnya diterima begitu saja
(taken'for granted) dalam ilmu pengetahuan. Paradigma menjadi membimbing penyelidikan
dan ‘intérpretasi atas fenomena. Perkembangan paradigma dalam ilmu pengetahuan
banyak dikaji dalam ranah filsafat ilmu di Indonesia, misalkan lihat Akhyar Yusuf, Dari
Paradigma Positivisme ke Paradigma Konstruktivisme: Suatu Kajian Epistemologi (Jakarta:
Disertasi Program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana FIB Ul, 2002); Heriyanto,
Filsafat Holisme Ekologis Salah Satu Paradigma Post-Positivisme, (Depok: Tesis Program Pasca
Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI, 2002); Perkembangan paradigma ilmu hukum,
lihat B. Arief Sidharta, Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi
kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional
Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Lihat pandangan Ketua MK dalam artikelnya “Penegakan Keadilan di Pengadilan”,
Harian Kompas, 22 Desember 2008. Sikap ini konsisten dengan pandangan sebelumnya
saat putusan MA sebelum dialihkan ke MK terkait mengadili sengketa Pemilukada, lihat
“Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel”, Harian Jawa Pos, 24 Desember 2007.

4

S
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menciderai prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip hukum universal
seperti dikutip MK mengatakan: “Tidak seorang pun boleh
diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.
(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).” Pginsip
ini disebut juga dengan nemo suo ex delicto meliorem gomuditionem
suam potest facere atau no one can derive an advantagé frem his own
wrong.

Prinsip keadilan ini juga dirumuskan dalam Ketentuan hulk@m
positif, semisal larangan menguntungkan dizirsendiri dtaw orahg
lain secara melawan hukum dalam hukum«kbrupsiydan dalam
kasus pewarisan juga dikenal pembunuhaniatas®pewaris
menghilangkan haknya sebagai ahli watis. Jikafsebuah*pelanggaran
oleh penguasa, pelanggaran ini sudal’termasukamémenuhi semua
unsur perbuatan melawan hukum atauN\PMH (penguasa), yaitu
melanggar hak orang, lainj kewajiban, tuktim, kesusilaan, sikap
baik yang menimbulkan kerugian. Pelanggaran sistematis, terstuktur
dan masif, jika dianalegikan dengan pelanggaran dalam hak asasi
manusia (HAM) adalah megupaKattkejahatan terhadap kemanusiaan,
yang dirymuskan,”..salah saty perbuatan yang dilakukan sebagai
bagians dan serangartyang sheluas atau sistematik...”.

Relanggaran prindip Pemilu free and fair, bukan hanya merugikan
bagiypasangan, calon yang bersikap bersih dan jujur, akan tetapi
jiga merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok
marjinal, miskin, terpinggirkan yang tidak memperoleh pemimpin
yang mdntinya akan memperjuangkan kepentingannya. Akses
mereka atas politik, ekonomi, pendidikan, pekerjaan akan tertutup
damytidak lagi mampu bersaing dengan kelompok dengan akses
jauh lebih baik di masyarakat. Apalagi jika pemenang semata-mata
bermodalkan ekonomi dan ketergantungan kekuataan-kekuatan
modal, maka janji-janji kampanye untuk mensejahterakan rakyat
akan sulit terealisasi.

137



Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, April 2010 185N 1829-7706

Perkembangan MK pada titik ini seperti kegiatan keilmuan
berangkat dari cara pandang dan kerangka berpikir berdasarkannya
fakta dan gejala diinterpretasi dan dipahami. Dengan putusan ini,
MK menegaskan paradigmanya, bukan hanya menilai pelanggaran
yang menciderai keadilan, tetapi apakah MK sebagai kekuaSaan
kehakiman dapat memeriksa sampai tahapan-tahapan Pemflukada
dan memberikan sanksi dalam putusannya yang tidak, sekedar
hanya menetapkan perolehan suara yang benar. £roblem yang
dihadapi, pelanggaran yang semestinya diselesaikan secara, adil
sebelum diajukan ke MK, pelanggaran ini niasih, diperselisiltkan
di lembaga ini. Artinya banyak tahapan ydngsbelum tuhtas terKait
dalam memberikan akses terhadap keadilan¢ Karena jikd yang
dinilai sebatas hasil perolehan suara KRU, Sementara“pelanggaran
juga dilakukan penyelenggara (KPU,)Panwaslu dll) dan aparat
birokrasi, maka semua proses demokfasi Jokalthartis dinilai sesuai
prinsip free and fair.

Sebagai perbandingam, terkaitgluashya pokok pemeriksaan,
pada pemeriksaan gbjek'sengketa akan‘selalu bersinggungan dengan
fakta-fakta hukumyang jugd diperiksa lembaga lain. Hal sama
terjadi ketika PengadilanqTata Usaha Negara (PTUN) memeriksa
keberatan, KTUN, maka akan juga memeriksa fakta-fakta yang
melahjrkanobjek yatig disengketakan, baik terkait perbuatan pidana
ataw Perbuatan Meldwan Hukum (PMH) yang bisa menjadi ranah
pengadilan lain. Pengadilan Perselisihan Perburuhan Indonesia
(PPHI) juga tidak-dkan bisa memberikan sebuah putusan yang adil,
jika tidak mémeriksa fakta-fakta lahirnya objek yang dipersengketakan
sebagaiffakta material yang sama ketika itu juga diperiksa Pengadilan
Umam dengan dasar PMH. Begitupun jika MK hanya menetapkan
perelehan suara secara matematis, tugas MK akan lebih ringan,
akan tetapi MK akan menutup “mata” akan keadilan dan hanya
melegitimasi pelanggaran yang dilakukan dari tahap awal sampai
akhir.

Keberanian MK ini penting, jika dikaitkan pembedaan tiga
macam keadilan prosedural John Rawls. Bahwa prosedural
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sempurna mempunyai kriteria independen maka menghasilkan
adil sesuai yang diharapkan. Sedangkan keadilan prosedural tak
semupurna, kriteria independen tidak menjamin dihasilkan keadilan
sesuai yang diharapkan. Untuk keadilan murni, tidak didahului
kriteria independen: keadilan lahir dalam prosedur itu sepdiri
apabila dilaksanakan. Keadilan murni dicapai dengan membangun.
dan mengelola sistem institusi yang adil pula.*® Terkait, dengan
putusan ini, jika hakim sudah memenuhi ketentuah“prosedural,
maka bukan karena keadilan yang diharapkan’ditegakkan,dan
yang bersalah dihukum, akan tetapi apakah prosedus yang ditemptih
hakim sudah sesuai ketentuan. Pembagiad yang diragdkan tidak
adil terkait erat dengan prosedur pembagianfiya, sehinggd MK
dalam hal ini juga telah sangat tepat menilai prosedutniyasitu sendiri
yang dirasakan tidak memberikafi keadilan.

Namun, apakah MK bisa menjatdhkamputusan pemungutan
suara ulang atau penghitungan suara tlang? Menurut penulis,
dalam kasus Jawa Timurdengan pelanggaran hukum dan juga
keadilan, pasti banyak pihak yangyditugikan. Setiap kecurangan
apalagi menyangkut,Pemtilu, akibatnya bisa sangat luas, lebih luas
dari pada pelanggaran hukum™peétrdata. Dalam teori dan praktik
PMH, dikenal“ganti rugi nominal, kompensasi dan penghukuman.
Sedangkanidalam sarksi pidéna mencakup ganti rugi dalam perdata,
denda, pencabutan hak niemilih dan dipilih atau menduduki jabatan
tertentty, Olelnkarenanya, sangat tepat dengan putusan MK tidak
masuk terlaly jawh ke wilayah perdata atau pidana dan masih
dalam batassbatas kerangka sanksi-sanksi hukum pemilu.

Selain pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang,
menurut penulis, ketika pelanggaran yang terjadi begitu luas,

# Lihat buku John Rawls, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemahan A Theory of Justice, Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Teori keadilan John Rawls dan
Habermas berdimensi lebih luas, tetapi teori-teorinya banyak memberikan perhatian
terhadap pihak-pihak yang kurang beruntung sekalipun sehingga cocok dengan Indonesia
dan menilai distribusi keadilan. Lebih jauh, lihat Bur Rusuanto, Keadilan Sosial Pandangan
Deontologis Rawls dan Habemas, (Depok: Disertasi Pasca Sarjana Ul, 1999); Ridha Ahida,
Kosep Keadilan Pada Masyarakat Multikultural Dilihat Dari Perspektif John Rawls dan Will
Kymlicka, (Depok: Disertasi Program Pasca Sarjana Ilmu Filsafat FIB UI, 2005);
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sistematis, terstruktur dan masif, maka MK harus lebih maju
memberikan sanksi, yaitu dengan mendiskualifikasi pasangan calon
untuk pelanggaran yang tidak memungkinkan diperbaiki lagi atau
potensi pelanggaran ulang akan dilakukan jika calon masih
mengikuti kompetisi. Karena saat ini dari praktik yang berlangsung,
timbul sebuah sindiran, “lakukan pelanggaran lebih besar saat
pelaksanaan putusan sela dan terutama putusan akhir, karena tidak
akan ada upaya hukum apapun”. Sebagai pembelajatan,demokrasi
dan nilai-nilai demokrasi tidak dibajak apabila bobet pelanggaran
begitu sangat besar dan luasnya, maka mendiskualifikasi pasan@an
calon menjadi hal yang urgen dilakukan.

Menegakkan paradigma keadilan stibstaritif sesuai, tipologi
hukum responsif Nonet-Selznick*. Menurut penulis, Sépertinya MK
ingin memberikan jawaban danh memprakfikkahnya langsung
melihat kelemahan perkembangan™tipe hukum.otonomon yaitu,
perhatian terlalu besar kepada aturap dan Kepantasan prosedur
sehingga hukum keluar dari tujuannya ‘sendiri dan menghambat
pemecahan masalah dantkeadilan huktun otonom dirasakan sebagai
kebohongan dan sewenang-wenang apabila menimbulkan frustasi
terhadap harapansharapan ‘yang~“dikobarkan. Hukum responsif
memang bercitikan pergeseran dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip
dan pentingnya watak kerékyatan (populis) baik sebagai tujuan
hukum,maupun, sebagai cara mencapainya. Keadilan substantif
menjadi tujuan tipeperkembangan hukum responsif, sebagai sebagai
Kemajuan/dan capaian hukum otonom yakni keadilan prosedural
dengarl seMangatnya “prosedur sebagai jantung hukum.”

Dalamyspraktik di MA sendiri, seperti dalam pandangan-
pandangan ketuanya, misalkan Subekti, Wirjono Prodjodikoro,
Oemar Seno Adji, sebenarnya semangat pembentukan hukum
melalui yurisprudensi sangat kuat, menghadapi berbagai prosedur
dan aturan yang tidak memberikan keadilan. MA juga banyak
melakukan terobosan hukum meskipun berbagai peraturan sudah

# Lihat Philippe Nonet-Philip Selznick, Hukum Responsif, Terjemahan Law and Society in
Transition: Toward Responsive Law, Raisul Muttagien, (Bandung: Nusamedia, 2008).
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mengaturnya, misalkan soal peninjaun kembali (PK) perkara pidana
atau perdata (herziening-request civiel), mengakomodasi hukum adat
pidana, penerimaan asas meteriele wederrechtelijkheid dalam korupsi
dan soal kotrasepsi, abortus berdasarkan alasan medis, tafsir bara
"haatzaai artikelen” dan lain sebagainya. Hakim menggunakan
interpretasi yang menyesuaikan undang-undang dengan
perkembangan masyarakat.®

Bersama ahli-ahli hukum seperti E. Utrecht, hakim dengan
peradilannya menjadi suatu ”determinant van de’ reehtsvorming¥,
satu kekuatan yang membentuk hukum juga. Pembentukan huleim
oleh hakim dalam hal berlakunya hukum tidak tertdlisssepetrti
hukum adat- atau dalam hal wettenrecht (hukumh undangsundang)
yang telah ada tidak mencakup aliransaliran dalanT™masyarakat,
sedangkan pembentuk undang belum sanggup menhgganti dan
menyesuaikan wettenrecht lama dengaf yamgsbazus*® Sudikno jauh
hari juga dalam disertasinya mengatakanybadan peradilan dalam
menjalankan hukum dan _menafsirkan, undang-undang, diberikan
hak “menilai” undangsundang atat, dengan “maatshappelijk
werkelijkheid”, sedamgkan pémbatalannya tetap kepada badan
tertinggi (MRR).*

Keluar,_dati, pandangan Sempit, terobosan MK ini sesuai cita-
cita hukumy/penigadilan progresif-nya Satjipto Rahardjo yang banyak
memberikan wasnaMain’ di dunia hukum dan seperti pergulatan
kemantisiaan yang dikemukakan Roeslan Saleh, yang menyatakan,”....
jika hakind’ melakekan hal-hal yang tidak lazim dan biasa untuk
hasrat, dan‘kemauannya yang dalam untuk menyentuh keadilan,
akan “ada ketidakpastian dan ketidaktenangan, tetapi yang

T kilat pandangan Oemar Seno Adji dalam buku-bukunya: Hukum-Hakim Pidana (1984),
Peradilan Bebas Negara Hukum (1980), Herziening - Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik
Suap (1984); KUHAP Sekarang (1985), Pers Aspek-Aspek Hukum (1977); Lihat buku Subekti
antara lain dalam Bunga Rampai Ilmu Hukum (1974).

% E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet ke-10 (Jakarta:
Sinar Harapan, 1983), 125-126.

¥ Disertasi Sudikno untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di UGM pada 18
Desember 1971 dibukukan pada 2011, lihat Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan
Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa
Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 264-266.
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sebenarnya adalah lebih menguntungkan dari pada merugikan,
oleh karena ketidaktenangan dan ketidakpastian itu dapat
mengakibatkan dia mematahkan kepastian yang palsu dan
ketenangan yang munafik.”*

Keadilan substantif memang menciptakan ketidakpaétian
hukum, tetapi menciptakan ketenangan hakim memberikan Keadilan
bagi kasus yang ditangani. Selain itu, putusan hakim akan
mendorong berbagai perubahan dalam penyusumnan, peraturan
perundang-undangan yang tidak memberikan keddilan. Jika hakim
(termasuk hakim konstitusi) hanya sekeddr menerapkansauti
sebagaimana isi undang-undang dalam kdsus*yang ditanganinya,
maka kekuasaan kehakiman tidak lebih, sebtiah ™kepanjangan
tangan” dari kekuasaan legislatif dan.eksekutif (birokrasse Sehingga
untuk apa kekuasaan kehakiman? Apaguna kekuasaan kehakiman
dipisah dari kekuasaan lain?

Mengutip kata Roberto M, Unger, vaitu:)”An ideal of justice
is formal when it makes the unifomm.application of general rules
the keystone of justice®of when ‘it establishhes principle whose
validity is suppesedly iftdependent of choiches among conflicting
values. It is procedural when'it fifiposes condition on the legitimacy
of the processes“by which spcial advantages are exchange and
distributed /It"is substantivé when it governs the actual outcome
of distributive decisiOn or of bargains. (Keadilan yang ideal adalah
formalNketikayaturan-aturan umum dipraktekkan secara seragam
sebagai dasar Keddilan atau ketikadadilan menegakkan prinsip-
prinsip’yang keabsahannya diharapkan bebas dari pilihan diantara
nilaj-nilai yang berlawanan. Ia adalah prosedural ketika menetapkan
Syarat-syarat bagi legitimasi proses dimana keuntungan sosial saling
dipertukarkan atau terdistribusi. Ia adalah substantif ketika ia
menentukan hasil aktual dari keputusan distributif atau bagi

penawaran-penawaran).*

* Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pegulatan Kemanusiaan, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),.
# Roberto Unger, Law in Modern Society, (New York: The Free Press, 1976), 194.

142



Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantii

2. Perluasan Keadilan Substantif dan Penguatan Demokrasi

MK juga menjumpai pelanggaran terhadap hak warga negara
maju sebagai pasangan calon (rights to be candidate) dan terbukti
adanya calon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah*.
Selain itu, MK juga menemukan pelanggaran atas hak memililt
bagi setiap warga negara, penggelembungan suara dan pengurangar
suara, ketidaktahuan mengenai pelaksanaan pemungutan suara
ulang adalah kelanjutan proses Pemilukada sebelumnya, dan lain
sebagainya.

MK berkembang dengan paradigma mempeégluas keadilan
substantif itu sendiri, yaitu perlindungan hak-hak bagi siapapun
mencalonkan diri sebagai kandidat dan hak pilih uniyersal bagi
orang dewasa (universal adult suffyage), yang tidak boleh dibatasi.
Pemilu harus memberikan keleluasaan siapapun mencalonkan diri
untuk berkompetisi dan setiap warga negata memiliki hak memilih
yang sama tanpa membeda-beédakan berdasarkan jenis kelamin,
agama, suku, etnis, ras, faham, kettgtiman) kekayaan dan lainnya
kecuali dicabut hakfwya sebagai pemilih berdasarkan hukum. Selain
itu, Pemilu juga, tidak sepenuhnya diserahkan rakyat tanpa
persyaratan €ama)sekali, sehingga persyaratan calon tetap sangat
penting. Apalagi perkembangan putusan MK juga membuka
peluanig nafapidanp@ bisa“vhencalonkan diri dengan syarat-syarat
textentu:

Terkait putusan yang dijatuhkan ini, ada kesamaan pertimbangan
memberikKan pembelajaran proses demokrasi dengan sanksi yang
diberikap. Paradigma ini memberi jalan terbangunya tujuan
demekrasifitu sendiri, dengan realitas pelanggaran yang kompleks
dan/preses demokrasi penuh kecurangan (malpractices). Janedjri M.
Gaffar mengatakan, “Jalan yang telah dibuka MK hanya dapat
mewujudkan demokrasi substantif jika diikuti semua pihak”®
Memang keadilan MK tiada artinya tanpa kesadaran sama dari

% Terkait syarat calon kepala daerah ”“bukan narapidana lima tahun”, lihat Putusan MK
No.4/PUU-VII/2009, 24 Maret 2009.
°! Janedjri M. Gaffar, “Meretas Demokrasi Substantif’, Seputar Indonesia, 27 Desember 2010.
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lembaga lain. Putusan MK memang mudah diterima para pihak
karena lembaga ini didukung proses yang transparan, tidak
memihak dan akuntabel.

Dengan pembajakan demokrasi belum menyentuh korupsi
pemilu, maka dibutuhkan peran-peran menegakkan integritas pfoses
dan hasil Pemilukada dengan mekanisme hukum yang adil dan
cepat. Minimnya pelanggaran yang diusut, misalkan Tepe Santoso
dan Didik Supriyanto mencatat bahwa sepanjang 198541999, tindak
pidana pemilu hanya ada lima perkara disidangkan, yaitu empat
kasus sudah berkekuatan hukum tetap, dan satukasus mequnggu
proses kasasi.”” Bawaslu pada Pemilukadal2040; juga menyatakKan
lebih banyak perkara yang diteruskan/ dilapofkan/
direkomendasikan ke kepolisian/NKPU, baik pelanggaran
administrasi, tindak pidana, kode etik lebil banyak yang tidak
ditindaklanjuti.®

Oleh karenanya, upaya luat biasa sangat penting menilai semua
pelanggaran dan menilai_bobot pelanggaran yang terjadi, apakah
prinsip pemilu free and, fair dijalankan dan pengaruhnya atas
perolehan suara, sehifigga tujuan demokrasi tercapai. Jika hukum

2 Topo Santoso danwRidik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, (Jakarta:
Rajagrafinde,Persada, 2004)jhlm. 168; Mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu
relatif baru kareéha sebelum 2003, sfiekanismenya sama dengan tindak pidana lainnya.
Pada 1999, mekanismé penyelesiannya mempersulit penegakannya dengan pengaturan
UG, PB.MA, KPU, hinggd SKB. Penegak hukum dalam menyelesaikan dengan pendekatan
Keselarasan, pandanganytindak pidana pemilu salah tapi tidak perlu dihukum berat, konflik
parpol bukan masalah melindungi kepentingan masyarakat dan demokrasi, pendekatan
sempit dalam melthatstinsur-unsur tindak pidana terbukti atau tidak, dan penyelesaian
berlangsung lama, padahal pemilu sudah selesai. Lihat, Topo Santoso, Tindak Pidana
Pemiluy (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 149-153.

% “Pefianganan Pelanggaran pada Pemilu Kada 2010”7, Rabu, 22 Desember 2010, http://
www.bawaslu.go.id /berita/39/tahun/2010/bulan/12/tanggal /22/id /2010/, diunduh
18/04/2011: Pemilukada 2010, sebanyak 1125 pelanggaran administrasi (95%) diteruskan
ké KPU, sedang yang ditindaklanjuti KPU sebanyak 27 pelanggaran (2,29%). Sedangkan
sejumlah 572 laporan pelanggaran pidana pemilu, yang diteruskan ke kepolisian sejumlah
532 laporan/ temuan (90%), sebanyak 168 laporan/ temuan (29%) dihentikan kepolisian.
Untuk pelanggaran kode etik, Bawaslu telah merekomendasikan pembentukan Dewan
Kehormatan KPU sebanyak 16 rekomendasi, ditindaklanjuti KPU 5 rekomendasi (31,25%),
12 belum ditindaklanjuti (68, 75%); Sebagai bahan perbandingan, untuk tindak lanjut
pelanggaran dapat dibaca, Wahidah Suaib, Optimalisasi Tindak Lanjut Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Pemilu: Dilema Pengawasan Pemilu 2004, (Jakarta: Tesis Program Studi
Ilmu Politik Program Pasca Sarjana FISIP UI, 2004).
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memberikan hak memilih dan dipilih, hukum harus memberikan
jalan keadilan ketika hak dilanggar dan hak yang lain. Gejala
menurunnya kepercayaan publik (public trust) atas pejabat yang
dipilih bagian dari lemahnya penegakan hukum tidak sepenuhnya
berlangsung adil. Perilaku curang dalam Pemilukada banyak
dirasakan, akan tetapi banyak yang tidak terbukti dalam “proses
hukum.

Demokrasi bukan tanpa kritik dan perbaikan.#Sebagaimana
dalam teori mengenal demokrasi prosedural, demioksasi agregatif,
demokrasi deliberatif, dan demokrasi pdartisipatorist Yatig
membedakan status demokrasi ini adalah(lingkup dam intensitas
partisipasi warga negara dalam pembuatan’dan ‘pelaksdnaan
keputusan politik. Anthony Giddens, dalam Beyornd, Fefttand Right
(1987), misalkan juga menyatakafn demokrasifharus memperbaiki
diri dan beradaptasi perubahan“zamanmyanGiddens melihat
keruntuhan Uni Soviet bukan kemenamgan demokrasi liberal
(Fukuyama), akan tetapinketidakmampudan negara mengatasi
persoalan masyarakat medern. Giddens menawarkan pendalaman
demokrasi dengan tawaran demokrasi dialogis dengan memperkuat
demokrasi yang sedang berlangstifig. Demokrasi dialogis berbasis
hubungan, keterbukaan dan\penghargaan integritas orang lain.
Demokrasijdialogis b€rada,pada wilayah sosial dengan membangun
tatananan sosial yang demokratis, sedangkan demokrasi deliberatif
berada‘tatanan politik dan penciptaaan ruang publik.

DemoKrasi tidak berhenti pemilihan langsung secara free and
fair. Démokrasi tidak hanya demokrasi prosedural, apalagi
Pemilakadapenuh kecurangan. Cita-cita konstitusi sejatinya bukan
Kanya_demokrasi politik, seperti kata Soekarno yaitu untuk
mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi (sosio-demokrasi)
yang kakinya berdiri dalam masyarakat dan Hatta dengan tawaran
"kerakyatannya” dengan demokrasi seluas-luasnya, dalam politik,
ekonomi dan sosial.** Keadilan sosial hanya mungkin dengan

% Pandangan sosio-demokrasi Soekarno dapat dibaca dalam buku-bukunya. Faham
kolektivisme Hatta antara lain bisa dilihat dalam “Ke Arah Indonesia Merdeka” dan
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memberdayakan rakyat dan menjamin kedaulatannya. Lebih jauh,
kebebasan (freedom) sebagai perhatian keadilan, harus menciptakan
kemampuan masyarakat yang efektif meraih apa yang direncanakan
dan diinginkan dalam hidupnya sebagaimana pendekatan kapabilitas
Amartya Sen. Semua tawaran ini pada dasarnya untuk tercapdinya
demokrasi dan juga keadilan lebih baik.

Moh Hatta pernah mengatakan, rakyat harus mengetahui siapa
yang dipilihnya. Jika tanpa kesadaran politik, rakyat ‘akan tertipu
semboyan kosong. Kedaulatan rakyat yang berdrtiNpemerintahan
rakyat menghendaki rakyat yang memilikj “kesadaran_ politik:™
Demokrasi digantungkan peran penyelenggarasmegara, partai politik
dan rakyat mengisinya dan khususnya MK méwujudkan gita-cita
konstitusi dalam kewenangan konstituSionalnya™Di tengah
deparpolisisasi dan rendahnya kepercayaan mdsyarakat atas Pemilu,
pesan Riswanda Imawan_ sangdt=penting ‘wamng mengatakan
keberadaan partai politik penting merefermasi dirinya dari pada
memenangkan pemilu. Degika kempetisi”harus diubah logika
konstituensi, karena partai akan lebih%peduli kepada aspirasi yang
datang dari bawabh, datitasyarakat, seraya menghargai masyarakat
sebagai pemegangikedaulatan rakyat.”

Di awal 2011} MK menguji norma batas kewenangan PHPU
dalamy membetikan”sanksifatas pelanggaran, sebagaimana kasus
Kotawaringin Barat{dengan mendiskualifikasi pasangan terpilih
danymenetapkan pasangan pemenang. Meskipun permohonan ini
ditolak MK, putesan ini merupakan tolak ukur Mahkamah dalam

“Kolektiyisme Tua dan Muda”, dalam Kumpulan Karangan (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
Pandangan Soekarno dan Hatta sama-sama menolak liberalisme, sebagaimana Rawls dan
Habermas” Rawls dan Habermas bahkan memotong liberalisme politik dengan liberalisme
ekonomi dan lebih berorientasi kepada golongan paling tertinggal. Jimly Asshiddiqie
mencatat di negara-negara barat umumnya sistem sosial dan ekonomi tidak diatur dalam
konstitusi, sedangkan di negara-negara eks Uni Soviet dan konstitusi Republik Islam
Iran memuatnya. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Disertasi Doktor IlImu Hukum Fakultas Pasca Sarjana
UI, 1993) 47-48.

% Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat,
cet ke-2 (Bandung: Sega Arsy, 2008) 89-95.

5 Riswandha Imawan, Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri,
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada IImu Politik Fisipol UGM, 4 September 2004.
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menilai kekuasaanya sendiri sejauh mana atau batas-batas kekuasaan
MK. Perkara ini diharapkan menjawab dan menegaskan kewenangan
PHPU Kada apakah merupakan kewenangan MK atau MA,
sebagaimana pada awalnya diadili karena pengalihan kewenangan
sesuai UU Pemda dari MA kepada MK.” Putusan ini juga diharapkan
akan menjawab kepastian Pemilukada merupakan rezim“mana,
rezim Pemda atau Pemilu® serta apakah kewenangan yang,dimiliki
MK bersifat limitatif atau enunsiatif, terkait masa’depan MK.*
Karena selama ini kontroversi lebih terkait batag/batas kekuasaan
MK mengadili.

Dalam pertimbangan putusan Nol Z5%.PUUNIIE/2010
menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa kewenangan Mahkamah dalawt Peilihan Kepala Baerah dan Wakil
Kepala Daerah tidak semata-matq berdasarkan Pasal 106\ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang"PemerintahanDaerah, tetapi juga
bersumber pada Pasal 24C ayat(1)"TIUD_1945........ Menurut Mahkamah
pengertian memutus tentang perselisihan “hasilpemilihan umum lebih luas
pengertiannya dari pdda gnemutus (sengketm)™ hasil penghitungan suara”
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat(2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 teutang\Pémeérintahan Daerah. Lebih dari itu, menurut beberapa
undang-undang yang terkait dengam=Pemilu, pengertian pemilihan umum
mencakup prosSessmulai dari \tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir
hasil pertiliham umum ¥

5 Setiap 'kekuasaan harusidipertanggungjawabkan, dalam teori pembentukan kekuasaan
dikenal pemberian kekuasaansecara atributif dan derivatif. Teori pembentukan kekuasaan
vamHeng Maarséyen, lihat Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden
Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan
(Surabaya(Disertasi Fakultas Pasca Sarjana FH Universitas Airlangga, 1990), 75-91.
PutusanMKWo. 72-73/PUU-II/2004. tanggal 30 Desember 2003: ”.... Pilkada langsung
tidaketermasukidalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E
UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil
tintuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945.” Menurut putusan ini, pembentuk UU
dapatsmenyatakan Pemilukada sebagai perluasan pengertian Pemilu menurut Pasal 22
ETUUD 1945 menjadi kewenangan MK dan dapat menentukan Pemilukada dalam arti
formal dalam Pasal 22E UUD 1945 dengan menambah kewenangan MA.

Putusan MK No.004/PUU-1/2003, tanggal 30 Desember 2003: “...Akan halnya kewenangan
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden tidaklah berwenang
menambah dan karena itu secara a contrario juga tidak berwenang mengurangi kewenangan
Mahkamah Konstitusi itu dengan undang-undang. Karena itu, landasan hukum yang
dapat dipakai untuk menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak
berwenang untuk memeriksa sesuatu permohonan haruslah didasarkan atas ketentuan
Undang-Undang Dasar bukan undang-undang.”

¢ Lihat Putusan MK No. 75/PUU-VIII/2010, tanggal 31 Maret 2011.

5

&

@
)
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Putusan pengujian UU ini berdampak penting dalam
perkembangan MK selanjutnya. Karena pertimbangan putusan ini
terbukti digunakan sebagai dasar dalam putusan-putusan MK
selanjutnya menyangkut kompetensinya mengadili dalam perkaras
perkara PHPU Kada pada 2011. Penulis memandang puttisan
pengujian UU Pemda ini merupakan kristalisasi paradignta, yang
dianut selama ini. Akan tetapi pertimbangan MK meskipun sudah
tepat, akan tetapi menurut penulis belum sepenuhfiya, menjawab
pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagaimanagpenulis nyatakan
diatas. Lebih jauh, MK juga sudah merumdskan yurisptudénsi
terkait pelanggaran yang tidak atau yangsbisa membatalkKan
keputusan KPU. Kategori ini memiliki Kekusdngan“karend tidak
mencakup semua model-model putusan,yang telahydijatthkan MK
sejak 2008 sampai dengan 2010 sebagaimangd terurai diatas yang
pada dasarnya jauh lebih luas.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemilukadailangsung tidaleserta merta meningkatkan kualitas
demokrasi tanpa.menjalankan “prinsip-prinsip Pemilu free and fair.
Pemilukadalangsung masily diwarnai pembajakan atas nilai-nilai
demokrasi‘yang berpotensi mengubah hasil akhir perolehan suara
masing-masing pasangan calon. Berbagai model putusan MK dan
sanhksi yamgydijatihkan terkait erat dengan beragamnya pola
pelanggaran’ yang terjadi dan MK sebagai pengadilan dituntut
memberikan” keadilan, bukan tanpa memberikan keadilan dan
kébenaran.

Sejak pertama kali mengadili perkara PHPU Kada pada 2008
setelah pengalihan kewenangan dari MA kepada MK, sampai
dengan perkara diregistrasi 2010 dan diputus pada 2010 dan 2011,
pola pelanggaran Pemilukada dan model putusan MK serta daerah
Pemilukada dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dalam tabel
sebagai berikut:
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Pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif.

Pemungutan suara
ulang dan/ atau
penghitungan suara
ulang dengan putusan
akhir.

Jawa Timur, TSS,
Tapanuli Utara,
Konawe Selatan,
Mandailing Natal,
Buru Selatan.

Pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif.

Pemungutan suara
ulang dan/ atau
penghitungan suara
ulang dengan putusan
sela.

15 daerah

Pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif.

Mendiskualifikasi
calon terpilih dan

Pasangan calon tidak
memenuhi syarat
tetapi diloloskan KPU
(narapidana lima
tahun).

dan ti

tidak diloloskan.

Jayapura dan
Kepulauan Yapen

Pemungutan suara
pemilih yang berhak
memilih.

Bangka Barat

Pemilukada Putaran
edua padahal
pemungutan suara
ulang merupakan
kelanjutan proses
Pemilukada Putaran
Kedua sebelumnya.

Menetapkan pasangan
terpilih.

Bengkulu Selatan
(2010)
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8 |Penggelembungan dan |Menetapkan perolehan |Manokwari
pengurangan suara. suara yang benar.

Pelanggaran yang mendominasi Pemilukada secara langsung
yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipily
penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/ anggaran negara olehcalon
incumbent, dan maraknya praktik money politics. Perkata PHPU
Jawa Timur adalah pertama kalinya pelanggaran berSifatsistematis,
terstruktur dan masif yang berpengaruh atas hagil akhir perelehan
suara yang dinilai MK dapat membatalkan hasil PemiluKada.
Sedangkan pelanggaran Pemilukada yang diptitus terbanyak yaitu
dengan putusan pemungutan suara mlang,déhgan menggtinakan
instrumen putusan sela dan pada=2010 dan.masih digunakan
putusan akhir sebagaimana awalsawal MK miengadili PHPU Kada
pada 2008. Dengan putusan akhir, maka fagé bagirdalam pelaksanaan
putusan MK tertutup diperiksa kembali, /meskipun terdapat
pelanggaran yang sistematis, terstr@iktur.dan masif. Kemungkinan
peluang keadilan hanyaydiperolelhdéngan mengajukan gugatan
atau laporan Kepada lembaga lain terkait penegakan hukum
Pemilukadagjika\MK mefjattthkan putusan akhir.

Selainwpelanggaran yangy bersifat sistematis, terstruktur dan
masif,fbebefapa pelanggatah yang terbukti di MK terkait hak dipilih
dan‘memilih, pefsyaratan calon kepala daerah, dan yang lain terkait
pelanggaran ‘pada jtahapan-tahapan dalam Pemilukada. Putusan
MK semakinberkembang, baik terkait luas pemeriksaan yang tidak
terbatds menilai penghitungan suara dan menetapkan perolehan
suaka Yiang benar, tetapi juga menilai berbagai pelanggaran pidana
dapadministrasi setiap tahapan Pemilukada. Selanjutnya bobot
pelanggaran dinilai apakah merupakan pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif atau pelanggaran yang berpengaruh atas
hasil akhir perolehan suara atau melanggar asas-asas Pemilukada
sesuai konstitusi yang pada dasarnya pelanggaran hukum, keadilan

dan nilai-nilai demokrasi. MK akan memberikan sanksi dalam amar
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putusannya sesuai tahapan pelanggaran dan bobotnya dalam ranah
hukum pemilu, karena pelanggaran administrasi dan pidana masih
dapat diteruskan lembaga lain yang berwenang.

MK berkembang paradigmanya tidak hanya membuka dan
menciptakan peluang keadilan substantif, juga memperluas keadilan
substantif dengan pergeseran dari aturan kepada prinsip-prinsip
dan tujuan dan turut memperkuat demokrasi yang berlangsung
agar lebih berkualitas sesuai tujuan demokrasi sendirisbtikan sebatas
demokrasi politik, tetapi membukakan jalan tercapainya demokrasi
ekonomi dan sosial. MK berperan akhir merilai\semua, tahapan
parameter penyelenggaraan Pemilukada dilaksanakan demekratis,
termasuk oleh penyelenggara pemilu/ birgkrasi yang,sehartisnya
tidak memihak (netral). Demokrasi_tidak berhenti pada=demokrasi
prosedural, tetapi juga mewujudkan tujyan demiokrasi dan
mewujudkan keadilan sosial dan=peran=MK.sébagai penjaga
konstitusi sangat menentukan dalam kewenangan konstitusionalnya.
Tidak hanya membanguntatanan pelitik, yang demokratis, akan
tetapi juga dibutyhkan penguatam\masyarakat sendiri dan
terbukanya ruang publik™*Oleh karenanya, hakim konstitusi dituntut
sebagai negarawanyang memiliKi®peran membawa demokrasi dan
keadilan tidak, hanya untuk Pemilukada saat ini tetapi juga
memikirkan/masa dépanidemokrasi di Indonesia.

Selain hal substahsi) banyak terobosan hukum MK membawa
perkembangan hukum acara, antara lain MK mengutamakan
Kébenaran/materiil saat saat berhadapan kelemahan sisi formil,
mmembukakah jalan bakal pasangan calon sebagai sebagai Pemohon
(subjectuin litis), dan lembaga ini lebih maju mengakomodir putusan
selassebelum membuat putusan yang mengakhiri perselisihaan
yang terbukti efektif menjaga integritas pemilu. Praktik diadakannya
sidang lanjutan merupakan pergeseran yang positif dan responsif
dengan peluang diperiksanya kembali sekiranya pelanggaran
sistematis, terstruktur dan masif terjadi saat pelaksanaan putusan
sela MK.
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2. Saran

Karena pemungutan suara ulang mendominasi putusan yang
dikabulkan MK, alangkah baiknya ke depan pelanggaran yang
bersifat sistematis, terstruktur dan masif memanfaatkan bentuk
putusan sela. Dengan putusan akhir, MK terpenjara dengan putusaft
final dan mengikat (final and binding) padahal pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif masih terbuka lebar saat pelaksamaanyputtisan
sela.

Putusan sela harus digunakan semaksimdl muggkinghtuk
tercapainya Pemilukada berkualitas datam semuastalfapan
Pemilukada. Jika sangat diperlukan, MK haru§ berani enfutuskan
mendiskualifikasi pasangan calon untuk, _pembelajaran, demokrasi
yang lebih jelas dan tegas, jika terbuktizpelanggaran yang terjadi
betapa seriusnya, baik dari sisijktaantitas madpun kualitasnya dan
berpotensi melakukan hal sama_jika hanya diptitus pemungutan
suara ulang dalam putusan sela.

Untuk keadilan, kata/Atistotelesiséperti dikutip MK, “keadilan
dapat berarti memgeslakukan samaterhadap terhadap hal-hal yang
memang sama”fmaka ratio decidendi putusan MK sebelumnya harus
digunakan Seeara konsisten dalam putusan-putusan selanjutnya.
Kalaupufisnantinya dalam “suatu penyelesaian kasus konkrit
menuntut perubahédn dalam memberikan putusan, harus berdasarkan
argumertkuat dan“wa#io decidendi lama dipertanggungjawabkan
kepada publikymelalui pertimbangan putusan yang baru.

Kebetadaan sidang lanjutan terbuka untuk umum pasca putusan
sela larus selalu diselenggarakan jika para pihak masih keberatan
atasypelakSanaan putusan sela. Karena tujuan putusan sela utuk
memperoleh kebenaran agar putusan akhir sesuai keadilan dan
kebenaran, maka pelanggaran sistematis, terstruktur dan
pelanggaran asas-asas Pemilukada free and fair harus diperiksa
kembali jika dipersoalkan. Sidang lanjutan tetap mempertimbangkan
kepastian hukum jadwal ketatanegaraan dan pemanfaatannya
dengan pertimbangan yang matang.
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Mengadili perkara PHPU Kada adalah memeriksa fakta-fakta
yang berbeda dengan menguji norma, sehingga pembuktian harus
tetap menggunakan teori-teori yang sudah diakui. Hal ini untuk
menghindari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hal-h
persyaratan formal yang berakibat fatal dari para pihak, semestin \
tidak lagi ditolerir karena akan membiasakan praktik ber:@l

si.

mengabaikan formalitas yang kadang menentukan su
Dibutuhkan dokumentasi dan penyebarluasan san yangv
mo

memiliki arti penting bagi perkembangan huk & asi
ketatanegaraan. Hal ini untuk memudahkan an mas t
luas mengetahui pembentukan hukum melalu#MK d raktik

yang berkembang sangat pesat. ? 3
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A4 menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi
1,5. Naskah harus disertai abstrak dan kata kunci dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris sepanjang 100 kata. Kata kunci
disesuaikan bahasa artikel sebanyak 3-5 kata.
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4. Sistematika penulisan hasil penelitian harus mencakup: Judul,
Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Abstrak (berbahasa
Indonesia dan Abstract (berbahasa Inggris), Kata kunci, Latar
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitiaf,
Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftax
Pustaka.

5. Sistematika penulisan analisis putusan, kajian j€ori, ‘wcana
hukum dan konstitusi harus mencakup: JudulpNama Penulis,
Nama Instansi Penulis, Abstrak (berbahasa Indonesia dan
Abstract (berbahasa Inggris), Kata /Kunci, Pendahuluan,
Pembahasan (langsung dibuat menjadi sub-sub, judul sesuai
dengan permasalahan yang dibahas)), Kesimpulan; Daftar
Pustaka.

6. Penulisan daftar pustaka secara“alfabetis, merigikuti Turabian
Style dengan tata cara penulisan sebagai/berikut;
Buku.
Weiss, Daniel A, Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence.
Seattle: Uniyersity of Washington' Press, 1962.

Makalah:
Knight,"Rebin. “Poland’s Feud in the Family.”, New York, 10
September 1990,,52%53, 56.

Artikel Jurnal.

Sommier, /Robert. “The Personality of Vegetables: Botanical
Métaphers for Human Characteristics.” Journal of Personality
56){no#4 (December 1988): 665-683.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan.

Tillich, Paul. “Being and Love.” In Moral Principles of Action,
ed. Ruth N. Anshen, 661-72. New York: Harper & Bros.,
1952.
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Internet.

Rost, Nicolas, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl. “A
global risk assessment model for civil wars.” Social Science
Research 38, no. 4 (December 2009): 921-933. http://ww
sciencedirect.com/science/article/ BOWX84WMM7CY V\
aa857f212528b45ef7743e7415c8832a (accessed Oct@ 5

2009).
7. Daftar pustaka hendaknya dirujuk da é pal@

mutakhir. %
Penulisan kutipan menggunakan mod@n kald (footnofes)
mengikuti Turabian Style dengan tat penulisa agai
berikut;

Buku. O Q
Daniel A. Weiss, Oedipus 'ngh@-l. awrence (Seattle:

University of Washington Press, 1962),
Makalah. \

o

Robin Knig and’s Feud in the Family,” U.S. News and
World R f, epte\ 0, 52.
Artik 1
ertiSom Personality of Vegetables: Botanical
aphors fo an Characteristics,” Journal of Personality

no ber 1988): 670.
?\ angan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan.

aul Tillich, “Being and Love,” in Moral Principles of Action, ed.
N. Anshen (New York: Harper & Bros., 1952), 663.

Internet.
Nicolas Rost, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl, “A
global risk assessment model for civil wars,” Social Science
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Research 38, no. 4 (December 2009): 922, http://www.
sciencedirect.com/science/article/ B6OWX84WMM7CY1/2/
aa8571212528b45ef7743e7415c8832a

9. Naskah kirimkan dalam bentuk softcopy atau hardcopy a \
dilampiri dengan biodata singkat (CV) penulis, alama
no telp, naskah dapat dikirim via email ke e-mail\red
k@y

m
s
jurnal@®mahkamahkonstitusi.go.id atau puslit aho

N 0
10. Naskah dapat dikirimkan atau diseralikan secar a@g
paling lambat 1 (satu) bulan sebelu nerbita ;
REDAKSI JURNAL KONS é
MAHKAMAH KONSTIT UBLI@ONESIA
JI. Medan Merdeka Bar ]al

Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 3 /
www.mahkamah itusi.gou
Email: jurnal@?& ah orms .go.id
11. Naskah elum\ enuhi format dan ketentuan di
le

. Dewan Editor berhak menyeleksi

atas kan W
d xngedi @ yang masuk tanpa merubah substansi.
$a§ pefiolakan naskah akan diberitahukan kepada
%nul' ritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian
? su
0

% s melalui email.
123\Naskah yang dimuat akan mendapat honorarium.

1:

dan urutan naskah yang masuk ke Redaksi Jurnal
i. Artikel yang tidak dimuat akan dikembalikan ke
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